PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



Menetapkan :

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

4.  Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1
Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk
pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan

perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik.



Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan
usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha sektor kelautan dan perikanan, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem  Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai
dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha
dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 317

Salinan ses ngan aslinya

Tini



- 5-

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT

1. Standar Usaha Pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks
CITES untuk kegiatan penelitian dan  pengembangan,
pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran
dan/atau pemeliharaan untuk kesenangan.

KBLI 03151;03152;03153;03154;03155;03156;03157;03158;03159

Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau

No. Termasuk dalam Appendiks CITES yang meliputi : Pisces; Crustacea;

Mollusca; Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia;
Algae dan Biota Perairan Lainnya

1. | Ruang Lingkup 03151 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN PISCES YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Pisces
yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang
hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan
payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan
(termasuk kegiatan biofarmakologi/ bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.
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03152 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Crustacea yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES
yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03153 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Mollusca yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES
yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03154 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN
COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU
TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup wusaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Coelenterata yang dilindungi dan/atau Appendiks
CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan
pertukaran.

03155 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN
ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU
TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup wusaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Echinodermata yang dilindungi dan/atau Appendiks
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CITES yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03156 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup wusaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Amphibia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES
yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03157 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Reptilia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES
yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi /
bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03158 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup wusaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
Mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES
yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan
perairan payau untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.
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03159 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DAN
BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI
DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan Algae
dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau
Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan
tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian
dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran.

Istilah dan
Definisi

a. Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan
yang tercantum dalam Appendiks Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis
Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan
Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora dan/atau
hukum internasional lain yang diratifikasi,
termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk
turunannya (derivat).

b. Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, yang
selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian
internasional yang bertujuan untuk membantu
pelestarian populasi di habitat alamnya melalui

pengendalian perdagangan internasional
spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk
Jenis Ikan.

c. Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES
yang memuat jenis flora dan fauna termasuk
Jenis lkan yang telah terancam punah
(endangered) sehingga perdagangan internasional
spesimen yang berasal dari habitat alam harus
dikontrol dengan ketat dan hanya
diperkenankan untuk kepentingan tertentu
dengan izin khusus.

d. Appendiks II CITES adalah daftar di dalam
CITES yang memuat jenis flora dan fauna
termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum
terancam punah, namun dapat menjadi
terancam punah apabila perdagangan
internasionalnya tidak dikendalikan.
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Appendiks III CITES adalah daftar di dalam
CITES yang memuat jenis flora dan fauna
termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara
tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan
ketat dan memerlukan bantuan pengendalian
internasional.

Perlindungan Penuh adalah perlindungan
terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap
seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan
habitat buatan dan/atau seluruh bagian
tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan
produk turunannya.

Perlindungan Terbatas adalah perlindungan
terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan
ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu,
periode waktu tertentu dan/atau sebagian
tahapan siklus hidup tertentu.

Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilakukan
terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh dalam
kondisi hidup, adanya interaksi langsung dengan
biota dan berpotensi menyebabkan ancaman
terhadap Jenis Ikan tersebut.

Pengambilan Jenis lkan dari Alam adalah
kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan
Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau
luar negeri.

Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis lkan
dilindungi penuh dalam bentuk
peragaan/atraksi dan koleksi ikan hidup dalam
lokasi yang bersifat menetap serta koleksi ikan
mati termasuk bagian-bagiannya yang dilakukan
oleh badan hukum Indonesia.

Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis
Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup
lainnya yang memiliki kesetaraan  nilai
konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri,
yang dilakukan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan
badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang
konservasi.

Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan
pemeliharaan Jenis lkan dilindungi penuh yang
dilakukan oleh perseorangan.

Kuota Pengambilan adalah batas jumlah
maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari
alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1
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Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun
yang sama.

Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum
Jenis lkan yang boleh diekspor selama 1 (satu)
tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai
dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang
selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk
melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI,
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan,
konservasi, penelitian, dan pengembangan
perikanan, yang meliputi perairan pedalaman,
perairan kepulauan, laut teritorial, zona
tambahan, dan zona ekonomi eksklusif
Indonesia.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus
dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha
Perdagangan dengan menggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya
disingkat SAJI adalah dokumen yang harus
dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha
untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di
dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari
luar ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Otoritas Pengelola (Management Authority)
adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi
dan keanekaragaman hayati.

Direktur adalah direktur yang melaksanakan
tugas teknis di bidang konservasi dan
keanekaragaman hayati laut.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT
adalah unit pelaksana teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat
Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan
ruang laut.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan

untuk melakukan penangkapan/pengambilan
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Umum Usaha

dan pemanfaatan hasil

penangkapan/pengambilan jenis ikan yang

dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum
dalam Appendiks CITES, setiap pelaku usaha
wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin

Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);

SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a

terdiri atas:

1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan;

2) SIPJI Pengembangbiakan;

SIPJI Perdagangan Dalam Negeri;

SIPJI Perdagangan Luar Negeri;

SIPJI Aquaria;

SIPJI Pertukaran; dan

SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan,

persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI
sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:

1) permohonan penerbitan SIPJI;

2) proposal,;

3) surat pernyataan kebenaran data; dan

4) berita acara verifikasi lapangan,

proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c

angka 2 memuat informasi tentang:

1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama
umum dan nama lokal,

2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu
bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

3) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai
dengan jenis usaha pemanfaatan yang
dimohonkan;

4) asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan,
yaitu hasil penangkapan/pengambilan dari
alam;

5) sistem pengelolaan air, jika jenis ikan yang
dimanfaatkan dalam kondisi hidup;

6) perhitungan jumlah jenis ikan akan
dimanfaatkan; dan

7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil
yang dimiliki,

surat pernyataan kebenaran data sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 3 ditandatangani

oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi
materai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

berita acara verifikasi lapangan sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 4 diterbitkan oleh

UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan

JoganL«w
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mekanisme:

1) pelaku usaha memohonkan  verifikasi
lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan
melampirkan proposal sebagaimana
dimaksud pada huruf d;

2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi
lapangan  terhadap permohonan  serta
kesesuaian informasi dalam proposal dengan
kondisi lapangan.

3) hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam
bentuk berita acara verifikasi lapangan.

Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha pada
huruf ¢ angka dilaksanakan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja.

Persyaratan
Khusus Usaha

Persyaratan khusus untuk tujuan perdagangan:

a.

pemanfaatan Jenis Ikan untuk tujuan
perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP);

SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a
diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan,;

pemanfaatan Jenis Ikan hasil penangkapan/
pengambilan untuk perdagangan luar negeri dan
aquaria dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha;

jumlah hasil penangkapan/pengambilan Jenis
Ikan dari habitat alam diatur melalui penetapan
kuota pengambilan/penangkapan;

jumlah Jenis lkan yang dapat diekspor diatur
melalui penetapan kuota ekspor; dan

bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan
SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Durasi pemenuhan persyaratan:

a.

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dilaksanakan paling lama 14
(empat belas) hari kerja; dan

penyampaian bukti pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak pelaku usaha
menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP)
PNBP.

Sarana

Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku
usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES
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hasil penangkapan/pengambilan antara lain:

a. sarana penangkapan dan alat penangkap ikan
yang digunakan untuk pengambilan/
penangkapan jenis ikan yang dilindungi
dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES
memiliki perizinan berusaha sesuai dengan
KBLI 03111 - 03119;

b. sarana penampungan untuk jenis ikan tertentu
yang membutuhkan sarana penampungan dapat
berupa:

1) gudang penyimpanan yang dilengkapi rak
penyimpanan tanpa pendingin, dalam hal
produk jenis ikan akan dimanfaatkan dalam
kondisi kering; dan/atau

2) gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan
fasilitas pendinginan/pembekuan dalam hal
produk yang akan dimanfaatkan dalam
kondisi segar atau beku,

c. sarana pemeliharaan untuk jenis ikan tertentu
yang tidak dibudidayakan dan membutuhkan
sarana pemeliharaan, berupa:

1) aquarium atau bak pemeliharaan yang
dilengkapi dengan sistem resirkulasi dalam
hal jenis ikan yang dipeliharan berukuran
kecil;

2) karamba pembesaran/pemeliharaan dalam
hal jenis ikan yang dipeliharan berukuran
kecil atau sedang; dan/atau

3) Kolam pemeliharaan berukuran besar dalam
hal jenis ikan yang dipelihara mempunyai
ukuran yang besar atau dalam jumlah
banyak.

Struktur
Organisasi SDM
dan SDM

Sumber daya manusia berdasarkan jenis SIPJI harus
memenuhi kualifikasi:
a. administrasi:

1) memiliki kemampuan dalam melakukan
pencatatan dan penyusunan administrasi
dokumen terkait pelaporan; dan

2) memahami persyaratan dan mekanisme
penerbitan dokumen angkut jenis ikan,

b.  teknis:

1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan
yang dimanfaatkan;

2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan
dalam kondisi hidup, harus:

(a) memiliki kompetensi teknis pemeliharaan
jenis ikan;
(b) memiliki kompetensi manajemen kualitas
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air, pemberian pakan dan pengendalian
penyakit; dan

(c) memahami prinsip kesejahteraan jenis
ikan (animal welfare).

8. | Pelayanan Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES
wajib memberikan pelayan, antara lain:

a. informasi alamat pelaku usaha, alamat email,
nomor fax dan/atau nomor telepon yang
dipergunakan untuk komunikasi;

b. informasi tentang mekanisme pengaduan;

C. informasi tentang standar dan mekanisme
pengolahan produk, dalam hal produk yang
dihasilkan berupa produk olahan;

d. informasi lainnya terkait dengan layanan yang
disediakan oleh pelaku usaha; dan/atau

e. informasi tentang asal-usul jenis ikan yang
dimanfaatkan; dan

f. informasi tentang tata cara perawatan dan
penanganan.

9. | Persyaratan a. penerapan standar kualifikasi keamanan

Produk/Jasa pangan, dalam hal produk yang dihasilkan
berupa produk konsumsi;

b. penerapan standar pemeliharaan ikan yang baik
dengan mengedepankan aspek kesejahteraan
biota, dalam hal produk yang dihasilkan berupa
ikan hidup;

c. penggunaan penanda pada bagian luar kemasan
pada saat dilakukan pengangkutan; dan

d. penerapan prinsip animal welfare pada saat
pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup.

10. | Sistem Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan

Manajemen Usaha

Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis lkan Yang

Tercantum Dalam Appendiks Cites:

a. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi
berdasarkan regulasi nasional, yaitu:

1) penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan
hasil penangkapan/pengambilan jenis ikan
yang dilindungi penuh dari habitat alam
hanya diperbolehkan untuk kepentingan
penelitian dan pengembangan (termasuk
kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut)
yang dilakukan oleh Pemerintah serta
peminjaman untuk kepentingan indukan
pengembangbiakan dan aquaria jenis ikan
hidup; dan
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penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan
hasil penangkapan pengambilan jenis ikan
dilindungi terbatas diluar  ketentuan
perlindungannya dari habitat alam tetap
diperbolehkan berdasarkan kuota
pengambilan yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal,

pemanfaatan jenis ikan yang tercantum dalam
Appendiks CITES, yaitu:

1)

penangkapan/pengambilan dan pemanfaatan
hasil penangkapan jenis ikan yang tercantum
dalam Appendiks I CITES dari habitat alam:
a) tidak diperbolehkan untuk kegiatan
perdagangan; dan
b) dilakukan berdasarkan kuota
penangkapan/pengambilan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
penangkapan/pengambilan jenis ikan yang
tercantum dalam daftar Appendiks II dan
Appendiks III CITES dilakukan berdasarkan
kuota penangkapan/ pengambilan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Jika terdapat satu jenis ikan tertentu yang
dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan
juga masuk dalam daftar Appendiks maka
ketentuan pemanfaatannya yang diberlakukan
adalah ketentuan yang lebih ketat.

Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI
diterbitkan

persyaratan khusus usaha sebelum operasional
pemanfaatan yaitu:

a.

1)

2)

menyiapkan sarana dan prasarana
pendukung sesuai dengan jenis kegiatan
pemanfaatan; dan

menyiapkan sumber daya manusia sesuai
dengan jenis kegiatan pemanfaatan,

persyaratan khusus usaha berupa kewajiban
yang harus dilakukan oleh pelaku usaha selama
operasional pemanfaatan yaitu:

1)

2)

membayar penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) pemanfaatan jenis ikan yang
dilindungi dan/atau dibatasi
pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyampaikan laporan stok dan realisasi
pemanfataan secara berkala;

menyampaikan usulan kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku usaha yang akan
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melakukan kegiatan
penangkapan/pengambilan di alam;

4) menyampaikan usulan kuota ekspor bagi
pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan
perdagangan ke luar negeri;

S5) menyiapkan dan mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

6) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam Negeri (SAJI-DN)
dalam hal akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar wilayah provinsi;

7) menyiapkan dokumen angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar Negeri (SAJI-LN)
dalam hal akan melakukan pengangkutan ke
luar negeri (ekspor);

8) menerapkan ketentuan tentang animal
welfare dalam hal melakukan kegiatan
pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;

9) mematuhi ketentuan tentang status
perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks CITES;

Durasi pemenuhan persyaratan khusus:

a.

sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan
SIPJI; dan

selama masa operasional pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem
Manajemen Usaha.

Pelaporan:

a.

setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan

pemanfaatan Jenis lkan hasil penangkapan/

pengambilan wajib melakukan pelaporan;

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) Laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan
hasil penangkapan/pengambilan berupa
realisasi penggunaan SAJI dilakukan setelah
pengiriman;

2) Laporan mutasi stok berupa catatan sediaan
stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari
fasilitas  penampungan  pelaku  usaha
disampaikan setiap bulan.

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b
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disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang
SIPJI; dan

kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c
melakukan verifikasi lapang laporan dan
menyampaikan  laporan  kepada = Direktur
Jenderal.

Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a.

setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam

Appendiks CITES hasil

penangkapan/pengambilan dari alam wajib

membayar PNBP;

PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) pungutan penangkapan/pengambilan jenis
ikan yang dilindungi terbatas diluar
ketentuan perlindungan dan/atau dibatasi
pemanfaatannya dari habitat alam untuk
kegiatan perdagangan;

2) pungutan perdagangan hasil
penangkapan/pengambilan jenis ikan yang
dilindungi terbatas diluar ketentuan
perlindungan dan/atau jenis ikan yang
termasuk dalam daftar Appendiks II atau
Appendiks III CITES;

3) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan
dilindungi dari habitat alam.

4) pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan

yang dilindungi dan/atau dibatasi
pemanfaatannya; dan
S) pungutan penerbitan rekomendasi

pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai
kemiripan jenis ikan yang dilindungi
dan/atau jenis ikan yang masuk dalam
daftar Appendiks CITES,

pungutan penangkapan/pengambilan jenis ikan

yang dilindungi terbatas diluar ketentuan

perlindungannya dan/atau dibatasi
pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1) dilakukan dengan ketentuan:

1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha
pemilik SIPJI Perdagangan Dalam Negeri
yang mendapatkan kuota pengambilan;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan berita acara pemeriksaan stok
realisasi penangkapan/pengambilan dengan
tarif sebagaimana ditetapkan dalam
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peraturan perundang-undangan; dan

3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran
(SPP) PNBP,

pungutan perdagangan hasil penangkapan/

pengambilan dari habitat alam jenis ikan yang

dilindungi terbatas diluar ketentuan
perlindungan dan jenis ikan yang tercantum
dalam Appendiks II dan Appendiks III CITES

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2)

dilakukan dengan ketentuan:

1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha
pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil
penangkapan/pengambilan;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan realisasi perdagangan luar
negeri sebagaimana tercantum dalam SAJI-
LN dikalikan dengan tarif PNBP sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan

3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran
(SPP) PNBP,

pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/

peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari

habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf

b angka 3) dilakukan dengan ketentuan:

1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha
pemilik SIPJI Pengembangbiakan dan pemilik
SIPJI Aquaria dalam bentuk atraksi ikan
hidup yang menggunakan hasil
penangkapan/pengambilan dari alam jenis
ikan yang dilindungi penuh;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan jumlah jenis ikan yang
dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana
ditetapkan peraturan perundang-undangan;
dan

3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya surat perintah pembayaran
(SPP) PNBP,

pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan

yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang

dibatasi pemanfaatannya sebagaimana dimaksud
pada huruf b angka 4) dilaksanakan dengan
ketentuan:
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1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku
usaha yang memohonkan penerbitan SAJI;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan
dengan tarif sebagaimana ditetakan
peraturan perundang-undangan; dan

3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak diterbitkannya
Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,

pungutan penerbitan rekomendasi pemanfaatan
jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan
jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan
yang dibatasi pemanfaatannya sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 5 dilakukan
dengan ketentuan:

1) wajib bayar adalah setiap orang yang
memohonkan penerbitan rekomendasi;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan berdasarkan
jumlah rekomendasi dengan tarif
sebagaimana ditetapkan peraturan
perundang-undangan; dan

3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak diterbitkannya
surat perintah pembayaran (SPP) PNBP,

kewajiban pembayaran PNBP oleh pelaku usaha

sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
setelah terbitnya Peraturan Pemerintah tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

Kuota Pengambilan/Penangkapan

a.

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

dan/atau yang tercantum dalam appendiks

CITES dilakukan berdasarkan kuota

pengambilan/penangkapan;

kuota pengambilan/penangkapan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dilakukan dengan

ketentuan:

1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal
berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Otoritas
Keilmuan konservasi sumber daya ikan;

2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak
tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember pada tahun yang sama;

3) ditetapkan pada level provinsi dan memuat
informasi tentang: nama jenis ikan (nama
ilmiah, nama umum dan nama lokal), jumlah
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dan satuan; dan

4) kuota pengambilan untuk tujuan
perdagangan hanya diperbolehkan untuk
jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai
ketentuan perlindungannya dan/atau jenis
ikan yang tercantum dalam daftar Appendiks
II CITES,

c. penetapan kuota pengambilan/penangkapan di
setiap wilayah provinsi kepada pelaku usaha
dilakukan dengan ketentuan:

1) ditetapkan oleh  Kepala UPT Ditjen

Pengelolaan Ruang Laut setelah
ditetapkannya kuota
pengambilan/penangkapan oleh Direktur
Jenderal,

2) berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak
tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember pada tahun yang sama;

3) diberikan kepada pemilik SIPJI yang lokasi
usahanya berada di provinsi tersebut;

4) kuota pengambilan untuk tujuan
perdagangan hanya ditetapkan untuk pelaku
usaha yang memiliki SIPJI perdangan dalam
negeri; dan

5} mekanisme dan formulasi penetapan kuota

penangkapan/pengambilan dilakukan
dengan:
a) pelaku usaha menyampaikan

permohonan kuota pengambilan kepada
Kepala UPT dengan melampirkan jumlah
usulan kuota ekspor;

b) kepala UPT menugaskan tim untuk
melakukan evaluasi permohonan kuota
ekspor;

c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan; dan

d) berdasarkan hasil evaluasi, kepala UPT
menetapkan kuota penangkapan/
pengambilan kepada pelaku usaha,

d. pengajuan kuota penangkapan/pengambilan
untuk tahun berikutnya oleh pelaku usaha
disampaikan kepada UPT Ditjen PRL paling
lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

Kuota Ekspor Hasil Penangkapan/ Pengambilan

a. perdagangan luar negeri jenis ikan yang
dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum
dalam daftar Appendiks CITES hasil
penangkapan/pengambilan dari alam dilakukan
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berdasarkan kuota ekspor;

kuota ekspor hasil pengambilan dari alam
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
dengan ketentuan:

1) ditetapkan oleh Direktur setelah
ditetapkannya kuota
penangkapan/pengambilan oleh Direktur
Jenderal,;

2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember pada
tahun yang sama;

3) jumlah kuota ekspor yang ditetapkan
berdasarkan hasil pengurangan kuota
pengambilan/penangkapan setelah dikurangi
kebutuhan pemanfaatan di dalam negeri; dan

4) diberikan kepada pelaku usaha yang
memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil
penangkapan/ pengambilan dari alam.

mekanisme penetapan kuota ekspor dilakukan

dengan:

1) pelaku usaha menyampaikan permohonan
kuota ekspor kepada Direktur dengan
melampirkan jumlah usulan kuota ekspor;

2) Direktur menugaskan tim untuk melakukan
evaluasi permohonan kuota ekspor;

3) hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan; dan

4) berdasarkan  hasil  evaluasi, Direktur
menetapkan kuota ekspor.

pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya

oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur

paling lambat pada bulan Desember tahun
berjalan.

Dokumen Asal Usul Jenis

a.

setiap pelaku usaha yang melakukan usaha
pemanfaatan hasil penangkapan/pengambilan
jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan
yang tercantum dalam daftar Appendiks CITES
wajib melengkapi  dokumen asal  usul
kepemilikan jenis ikan,;

asal wusul kepemilikan jenis ikan dilindungi

dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam

Appendiks CITES dapat berupa:

1) surat keputusan penetapan kuota
pengambilan untuk pelaku wusaha yang
diterbitkan kepada UPT;

2) Surat Angkut Jenis lkan Dalam Negeri (SAJI-
DN) hasil penangkapan/pengambilan dari
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alam;
3) sertifikat prakonvensi, dalam hal jenis ikan
didapatkan sebelum diberlakukannya

ketentuan tentang pengaturan pemanfaatan
jenis ikan yang dimanfaatkan; dan

4) sertifikat introduksi dari laut, dalam hal jenis
ikan didapatkan dari wilayah perairan yang
bukan yurisdiksi negara manapun.

Surat Angkut Jenis lkan Dalam Negeri (SAJI-DN):

a. setiap pengangkutan  jenis ikan hasil
penangkapan/pengambilan dalam negeri wajib
disertai dengan SAJI-DN;

b. pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar
pelaku usaha pemilik SIPJI;

c. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:

1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam
hal jenis ikan yang diangkut akan
dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan,;

2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis
ikan yang diangkut akan dipergunakan
untuk indukan/benih kegiatan
pengembangbiakan;

3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal
jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan;

4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang
akan diangkut akan dipergunakan untuk
kegiatan aquaria;

S5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal
jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan
untuk kegiatan aquaria;

6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan,
dalam hal jenis ikan yang akan diangkut
akan dipergunakan untuk kepentingan
pemeliharaan untuk kesenangan;

d. SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c
diterbitkan oleh UPT berdasarkan permohonan
pelaku usaha;

e. permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud
pada huruf d dilakukan dengan melampirkan
dokumen asal-usul jenis ikan dan Berita Acara
Pemeriksaan Stok;

f.  SAJI-DN sekurang-kurangnya memuat informasi
tentang:

1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha
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yang melakukan pengiriman dan identitas
tujuan pengiriman;

2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah,
nama umum dan nama lokal;

3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan
diangkut dan dapat ditambahkan informasi
jumlah kemasan;

4) waktu pengiriman yang memuat informasi
tanggal, bulan dan tahun;

5) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau
terminal asal pengangkutan;

6) nama bandar udara, pelabuhan dan/atau
terminal tujuan pengangkutan;

7) nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan
pejabat penerbit SAJI-DN;

8) waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat
informasi tanggal, bulan dan tahun; dan

9) Masa berlaku SAJI-DN,

SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf d

berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak

tanggal diterbitkan;

SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun kuota

pengambilan belum ditetapkan dalam hal

terdapat:

1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan
ditetapkan kuota pengambilannya; dan

2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi  Appendiks II CITES yang
pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum
efektif,

dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri

dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka

penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan
berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki

SIPJI,

tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud

pada huruf g antara lain:

1) pengangkutan Jenis lkan hidup  sebagai
barang bawaan untuk tujuan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria,
dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan

2) pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel
Jenis Ikan untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi/bioteknologi laut) yang
dilakukan oleh instansi pemerintah.
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k. Mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan

dengan:

1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-
DN kepada kepala UPT PSPL dengan
melampirkan dokumen asal-usul dan berita
acara pemeriksaan stok;

2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi
kelengkapan permohonan; dan

3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN.

Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):

a. pengangkutan hasil penangkapan/pengambilan
jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang
tercantum dalam Appendiks CITES dari dalam ke
luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;

b. SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a
meliputi:

1) SAJI-LN Ekspor;

2) SAJI-LN Impor; dan

3) SAJI-LN Re-ekspor,

c. SAJI-LN Ekspor sebagaimana dimaksud pada
huruf a diterbitkan dalam bentuk:

1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), untuk
ekspor jenis ikan yang tercantum dalam
Appendiks CITES;

2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit), untuk
impor jenis ikan yang tercantum dalam
Appendiks CITES;

3) SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit),
untuk re-ekspor jenis ikan yang tercantum
dalam Appendiks CITES; dan

4) SAJI-LN Ekspor, untuk ekspor enis ikan yang
dilindungi berdasarkan regulasi nasional
namun tidak masuk dalam daftar Appendiks
CITES,

d. SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), SAJI-LN
Impor (CITES Import Permit) dan SAJI-LN Ekspor
dapat diberikan kepada pelaku usaha yang
memiliki:

1) SIPJI penelitian dan pengambangan;

2) SIPJI perdagangan luar negeri;

3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan
hidup;

4) SIPJI pertukaran luar negeri,

e. SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit)
sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3
hanya diberikan kepada pelaku wusaha yang
memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
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f. SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatangan
SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur
Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat CITES;

g. SAJI-LN sekurang-kurangnya memuat informasi
tentang:

1) Identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama
lembaga, alamat dan logo);

2) Identitas pengirim dan penerima (nama/badan
usaha dan alamat);

3) Nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum dan
nama lokal);

4) Jumlah (volume dan satuan);

5) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara
asal pengakutan;

6) Nama bandara/pelabuhan dan nama negara
tujuan pengangkutan;

7) Waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan
tahun);

8) Nama dan tanda tangan pejabat penanda
tangan SAJI-LN;

9) Waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan
SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN;

10) Untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar
Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp
yang diterbitkan Sekretariat CITES,

h. SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali
pengiriman;

i. SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota ekspor
belum ditetapkan dalam hal terdapat:

1) Jenis Ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan
ditetapkan kuota ekspornya; dan

2) Jenis lkan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi Appendiks II CITES yang pemberlakuan
ketentuan CITES-nya belum efektif,

j- Mekanisme penerbitan SAJI-LN dilakukan dengan:
1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-LN

kepada Direktur dengan melampirkan dokumen
asal-usul dan berita acara pemeriksaan stok;

2) petugas Direktorat melakukan  verifikasi
kelengkapan permohonan; dan

3) pejabat penandatangan dokumen SAJI-LN
menerbitkan SAJI-LN.

Animal Welfare

a. setiap pelaku usaha yang melakukan
pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis
ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang
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tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi
hidup wajib menerapkan ketentuan tentang
aquatic animal welfare;

. pelaksanakan ketentuan tentang animal welfare

oleh pelaku usaha dilakukan melalui:

1) penyusunan dokumen rencana penerapan
aquatic animal welfare saat pemeliharaan, saat
peragaan dan/atau saat pengangkutan; dan

2) laporan pelaksanaan penerapan aquatic animal
welfare,

c. dokumen rencana penerapan aquatic animal
welfare wajib disusun oleh pelaku usaha paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI
diterbitkan; dan

d. laporan pelaksanaan penerapan animal welfare
disusun dan disampaikan kepada Direktur
Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian:
Kesesuaian dan 1. penilaan kesesuaian terhadap usaha
Pengawasan pemanfaatan hasil

penangkapan/pengambilan dari habitat

alam jenis ikan yang dilindungi dan/atau

jenis ikan yang tercantum dalam daftar

Appendiks CITES dilakukan dengan cara

melakukan verifikasi;

2. verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a meliputi:

a. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang
dimiliki oleh pelaku usaha; dan

b. verifikasi terhadap pelaksanaan
kewajiban yang harus dilakukan oleh
pelaku usaha setelah diterbitkannya

SIPJI,

3. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dengan jenis SIPJI
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka
1 berupa:

a. kesesuaian bentuk kegiatan wusaha
dengan jenis SIPJI yang dimiliki; dan

b. kesesuaian jenis ikan yang
dimanfaatkan dengan jenis ikan yang
tercantum dalam dokmen SIPJI,

4. kegiatan usaha pemanfaatan hasil
penangkapan/pengambilan jenis ikan yang
dilindungi dan/atau yang tercantum dalam
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Appendiks CITES dengan risiko tinggi
dilakukan dengan cara melakukan verifikasi
terhadap:

a. laporan stok dengan jenis ikan dan
jumlah yang ada di fasilitas
penampungan; dan

b. laporan stok dengan jenis ikan yang
tercantum dalam SIPJI,

5. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat

Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

B. Pengawasan
1. norma pengawasan:

a. cakupan pengawasan kegiatan
Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan
yang Dilindungi dan/atau Termasuk
dalam Appendiks CITES yang diatur
dalam peraturan Menteri ini adalah
terkait kesesuaian standar perizinan
berusaha.

Pengawasan terhadap kegiatan

Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan

yang Dilindungi dan/atau Termasuk

dalam Appendiks CITES dilaksanakan di:

1) WPPNRI;

2) kapal perikanan;

3) pelabuhan perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
pelabuhan tangkahan;
sentra kegiatan perikanan;
lokasi penampungan;
area pembenihan ikan;
area pembudidayaan ikan;

Unit Pengolahan Ikan (UPI); dan
10) Kawasan konservasi perairan.

b. cara pengawasan kegiatan Penangkapan/
Pengambilan Jenis lkan yang Dilindungi
dan/atau Termasuk dalam Appendiks
CITES dilakukan secara rutin dan
insidental.

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. laporan pelaku usaha; dan

b. inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.

LxxNoanL

Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
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C.

insidental dapat dilakukan  melalui
inspeksi lapangan atau melalui virtual.

intensitas pengawasan
Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian
atas pengawasan rutin yang telah
dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk
tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.

Inspeksi lapangan dilakukan dengan

cara:

1) memasuki lokasi dan memeriksa
kegiatan usaha Penangkapan/
Pengambilan  Jenis Ikan  yang
Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
Appendiks CITES;

2) memeriksa kelengkapan, keabsahan
dan kesesuaian dokumen:

a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

b) SIPJI

c) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI- DN);

d) Surat Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI- LN); dan

e) ijin persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha,

3) memeriksa jumlah SDM yang dimiliki
pelaku usaha;

4) memeriksa pemenuhan dan
kepatuhan terhadap standar dan
komitmen lainnya yang menjadi
persyaratan terbitnya Surat Izin
Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);

5) Melakukan pemeriksaan silang
terhadap laporan realisasi kuota
penangkapan/pengambilan yang
dilakukan pelaku usaha;

6) Melakukan pemeriksaan silang

terhadap laporan realisasi ekspor
yang dilakukan oleh pelaku usaha;

7) Melakukan pemeriksaan silang
terhadap jumlah stok yang ada di
fasilitas penampungan;
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8) mendokumentasikan hasil
pemeriksaan; dan

9) mengambil sampel ikan dan/atau
bahan yang  diperlukan untuk
keperluan pengujian laboratorium,
apabila terdapat dugaan pelanggaran
yang perlu dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan laboratorium.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan /kuesioner)

a. perencanaan pengawasan  dituangkan
dalam dokumen rencana kerja pengawasan
yang disusun setiap satu tahun;

b. perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrumen
pengawasan seperti:

a) buku identifikasi jenis ikan yang

dilindungi dan/atau yang
tercantum dalam Appendiks CITES;
b) GPS;

c) peralatan dokumentasi kegiatan;
d) daftar pertanyaan dan Pengambilan
Keterangan bagi Pelaku Usaha

terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan
kewajiban;

e) form berita acara pengawasan;
dan/atau

f) perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban pengawas perikanan
a. hak:

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

3) dalam hal diperlukan Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
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pihak ketiga yang kompeten
dan/atau bersertifikat atau
terakreditasi untuk melakukan
dukungan terhadap kebutuhan
tertentu terkait kegiatan pengawasan
yang sedang dilaksanakan.

b. kewajiban:

1) menjaga kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

4. Pelaksana pengawasan
a. pelaksanaan pengawasan kegiatan

Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan

yang Dilindungi dan/atau Termasuk

dalam Appendiks CITES dilakukan oleh

Pengawas Perikanan; dan

b. persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi
pusat dan instansi daerah yang
bekerja di bidang perikanan dengan
pangkat paling rendah Pengatur
Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

5. Mekanisme, format dan substansi laporan

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan Pelaku Usaha.

b. berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

c. pengisian dan penandatangan Dberita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha.

d. dalam hal pengisian penandatangan
berita  acara  dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
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lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik  yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan.

e. dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a. SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

b. surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

c. surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas
yang membidangi perikanan di provinsi/
kabupaten/ kota.
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Standar usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau

termasuk dalam Appendiks CITES hasil pengembangbiakan untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan,
perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan/atau
pemeliharaan untuk kesenangan.

No.

KBLI

03271, 03272, 03273, 03274, 03275, 03276, 03277, 03278, 03279

Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
Appendiks CITES yang meliputi: Pisces; Crustacea; Mollusca;
Coelenterata; Echinodermata; Amphibia; Reptilia; Mamalia; Algae dan

Biota Perairan Lainnya

Ruang Lingkup

03271 PENGEMBANGBIAKAN PISCES YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Pisces yang dilindungi dan/atau
Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan
tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian
dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi
/ bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03272 PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan  Crustacea yang  dilindungi
dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut,
perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.

03273 PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Mollusca yang dilindungi
dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut,
perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan
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penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.

03274 PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Coelenterata yang dilindungi
dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut,
perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.

03275 PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Echinodermata yang dilindungi
dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut,
perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.

03276 PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan = Amphibia yang  dilindungi
dan/atau Appendiks CITES yang hidup di habitat laut,
perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, dan
pemeliharaan untuk kesenangan.
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03277 PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Reptilia yang dilindungi dan/atau
Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan
tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian
dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi
/ bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03278 PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG
DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM
APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan mamalia yang dilindungi dan/atau
Appendiks CITES yang hidup di habitat laut, perairan
tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian
dan pengembangan (termasuk kegiatan biofarmakologi
/ bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan
dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.

03279 PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA
PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU
TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES

Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan hasil
pengembangbiakan Algae dan biota perairan lainnya
yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang
hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan
payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan
(termasuk kegiatan biofarmakologi / bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran dan
pemeliharaan untuk kesenangan.

Istilah dan
Definisi

a. Jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan
yang tercantum dalam Appendiks Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis
Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi
berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan
Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum
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internasional lain yang diratifikasi, termasuk
telur, bagian  tubuh, dan/atau  produk
turunannya (derivat)

Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, yang
selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian
internasional yang bertujuan untuk membantu
pelestarian populasi di habitat alamnya melalui
pengendalian perdagangan internasional
spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk
Jenis Ikan.

Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES
yang memuat jenis flora dan fauna termasuk
Jenis Ikan yang telah terancam punah
(endangered) sehingga perdagangan internasional
spesimen yang berasal dari habitat alam harus
dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan
untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES
yang memuat jenis flora dan fauna termasuk
Jenis lkan yang saat ini belum terancam punah,
namun dapat menjadi terancam punah apabila
perdagangan internasionalnya tidak
dikendalikan.

Appendiks III CITES adalah daftar di dalam
CITES yang memuat jenis flora dan fauna
termasuk Jenis lkan yang oleh suatu negara
tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan
ketat dan memerlukan bantuan pengendalian
internasional.

Perlindungan Penuh adalah  perlindungan
terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap
seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan
habitat buatan dan/atau seluruh bagian
tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk
turunannya.

Perlindungan Terbatas adalah perlindungan
terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan
ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu,
periode waktu tertentu dan/atau sebagian
tahapan siklus hidup tertentu

Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dilakukan
terhadap Jenis Ikan dilindungi penuh di habitat
alami, adanya interaksi langsung dengan biota
dan berpotensi menyebabkan ancaman terhadap
Jenis Ikan tersebut.

Pengembangbiakan adalah bagian dari
pembudidayaan Jenis lkan berupa penambahan
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ukuran dan/atau penambahan individu melalui
cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin
dalam lingkungan yang terkontrol, baik
lingkungan buatan dan/atau semi alami dengan
tetap mempertahankan kemurnian jenisnya,
melalui pembenihan, penetasan telur, atau
pembesaran anakan yang diambil dari alam atau
transplantasi.

Perdagangan adalah kegiatan memperjualbelikan
Jenis Ikan untuk tujuan pasar dalam negeri atau
luar negeri.

Aquaria adalah kegiatan pemanfaatan Jenis lkan
dilindungi penuh dalam bentuk peragaan/atraksi
dan koleksi ikan hidup dalam lokasi yang bersifat
menetap serta koleksi ikan mati termasuk
bagian-bagiannya yang dilakukan oleh badan
hukum Indonesia.

Pertukaran adalah kegiatan menukarkan Jenis
Ikan dilindungi penuh dengan biota hidup
lainnya yang memiliki kesetaraan  nilai
konservasi, di dalam negeri atau ke luar negeri,
yang dilakukan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah dan dapat bermitra dengan
badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang
konservasi.

Pemeliharaan untuk kesenangan adalah kegiatan
pemeliharaan Jenis lkan dilindungi penuh yang
dilakukan oleh perseorangan.

Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah
kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Potensi Produksi adalah jumlah jenis ikan hasil
pengembangbiakan yang boleh dimanfaatkan
untuk tujuan ekspor.

Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum
Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu)
tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai
dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang
selanjutnya disingkat SIPJI adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk
melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus
dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha
Perdagangan dengan menggunakan sarana
produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya
disingkat SAJI adalah dokumen yang harus
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dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha
untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di
dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari
luar ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) adalah
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Otoritas Pengelola (Management Authority)
adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas teknis di bidang konservasi
dan keanekaragaman hayati.

Direktur adalah direktur yang melaksanakan
tugas teknis di bidang konservasi dan
keanekaragaman hayati laut.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT
adalah unit pelaksana teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan di lingkungan Direktorat
Jenderal yang membidangi urusan pengelolaan
ruang laut.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan
Umum Usaha

untuk dapat melakukan pemanfaatan Jenis Ikan

hasil pengembangbiakan, setiap pelaku usaha

wajib terlebih dahulu memiliki Surat Izin

Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI);

SIPJI sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri

atas:

1)  SIPJI Penelitian dan Pengembangan;

2) SIPJI Pengembangbiakan;

3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri;

4)  SIPJI Perdagangan Luar Negeri;

5)  SIPJI Aquaria;

6) SIPJI Pertukaran; dan

7)  SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan,

persyaratan umum usaha yang harus dipenuhi

oleh pelaku usaha untuk mendapatkan SIPJI

sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:

1) permohonan penerbitan SIPJI;

2) proposal;

3) surat pernyataan kebenaran data; dan

4)  berita acara verifikasi lapangan,

proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c

angka 2) memuat informasi tentang:

1) nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah,
nama umum dan nama lokal;

2) tujuan pemanfaatan, mengacu ke salah satu
bentuk kegiatan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;
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3) asal wusul jenis ikan yang akan
dimanfaatkan;

4) sarana dan prasarana yang dimiliki, sesuai
dengan jenis usaha pemanfaatan yang
dimohonkan;

5) sistem pengelolaan air, dalam hal jenis ikan
yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;

6) perhitungan jumlah jenis ikan yang akan
dimanfaatkan; dan

7) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil
yang dimiliki,

surat pernyataan kebenaran data sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 3) ditandatangani

oleh penanggung jawab usaha dan dilengkapi
materai senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
berita acara verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada huruf c angka 4) diterbitkan oleh

UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan

mekanisme:

1) pelaku usaha memohonkan  verifikasi
lapangan kepada kepala UPT PSPL dengan
melampirkan proposal sebagaimana
dimaksud pada huruf d;

2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi
lapangan terhadap permohonan  serta
kesesuaian informasi dalam proposal dengan
kondisi lapangan; dan

3)  hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam
bentuk berita acara verifikasi lapangan.

Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c
dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Persyaratan
Khusus Usaha

a.

pemanfaatan Jenis Ikan untuk  tujuan
perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP);

SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai
ketentuan perundang-undangan;

bukti pembayaran pungutan PNBP penerbitan
SIPJI sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan
untuk perdagangan luar negeri dan aquaria
dalam bentuk atraksi ikan hidup hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha; dan

jumlah Jenis Ikan hasil pengembangbiakan yang
dapat diekspor diatur melalui penetapan kuota
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ekspor.

Durasi pemenuhan persyaratan:

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf a selain PNBP dilaksanakan
paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan

b. penyampaian bukti pembayaran PNBP paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku
usaha menerima Surat Perintah Pembayaran
(SPP) PNBP.

Sarana Standar sarana yang harus dimiliki oleh pelaku usaha
yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi dan/atau
Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib
memiliki sarana, antara lain untuk:
a. produk dalam kondisi hidup:

1) memiliki sarana pemeliharaan dengan desain
dan tata letak yang sesuai dengan jenis ikan
dan kondisi lokasi pengembangbiakan;

2) memiliki peralatan pemeliharaan yang aman
digunakan sesuai dengan jenis ikan;

3) dilengkapi fasilitas biosecurity untuk fasilitas
pengembangbiakan ex-situ;

4) memiliki sarana yang memenuhi standar
pemeliharaan ikan hidup yang
mengedepankan prinsip kesejahteraan jenis
ikan (animal welfare); dan/atau

S5) memiliki sarana untuk memudahkan dalam
penerapan standar higienis, karantina yang
baik dan pengawasan,

b. produk dalam kondisi mati:

1) memiliki sarana penyimpanan tanpa
pendingin yang dapat menjaga kualitas
produk, dalam hal produk jenis ikan akan
dimanfaatkan dalam kondisi kering; dan

2) memiliki sarana penyimpanan yang
dilengkapi dengan fasilitas pendinginan/
pembekuan dalam hal produk yang akan
dimanfaatkan dalam kondisi segar atau beku.

Struktur SDM yang harus dimiliki oleh pelaku usaha
Organisasi SDM | berdasarkan jenis SIPJI yang dimiliki harus
dan SDM memenuhi kualifikasi:

a. Administrasi
1) memiliki  kemampuan dalam  melakukan
pencatatan dan penyusunan administrasi
dokumen terkait pelaporan; dan
2) memahami  persyaratan dan  mekanisme
penerbitan dokumen angkut jenis ikan,
b. Teknis
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1) memiliki kemampuan identifikasi jenis ikan
yang dimanfaatkan;

2) dalam hal pemanfaatan jenis ikan dilakukan
dalam kondisi hidup, SDM harus:

a. memiliki kompetensi teknis pemeliharaan
jenis ikan;

b. memiliki kompetensi manajemen kualitas
air, pemberian pakan dan pengendalian
penyakit; dan/atau

c. memahami prinsip kesejahteraan jenis
ikan (animal welfare).

Pelayanan

Pelaku wusaha yang melakukan kegiatan usaha

pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis ikan yang

dilindungi dan/atau yang tercantum dalam

Appendiks CITES wajib menyediakan layanan, antara

lain:

a. informasi alamat pelaku usaha, alamat emalil,
nomor fax dan/atau nomor telepon yang
dipergunakan untuk komunikasi;

b. informasi tentang mekanisme pengaduan;

c. informasi tentang standar dan mekanisme
pengolahan produk, dalam hal produk yang
dihasilkan berupa produk olahan;

d. informasi tentang standar dan mekanisme
pengembangbiakan/pembesaran;

e. informasi lainnya terkait dengan layanan yang
disediakan oleh pelaku usaha; dan

f. informasi tentang tata cara perawatan dan
penanganan.

Persyaratan
Produk/Jasa

Persyaratan pemanfaatan hasil pengembangbiakan
jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum
dalam Appendiks CITES untuk:

a. produk dalam kondisi hidup

1) memenuhi standar pemeliharaan ikan yang
baik dengan mengedepankan aspek
kesejahteraan jenis ikan (animal welfare);

2) Jenis Ikan  Appendiks CITES hasil
pengembangbiakan wajib dilengkapi dengan
penanda khusus;

3) penanda sebagaimana dimaksud angka 2)
berupa:

a) chip dan sertifikat untuk jenis ikan
Appendiks I CITES; atau
b) tagging untuk jenis ikan Appendiks II atau
Appendiks III CITES,
b. produk dalam kondisi mati

1) memenuhi standar kualifikasi keamanan

pangan, dalam hal produk yang dihasilkan
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2)

berupa produk konsumsi;

penggunaan penanda pada bagian luar
kemasan pada saat dilakukan pengangkutan;
dan

penanda sebagaimana dimaksud angka 2)
berupa segel atau stiker yang memuat
informasi produk.

10.

Sistem
Manajemen
Usaha

Ketentuan Status Perlindungan Dan Pemanfaatan
Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Jenis lkan Yang
Tercantum Dalam Appendiks CITES:

a. berdasarkan regulasi nasional, untuk:

1)

2)

3)

pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis
ikan yang dilindungi penuh dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian
dan pengembangan (termasuk  kegiatan

biofarmakologi/bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam
negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk
kesenangan;

pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 wuntuk tujuan perdagangan dan
pemeliharaan untuk kesenangan hanya
diperbolehkan berupa turunan kedua (F2) dan
seterusnya; dan

pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis
ikan dilindungi terbatas diluar ketentuan
perlindungannya tetap diperbolehkan
berdasarkan potensi produksi yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal,

b. ketentuan pemanfaatan jenis ikan yang tercantum
dalam Appendiks CITES, untuk:

1)

2)

jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks
CITES hasil pengembangbiakan dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan

pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi/bioteknologi laut),
pengembangbiakan, perdagangan dalam
negeri, perdagangan luar negeri, aquaria,
pertukaran dan pemeliharaan untuk

kesenangan; dan

pemanfaatan hasil pengembangbiakan jenis
ikan yang tercantum dalam Appendiks I CITES
untuk perdagangan luar negeri hanya dapat
dilakukan oleh pelaku usaha yang telah
teregistrasi di Sekretariat CITES yang mengacu
pada resolusi CITES tentang pelaksanaan
registrasi pelaku usaha spesies Appendiks I,
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c. dalam hal terdapat satu jenis ikan tertentu yang
dilindungi berdasarkan regulasi nasional dan juga
masuk dalam daftar Appendiks maka ketentuan
pemanfaatannya yang diberlakukan adalah
ketentuan yang lebih ketat.

Pemenuhan persyaratan khusus usaha setelah SIPJI
diterbitkan:
a. sebelum operasional pemanfaatan yaitu:

1)

2)

menyiapkan sarana dan prasarana
pendukung sesuai dengan jenis kegiatan
pemanfaatan; dan

menyiapkan sumber daya manusia sesuai
dengan jenis kegiatan pemanfaatan,

b. selama operasional pemanfaatan yaitu:

1)

6)

7)

membayar PNBP berupa pungutan
penangkapan/pengambilan dan/atau
pungutan perdagangan pemanfaatan jenis
ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi
pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

menyampaikan laporan stok dan realisasi
pemanfataan secara berkala;

menyampaikan usulan rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

menyampaikan usulan kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang
akan melakukan kegiatan perdagangan ke
luar negeri hasil pengembangbiakan;
menerapkan sistem penandaan untuk jenis
ikan hasil pengembangbiakan;

menyiapkan dan mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

menyiapkan dokumen angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
dalam hal akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar wilayah provinsi;
menyiapkan dokumen angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)
dalam hal akan melakukan pengangkutan ke
luar negeri (ekspor);

menerapkan ketentuan tentang animal
welfare dalam hal melakukan kegiatan
pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;
dan

10) mematuhi ketentuan tentang status
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perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks CITES.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus:

a.

sebelum operasional pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilakukan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan
SIPJI; dan

selama masa operasional pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
sesuai dengan ketentuan pada bagian Sistem
Manajemen Usaha.

Pelaporan:

a.

setiap pemegang SIPJI yang melakukan kegiatan

pemanfaatan Jenis Ikan hasil pengembangbiakan

wajib melakukan pelaporan;

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) laporan realisasi pemanfaatan jenis ikan hasil
penangkapan/pengambilan berupa realisasi
penggunaan SAJI dilakukan setelah
pengiriman; dan

2) laporan mutasi stok berupa catatan sediaan
stok, jumlah stok masuk dan stok keluar dari
fasilitas penampungan pelaku usaha
disampaikan setiap bulan,

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b

disampaikan kepada Kepala UPT oleh pemegang

SIPJI secara berkala; dan

kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf c

melakukan verifikasi lapang laporan dan

menyampaikan laporan kepada Direktur

Jenderal.

Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP):

a.

setiap pelaku usaha yang melakukan kegitan

pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau

Appendiks CITES hasil pengembangbiakan wajib

membayar PNBP;

PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi
dan/atau Appendiks CITES hasil
pengembangbiakan;

2) iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan
dilindungi dari habitat alam dalam hal
indukan bersumber dari hasil penangkapan/
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pengambilan; dan

3) Pungutan penerbitan SAJI,

pungutan perdagangan hasil pegembangbiakan

jenis ikan sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha
pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri hasil
pengembangbiakan yang mendapatkan
penetapan kuota ekspor;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan realisasi perdagangan luar negeri
sebagaimana tercantum dalam SAJI-LN
dikalikan dengan tarif PNBP sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan

3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran
(SPP) PNBP,

Pungutan dalam bentuk iuran pemanfaatan/

peminjaman jenis ikan yang dilindungi dari

habitat alam sebagaimana dimaksud pada huruf

b angka 2) dilakukan dengan ketentuan:

1) wajib bayar PNBP adalah pelaku usaha
pemilik  SIPJI Pengembangbiakan yang
menggunakan indukan hasil
penangkapan/pengambilan dari alam jenis
ikan yang dilindungi penuh;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan jumlah jenis ikan yang
dimanfaatkan dengan tarif sebagaimana
ditetapkan peraturan perundang-undangan;
dan

3) pembayaran PNBP dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran
(SPP) PNBP.

pungutan penerbitan surat angkut jenis ikan

yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang dibatasi

pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan:

1) wajib bayar adalah setiap orang dan pelaku
usaha yang memohonkan penerbitan SAJI;

2) jumlah PNBP yang dibayarkan dihitung
berdasarkan jumlah SAJI yang diterbitkan
dengan tarif sebagaimana ditetakan peraturan
perundang-undangan; dan

3) pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak diterbitkannya
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Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP,

Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan:

Perdagangan luar negeri Jenis lkan hasil
pengembangbiakan dilakukan berdasarkan kuota
ekspor;

kuota ekspor sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a.

1)

2)

ditetapkan oleh Direktur setelah ditetapkan

Potensi Produksi hasil pengembangbiakan

oleh Direktur Jenderal,

jumlah kuota ekspor hasil

pengembangbiakan ditetapkan berdasarkan

hasil pengurangan total potensi produksi

setelah dikurangi kebutuhan pemanfaatan di

dalam negeri;

kuota ekspor jenis ikan Appendiks I hasil

pengembangbiakan hanya diberikan kepada

pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri yang
juga memiliki SIPJI Pengembangbiakan.
potensi produksi pengembangbiakan

sebagaimana dimaksud pada angka 1

ditetapkan berdasarkan hasil audit

pengembangbiakan;

potensi produksi hasil pengembangbikan

Jenis Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung

mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal

ditetapkan hingga 31 Desember tahun
berjalan;

kuota ekspor hasil pengembangbikan Jenis

Ikan berlaku selama 1 tahun terhitung

mulai tanggal 1 Januari atau sejak tanggal

ditetapkan hingga 31 Desember tahun
berjalan; dan

Audit pengembangbiakan dilakukan dengan

tata cara:

a) pelaku usaha menyampaikan
permohonan audit pengembangbiakan
kepada Direktur dengan melampirkan
laporan realisasi pengembangbiakan;

b) Direktur menugaskan tim  untuk
melakukan evaluasi, verifasi lapangan,
dan penghitungan potensi produksi
pengembangbiakan,;

c) hasil evaluasi dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan;

d) berdasarkan hasil evaluasi, Direktur
menetapkan Potensi Produksi
Pengembangbiakan; dan
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8) perhitungan potensi produksi
pengembangbiakan dan penetapan kuota
ekspor hasil pengembangbiakan diatur
berdasarkan petunjuk teknis yang
ditetapkan Direktur Jenderal,

pengajuan kuota ekspor untuk tahun berikutnya

oleh pelaku usaha disampaikan kepada Direktur

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

paling lambat pada bulan Desember tahun

berjalan.

Dokumen Asal Usul

a.

setiap pemanfaatan hasil pengembangbiakan

jenis ikan harus dilengkapi dengan dokumen

asal-usul;

dokumen asal usul sebagaimana dimaksud pada

huruf a dapat berupa:

1) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-
DN) hasil pengembangbiakan; dan/atau

2) berita acara pemeriksaan panen jenis ikan
hasil pengembangbiakan, untuk jenis ikan
yang  dimiliki oleh  pemegang  SIPJI
Perdagangan Dalam Negeri dan SIPJI
Pengembangbiakan.

Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

a.

setiap pengangkutan  Jenis Ikan hasil

pengembangbiakan dalam negeri wajib disertai

dengan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri

(SAJI-DN);

pengangkutan jenis ikan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a hanya dapat dilakukan antar

pelaku usaha pemilik SIPJI;

SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a

diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki:

1) SIPJI Penelitian dan Pengembangan, dalam
hal jenis ikan yang diangkut akan
dipergunakan untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan;

2) SIPJI Pengembangbiakan, dalam hal jenis
ikan yang diangkut akan dipergunakan untuk
indukan/benih kegiatan pengembangbiakan;

3) SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal
jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan
untuk kegiatan perdagangan;

4) SIPJI aquaria, dalam hal jenis ikan yang akan
diangkut akan dipergunakan untuk kegiatan
aquaria;

S5) SIPJI pertukaran dalam negeri, dalam hal
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jenis ikan yang diangkut akan dipergunakan
untuk kegiatan aquaria; dan/atau

6) SIPJI pemeliharaan untuk kesenangan, dalam
hal jenis ikan yang akan diangkut akan
dipergunakan untuk kepentingan
pemeliharaan untuk kesenangan,

SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf c

ditebitkan oleh kepala UPT berdasarkan

permohonan pelaku usaha;

permohonan SAJI-DN sebagaimana dimaksud

pada huruf d dilakukan dengan melampirkan

dokumen asal-usul jenis ikan dan berita acara
pemeriksaan stok;

SAJI-DN sebagaimana dimaksud pada huruf a

paling sedikit memuat informasi:

1) identitas (nama dan alamat) pelaku usaha
yang melakukan pengiriman dan identitas
tujuan pengiriman;

2) nama jenis ikan, yang meliputi nama ilmiah,
nama umum dan nama lokal;

3) jumlah dan satuan jenis ikan yang akan
diangkut dan dapat ditambahkan informasi
jumlah kemasan;

4) waktu pengiriman yang memuat informasi
tanggal, bulan dan tahun;

S5) nama bandar wudara, pelabuhan dan/atau
terminal asal pengangkutan;

6) Nama bandar udara, pelabuhan dan/atau
terminal tujuan pengangkutan;

7) Nama UPT, nama pejabat dan tanda tangan
pejabat penerbit SAJI-DN;

8) Waktu penerbitan SAJI-DN yang memuat
informasi tanggal, bulan, dan tahun; dan

9) Masa berlaku SAJI-DN,

SAJI-DN  berlaku selama 2 bulan sejak

diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk

sekali pengiriman;

SAJI-DN dapat diterbitkan walaupun Potensi

Produksi Pengembangbiakan belum ditetapkan

dalam hal terdapat:

1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan
ditetapkan potensi produksinya; dan/atau

2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi Appendiks I CITES yang
pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum
efektif,

dalam hal pengangkutan jenis ikan dalam negeri

dilakukan untuk tujuan non-komersil, maka
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penerbitan SAJI-DN dapat dilakukan

berdasarkan permohonan tanpa harus memiliki

SIPJI;

tujuan non-komersil sebagaimana dimaksud

pada huruf g, yaitu:

1) Pengangkutan Jenis lkan hidup  sebagai
barang bawaan untuk tujuan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi/bioteknologi laut), aquaria,
dan pemeliharaan untuk kesenangan; dan

2) Pengiriman Jenis Ikan dan/atau sampel Jenis
Ikan untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan (termasuk kegiatan
biofarmakologi/bioteknologi laut) yang
dilakukan oleh instansi pemerintah,

mekanisme penerbitan SAJI-DN dilakukan

dengan:

1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-
DN kepada kepala UPT PSPL dengan
melampirkan dokumen asal-usul dan berita
acara pemeriksaan stok;

2) petugas UPT PSPL melakukan verifikasi
kelengkapan permohonan; dan

3) kepala UPT menerbitkan SAJI-DN.

Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN):

a.

setiap pengangkutan Jenis lkan dari dalam ke

luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara

Republik Indonesia wajib dilengkapi SAJI-LN;

SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a

meliputi:

1) SAJI-LN Ekspor;

2) SAJI-LN Impor; dan

3) SAJI-LN Re-ekspor,

SAJI-LN sebagaimana dimaksud pada huruf a

diterbitkan dalam bentuk:

1) SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit);

2) SAJI-LN Impor (CITES Import Permit);

3) SAJI-LN Re-Ekspor (CITES Re-Export Permit);
dan

4) SAJI-LN Ekspor untuk jenis ikan dilindungi
berdasarkan regulasi nasional namun tidak
termasuk Appendiks CITES,

SAJI-LN Ekspor (CITES Export Permit), SAJI-LN

Impor (CITES Import Permit) dan SAJI-LN Ekspor

dapat diberikan kepada pelaku usaha yang

memiliki:

1) SIPJI penelitian dan pengembangan;

2) SIPJI perdagangan luar negeri;
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3) SIPJI aquaria dalam bentuk peragaan ikan
hidup; dan/atau

4) SIPJI pertukaran luar negeri,

SAJI-LN Re-ekspor (CITES Re-Export Permit)

sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3

hanya diberikan kepada pelaku usaha yang

memiliki SIPJI Perdagangan Luar Negeri;

SAJI-LN diterbitkan oleh pejabat penandatangan

SAJI-LN yang ditunjuk melalui Keputusan

Direktur Jenderal dan didaftarkan ke Sekretariat

CITES.;

SAJI-LN sekurang-kurannya memuat informasi

tentang:

1) identitas lembaga penerbit SAJI-LN (nama
lembaga, alamat, dan logo);

2) identitas pengirim dan penerima
(nama/badan usaha dan alamat);

3) nama jensi ikan (nama ilmiah, nama umum
dan nama lokal);

4) jumlah (volume dan satuan);

S5) nama bandara/pelabuhan dan nama negara
asal pengakutan;

6) nama bandara/pelabuhan dan nama negara
tujuan pengangkutan;

7) waktu pengangkutan (tanggal, bulan dan
tahun);

8) nama dan tanda tangan pejabat penanda
tangan SAJI-LN;

9) waktu (tanggal, bulan dan tahun) penerbitan
SAJI-LN dan masa berlaku SAJI-LN; dan

10) untuk jenis ikan yang masuk dalam daftar
Appendiks CITES dilengkapi dengan stamp
yang diterbitkan Sekretariat CITES,

SAJI-LN berlaku selama 6 (enam) bulan sejak

diterbitkan dan hanya berlaku untuk sekali

pengiriman;

SAJI-LN dapat diterbitkan walaupun kuota

ekspor belum ditetapkan dalam hal terdapat:

1) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi dilindungi terbatas, sampai dengan
ditetapkan kuota ekspornya; dan

2) jenis ikan yang baru ditetapkan statusnya
menjadi Appendiks II CITES yang
pemberlakuan ketentuan CITES-nya belum
efektif,

Mekanisme  penerbitan SAJI-LN dilakukan

dengan:

1) pelaku usaha memohonkan penerbitan SAJI-
LN kepada Direktur dengan melampirkan
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dokumen asal-usul dan Dberita acara
pemeriksaan stok;

2) petugas Direktorat melakukan verifikasi
kelengkapan permohonan; dan

3) pejabat penandatangan dokumen SAJI-LN
menerbitkan SAJI-LN.

Animal Welfare

a.

setiap pelaku usaha yang  melakukan
pemeliharaan, peragaan dan pengangkutan jenis
ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang
tercantum dalam Appendiks CITES dalam kondisi
hidup wajib menerapkan ketentuan di bidang
aquatic animal welfare;

pelaksanakan ketentuan tentang animal welfare

oleh pelaku usaha dilakukan melalui:

1) penyusunan dokumen rencana penerapan
aquatic animal welfare saat pemeliharaan,
saat peragaan dan/atau saat pengangkutan;
dan

2) laporan pelaksanaan penerapan aquatic
animal welfare,

dokumen rencana penerapan aquatic animal

welfare wajib disusun oleh pelaku usaha paling

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak SIPJI
diterbitkan; dan

laporan pelaksanaan penerapan Animal Welfare

disusun dan disampaikan kepada Direktur

Jenderal secara berkala, sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

11.

Penilaian
Kesesuaian dan
Pengawasan

Penilaian Kesesuaian:

1. Penilaan kesesuaian terhadap usaha
pemanfaatan Jenis Ikan hasil
pengembangbiakan dilakukan dengan cara
melakukan verifikasi.

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
a meliputi:

a. verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dengan jenis SIPJI yang
dimiliki oleh pelaku usaha; dan

b. verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban
yang harus dilakukan oleh pelaku usaha
setelah diterbitkannya SIPJI.

3. Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dengan jenis SIPJI sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 1 berupa:

a. kesesuaian bentuk kegiatan usaha dengan
jenis SIPJI yang dimiliki; dan
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B.

b. kesesuaian jenis ikan yang dimanfaatkan
dengan jenis ikan yang tercantum dalam
dokumen SIPJI,

4. Verifikasi terhadap kesesuaian kegiatan
pemanfaatan dilakukan oleh UPT Direktorat
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

5. Kegiatan usaha pemanfaatan jenis lkan hasil
pengembangbiakan dengan risiko tinggi
dilakukan dengan cara melakukan verifikasi
terhadap:

a. audit pengembangbiakan yang dilakukan
secara berkala;

b. penandaan pada jenis ikan yang akan
dilakukan pngangkutan dalam keadaan
hidup

6. Pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan
hasil pengembangbiakan jenis ikan yang
dilindungi dan/atau yang tercantum dalam
Appendiks CITES dilakukan dengan

memeriksa:

a. pemeriksaan silang terhadap laporan
realisasi kuota
penangkapan/pengambilan yang

dilakukan pelaku usaha;

b. pemeriksaan silang terhadap laporan
realisasi ekspor yang dilakukan oleh
pelaku usaha;

c. pemeriksaan silang terhadap jumlah stok
yang ada di fasilitas penampungan;

d. pemeriksaan terhadap keabsahan
dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan
Dalam Negeri (SAJI-DN);

e. pemeriksaan terhadap keabsahan
dokumen angkut Surat Angkut Jenis Ikan
Luar Negeri (SAJI-LN); dan

f. pembinaan dan pemberlakuan sanksi
administratif dalam hal ditemukan adanya

pelanggaran.
Pengawasan
1. Norma Pengawasan
a. Cakupan pengawasan kegiatan

pengembangbiakan Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
Appendiks CITES yang diatur dalam
peraturan Menteri ini adalah terkait
kesesuaian standar perizinan berusaha.

Pengawasan terhadap kegiatan
pengembangbiakan Jenis Ikan yang
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Dilindungi dan/atau Termasuk dalam
Appendiks CITES dilaksanakan di:

1) Sentra kegiatan perikanan;

2) Lokasi penampungan;

3) Area pembenihan ikan;

4) Area pengembangbiakan ikan; dan

5) Kawasan konservasi perairan

b- Cara Pengawasan kegiatan Pengembang-
biakan Jenis Ikan yang Dilindungi
dan/atau termasuk dalam Appendiks
CITES dilakukan secara rutin dan
insidental.

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

1) laporan pelaku usaha; dan
2) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.

Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku  usaha. Pengawasan

insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau melalui virtual.

c. Intensitas pengawasan

Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk

setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian

atas pengawasan rutin yang telah

dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha

dinilai patuh, inspeksi lapangan untuk

tingkat resiko tinggi, dilakukan 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap

lokasi usaha.

Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara:

1) memasuki dan memeriksa kegiatan
usaha Pengembangbiakan Jenis Ikan
yang Dilindungi dan/atau Termasuk
dalam Appendiks CITES;

2) memeriksa kelengkapan, keabsahan
dan kesesuaian dokumen:

a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha;

c¢) Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan
(SIPJI);

d) Surat Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN); dan
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

e) Surat Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN),
memeriksa kondisi jenis ikan;

memeriksa standar fasilitas
pengembangbiakan / pemeliharaan
ikan;

memeriksa kompetensi dan jumlah
SDM yang dimiliki pelaku usaha;
memeriksa pemenuhan dan
kepatuhan terhadap standar dan
komitmen lainnya yang menjadi
persyaratan terbitnya Surat Izin
Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).
memeriksa pelaksanaan pemenuhan
komitmen perizinan;

melakukan pemeriksaan silang atas
laporan stok yang disampaikan pelaku
usaha;

mendokumentasikan hasil
pemeriksaan; dan

10) mengambil sampel ikan dan/atau

bahan yang  diperlukan  untuk
keperluan pengujian laboratorium,
apabila terdapat dugaan pelanggaran
yang perlu dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan laboratorium.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner):

a. perencanaan pengawasan dituangkan

dalam dokumen rencana kerja

pengawasan yang disusun setiap satu

tahun;
b. perangkat kerja pengawasan:

1) dilengkapi dengan surat tugas yang
dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas
dan atribut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3) perangkat kerja pengawasan:

a) Buku Identifikasi jenis ikan yang

dilindungi dan/atau yang
tercantum dalam Appendiks
CITES;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan dan

Pengambilan  Keterangan  bagi
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Pelaku Usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan  kegiatan
usaha dan kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan,;

dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban pengawas perikanan
a. Hak:

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;

3) dalam hal diperlukan Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi untuk

melakukan dukungan terhadap
kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang
dilaksanakan.

b. Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku

usaha;
2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu

keberlangsungan usaha; dan
3) menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan
a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan

Pengembangbiakan Jenis Ikan yang

Dilindungi dan/atau termasuk dalam

Appendiks CITES dilakukan oleh

Pengawas Perikanan

b. Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi
pusat dan instansi daerah yang
bekerja di bidang perikanan dengan
pangkat paling rendah Pengatur
Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
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dibuktikan dengan sertifikat; dan
3) sehat jasmani dan rohani.

5. Mekanisme, format dan substansi laporan:

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem
OSS atau secara manual oleh pelaksana
inspeksi lapangan dan pelaku usaha;
dalam hal pengisian penandatangan berita
acara dilaksanakan secara elektronik
pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi
lapangan; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan  dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan  hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui

a.
b.

SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;
surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di  Provinsi/
Kabupaten /Kota.
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Standar Usaha Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut

No.

KBLI 08104

Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut

Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar ini untuk kegiatan
pemanfaatan pasir laut mulai pengambilan sampai
dengan perdagangan

Istilah dan
Definisi

a.

Pasir Laut adalah bahan galian pasir yang terletak
pada wilayah perairan Indonesia yang tidak
mengandung unsur mineral golongan A dan/atau
golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau
dari segi ekonomi pertambangan.

Pengambilan Pasir Laut adalah kegiatan
mengangkat atau mengambil pasir laut dari
bawah laut untuk dimanfaatkan  sesuai
peruntukannya.

Perdagangan Pasir Laut adalah tatanan kegiatan
yang terkait dengan transaksi pasir laut di dalam
negeri dan/atau melampaui batas wilayah negara
dengan tujuan pengalihan hak atas pasir laut
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan
Umum Usaha

Proposal yang memuat:
a.

lokasi pemanfaatan pasir laut yang

menunjukkan posisi administratif, titik

koordinat dan peta citra satelit;

jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut yang

menggambarkan estimasi volume pengambilan

pasir dan volume penjualan berdasarkan tujuan
pembeli;

kondisi lokasi pada rencana pengambilan pasir

laut yang memuat paling sedikit:

1) parameter fisika perairan, meliputi kecerahan
perairan, kecepatan dan arah arus musim
barat dan musim timur, ketinggian
gelombang efektif perairan musim barat dan
musim timur, dan batimetri perairan;

2) parameter biologi perairan meliputi jenis
habitat dasar perairan;

3) parameter kimia meliputi konsentrasi logam
berat pada kolom perairan dan sedimen
untuk unsur Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng
(Zn), Cadmium (Cd), dan Chromium (Cr); dan

4) parameter sosial, ekonomi dan
kependudukan meliputi jumlah penduduk
sekitar, jenis mata pencaharian penduduk
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sekitar, dan persepsi masyarakat terhadap
rencana pemanfaatan pasir laut,
d. pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi
pemanfaatan pasir laut yang memberi informasi
arah dan volume polutan selama masa
pengambilan pasir laut;
metode pengambilan atau penggalian pasir laut;
f. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi
dan sosial; dan
g. lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut.

®

Bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak
(PNBP).

Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha:

a. proposal disampaikan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja; dan

b. bukti pembayaran PNBP disampaikan paling
lama7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelaku
usaha menerima surat perintah pembayaran
(SPP) PNBP.

Persyaratan
Khusus Usaha

a. melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi
yang telah ditentukan;

b. mengaktifkan sistem transmitter pemantauan
kapal sejak berangkat dari pelabuhan, selama
beroperasi untuk pengambilan pasir laut dan
kembali ke pelabuhan;

C. tidak melakukan pengambilan pasir laut pada:

1) pulau-pulau kecil,

2) pulau kecil dengan luas kurang dari 100
(seratus) hectare;

3) kawasan konservasi perairan;

4) kawasan terumbu karang;

5) kawasan mangrove; dan

6) pulau kecil yang menyebabkan pengurangan
luasan lebih dari 10% (sepuluh persen); dan

d. menjamin dan memperhatikan:

1) kehidupan dan penghidupan masyarakat di
sekitar lokasi penggalian pasir; dan

2) keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sarana alat pengukur kualitas fisika dan kualitas kimia
perairan

Struktur penanggung jawab kegiatan;

Organisasi SDM tenaga ahli teknik kelautan;

dan SDM tenaga ahli imu kelautan;

tenaga ahli perikanan;
tenaga ahli teknik pertambangan; dan

oo
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f. tenaga ahli sosial ekonomi.
8. | Pelayanan memberikan informasi asal sumber pasir dalam
bentuk surat keterangan kepada konsumen; dan
9. | Persyaratan Material pasir tidak mengandung unsur mineral
Produk/Jasa golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
10. | Sistem Melakukan pencatatan dan pendokumentasian
Manajemen secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan
Usaha kegiatan usaha:
a. realisasi volume pengambilan pasir laut 30%
(tiga puluh persen) dari rencana awal yang
tertuang dalam proposal atau paling lambat 6
(enam) bulan sejak penerbitan Perizinan
Berusaha;
b. realisasi volume pengambilan pasir laut 70%
(tujuh puluh) dari rencana awal yang tertuang
dalam proposal atau paling lambat 18 (delapan
belas) bulan sejak penerbitan Perizinan
Berusaha; dan
c. realisasi volume pengambilan pasir laut 100%
(seratus persen) dari rencana awal yang tertuang
dalam proposal atau paling lambat 35 (tiga
puluh lima) bulan sejak penerbitan Perizinan
Berusaha.
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi
Pengawasan oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, terhadap:

1. proposal pada saat pengajuan perizinan
berusaha;

2. pemenuhan persyaratan;

3. realisasi kegiatan usaha pada tahap:

a. realisasi volume pengambilan pasir laut
30% (tiga puluh persen) dari rencana
awal;

b. realisasi volume pengambilan pasir laut
70% (tujuh puluh) dari rencana awal; dan

c. realisasi volume pengambilan pasir laut
100% (seratus persen) dari rencana awal.

B. Pengawasan

1. Norma Pengawasan
a. Cakupan
Pengawasan kegiatan usaha Penggalian
Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut yang
diatur dalam peraturan Menteri ini
adalah  terkait kesesuaian standar
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perizinan berusaha.

Pengawasan terhadap kegiatan usaha

Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut

dilaksanakan di lokasi pengambilan pasir

laut dan kawasan sekitarnya, serta lokasi
peruntukan pasir laut.
b. Cara

Pengawasan kegiatan usaha Penggalian

Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan

secara rutin dan insidental.

1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a) laporan pelaku usaha, dilakukan

atas laporan yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha yang memuat
kepatuhan Pelaku Usaha terhadap
standar pelaksanaan usaha dan
perkembangan kegiatan usaha;
dan

b) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui
virtual.

2) Inspeksi lapangan dilakukan dengan
cara:

a) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan Penggalian Pasir:
Pemanfaatan Pasir Laut;

b) memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan dan kelengkapan
dokumen:

(1) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(2) izin persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan kegiatan
usaha; dan

(3) perkembangan usaha.

c) memeriksa proses kegiatan
Penggalian Pasir: Pemanfaatan
Pasir Laut; dan

d) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.

3) Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan melalui
inspeksi lapangan atau melalui
virtual.

c. Intensitas pengawasan
1) laporan  perkembangan kegiatan
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usaha;

2) inspeksi lapangan dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap lokasi usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas pengawasan rutin yang
telah dilakukan sebelumnya Pelaku
Usaha  dinilai  patuh, inspeksi
lapangan dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner)

a. perencanaan pengawasan dituangkan

dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun setiap satu
tahun.

b. perangkat kerja pengawasan:

1) dilengkapi dengan surat tugas yang
dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas
dan atribut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti:

a) Peta lokasi kegiatan Penggalian
Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku
Usaha terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan

kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan Kewajiban Polsus PWP3K
a. Hak:

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
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b.

terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K
dapat meminta bantuan pihak ketiga

yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi untuk
melakukan dukungan terhadap
kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang
dilaksanakan.

Kewajiban:

1) menjaga kerahasiaan informasi

pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan

a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha

b.

Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut
dilakukan oleh Polsus PWP3K.

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Polsus PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi
pusat dan instansi daerah yang
bekerja di bidang perikanan dengan
pangkat paling rendah Pengatur
Muda/golongan ruang II/b;

2) telah mengikuti pelatihan kepolisian
khusus yang dibuktikan dengan
sertifikat kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

5. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan
Pelaku Usaha;

Berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita

acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
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Polsus PWP3K dan pelaku usaha;

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil
inspeksi lapangan dilaporkan dengan
mengisi  formulir  elektronik  yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan oleh Polsus PWP3K; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh Polsus
PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui

a.

b.

melalui SMS Gateway nomor 0858-
8888-4171;

surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau

surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas
yang membidangi perikanan di Provinsi/
Kabupaten/Kota.
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4. Standar Usaha Ekstraksi Garam

No.

KBLI 08930
Ekstraksi Garam

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam
yaitu:

a.

produksi garam dengan penguapan air laut
atau air garam lainnya di
tambak/empang/media lainnya; dan/atau
penghancuran, pemisahan dan penyulingan
garam.

Istilah dan Definisi

Garam adalah senyawa kimia yang komponen
utamanya berupa natrium klorida dan dapat
mengandung unsur lain seperti magnesium,
kalsium, besi, dan kalium dengan bahan
tambahan atau tanpa bahan tambahan
iodium.

Integrasi Lahan Garam adalah penyatuan
tempat dan proses produksi garam dalam
kesatuan hamparan yang utuh dengan batas
minimal seluas 15 (lima belas) Hektare.

Penggolongan Usaha

skala usaha besar, dengan luas lahan tambak
garam lebih dari 500 (lima ratus) hektare
skala usaha menengah, dengan luas lahan
tambak garam lebih dari 100 (seratus) hektare
hingga 500 (lima ratus) hektare;

skala usaha kecil, dengan luas lahan tambak
garam lebih dari 15 (lima belas) hektare
hingga 100 (seratus) hektare; atau

skala usaha mikro, dengan lahan tambak
garam paling luas 15 (lima belas) hektare.

Persyaratan Umum
Usaha

oo

bukti kesesuaian ruang di laut;

bukti kesesuaian ruang di darat;

rekomendasi dari pemerintah daerah setempat
untuk skala usaha menangah dan besar; dan
surat pernyataan  kesanggupan = untuk
melibatkan masyarakat di sekitar lokasi
usaha di dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya untuk skala usaha mengengah dan
besar sebanyak minimal 30% (tiga puluh
persen).

Durasi pemenuhan persyaratan umum
disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja.
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Persyaratan Khusus
Usaha

Persyaratan Khusus
bagi Usaha Besar,
Menengah dan Kecil

dokumen kelayakan teknis kegiatan
mencakup:
1) data dan Informasi Kegiatan ekstraksi
garam:
2) letak geografis dan administrasi;
3) kondisi topografi tambak Garam;
4)  kondisi hidroklimatologi;
S5) kondisi prasarana dan sarana (jumlah
dan/atau luasan);
6) kondisi sosial ekonomi;
7) kondisi eksisting lahan tambak Garam;
8) status lahan memuat peta situasi lahan
tambak Garam; dan
9) produksi dan produktivitas garam (dasar
perhitungan  produksi Garam dan
estimasi produksi),
10) kelayakan Teknis Kegiatan ekstraksi
garam:
) aspek analisis kelayakan usaha;
) aspek pasar dan pemasaran,;
) aspek lingkungan hidup;
14) aspek teknis dan teknologi;
) aspek sosial dan ekonomi;
) aspek pengelolaan; dan
) aspek rencana biaya operasional dan
pemeliharaan.
dokumen rencana kegiatan yang memuat
rencana rinci (detail engineering design)
berupa desain dan tata letak tambak garam,
yaitu:
1) perencanaan tapak dan petakan garam;
2) modul gudang garam;
3) skematik rencana induk (masterplan)
lahan tambak garam;
4) peta batas rencana lahan tambak;
S5) peta batas meja tambak garam;
6) peta batas bozem;
7) peta batas kolam evaporasi/peminihan;
8) gambar penampang melintang bozem;
9) gambar penampang melintang tambak
garam;
10) gambar penampang melintang saluran
air;
11) gambar penampang melintang meja
evaporasi;
12) gambar penampang melintang meja
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kristalisasi; dan

13) gambar penampang melintang meja
penirisan garam, saluran pengairan,
jalan produksi, dan tempat penyimpanan
garam;

c. metode pengambilan air laut mencakup
komponen utama sistem pengambilan dan
pembuangan air laut, serta sistem/tipe
pengambilan air laut;

d. pembuktian kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang yang berupa overlay desain dan tata
letak tambak garam dengan dokumen
Lingkungan sesuai kategorinya:

1) dokumen AMDAL kategori A (besar);

2) dokumen AMDAL kategori B (menengah);
atau

3) dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) (Kecil),

e. melampirkan:

1) daftar tenaga ahli di bidang pergaraman
yang kompeten sesuai SKKNI yang
berlaku dibidang pergaraman untuk
skala usaha menengah dan besar; dan

2) sertifikat kompetensi pelatihan produksi
garam sesuai SKKNI yang berlaku
dibidang pergaraman dari lembaga yang
kompeten untuk skala usaha kecil,

f.  menerapkan standar laik fungsi/operasi yang
berlaku pada untuk mesin dan bangunan/
gedung bila apabila dalam kegiatan usaha
membangun mesin pemurnian atau
pencucian (dibuktikan dengan surat
keterangan dan/atau sertifikat dari instansi
yang berwenang).

Durasi pemenuhan persyaratan khusus pada
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e
disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Persyaratan Khusus
bagi Usaha Mikro

a. penyampaian bukti pemenuhan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan

b. wajib mengikuti bimbingan teknis dan
pelatihan terkait pergaraman sesuai SKKNI
berupa pelatihan perancangan lahan garam dan
produksi garam.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus
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disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

6. | Sarana a. pompa air dan/atau kincir angin;

b. geoisolator/geomembran;

c. ekstraktor garam sesuai kebutuhan;

d. rumah garam sesuai kebutuhan;

e. peralatan ekstraktor garam lainnya;

f.  alat pendeteksi kandungan garam;

g. alat angkut sederhana/modern  sesuai
kebutuhan;

h. alat perata tanah sederhana/modern sesuai
kebutuhan;

i. alat pelubang tanah sederhana/modern
sesuai kebutuhan;

j. alat ukur suhu atau termometer;

k. alat ukur kekentalan air laut;

.  mesin pemurnian atau pencucian Garam
sesuai kebutuhan atau  teknologi yg
dipandang layak; dan

m. alat pengemas.

7. | Struktur Organisasi | Manajer, teknisi dan/atau operator wajib
SDM dan SDM mempunyai pengetahuan teknis dan manajerial
dibidang pergaraman sesuai SKKNI terkait.
8. | Pelayanan -
9. | Persyaratan mengacu pada SNI bidang pergaraman yang
Produk/Proses/Jasa | berlaku dan/atau yang dipersyaratkan tertentu
10. | Sistem Manajemen | Melakukan pemantauan terhadap proses teknis

Usaha

produksi yang meliputi:

pengecekan kekentalan air laut;

pengecekan ketebalan air;

pengecekan hari produksi;

pengecekan standar mutu garam;

pengecekan limbah mesin pemurnian atau
pencucian Garam (bila diterapkan).

oo T

Melakukan pencatatan dan pendokumentasian
setiap bulan terkait perkembangan pelaksanaan
kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:

a. jumlah dan kualitas produksi;

b. jumlah dan kualitas stok; dan

c. penjualan/penyerapan oleh industri.

Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada
Direktur Jenderal setiap bulan dengan mengisi
paling sedikit:

a. jumlah dan kualitas produksi;

b. jumlah dan kualitas stok; dan

c. penjualan/penyerapan oleh industri.




- 67 -

11.

Penilaian
Kesesuaian dan
Pengawasan

A. Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan melalui
verifikasi oleh verifikator dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan, terhadap:

1.

a.
b.
C.

d.

keabsahan dokumen;

kesesuaian lokasi perairan;

kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
dan/atau

kesesuaian teknik produksi.

Penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai
penggolongan skala usaha dan tingkat
resiko yang berbeda, sebagai berikut:

a.

penilaian kesesuaian skala usaha
mikro dengan risiko rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-
declare) dari pelaku wusaha untuk
memenuhi standar kegiatan wusaha
berupa penerapan standar pada proses
teknis, pencatatan dan
pendokumentasian setiap bulan terkait
perkembangan pelaksanaan kegiatan,
serta pelaporan kepada  Direktur
Jenderal setiap bulan sesuai yang
tercantum dalam penjelasan Sistem
Manajemen Usaha.

penilaian kesesuaian skala usaha kecil
dengan  risiko menengah  tinggi
dilakukan oleh verifikator dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan
melalui verifikasi terhadap penerapan
standar pada proses teknis, pencatatan
dan pendokumentasian setiap bulan
terkait perkembangan pelaksanaan
kegiatan, serta pelaporan kepada
Direktur Jenderal setiap bulan sesuai
yang tercantum dalam penjelasan
Sistem Manajemen Usaha

penilaian kesesuaian skala usaha
menengah dan besar dengan risiko
tinggi dilakukan oleh verifikator dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan
melalui verifikasi terhadap penerapan
standar pada proses teknis, pencatatan
dan pendokumentasian setiap bulan
terkait perkembangan pelaksanaan
kegiatan, serta pelaporan kepada
Direktur Jenderal setiap bulan sesuai
yang tercantum dalam penjelasan
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B.

Sistem Manajemen Usaha.

Pengawasan
norma pengawasan:

1.

a.

cakupan pengawasan kegiatan usaha
ekstraksi garam yang diatur dalam
peraturan Menteri ini adalah terkait
kesesuaian standar perizinan
berusaha; pengawasan  terhadap
kegiatan usaha ekstraksi garam
dilaksanakan di lokasi ekstraksi
garam,;
cara pengawasan kegiatan usaha
Ekstraksi Garam dilakukan secara
rutin dan insidental;
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
1) laporan pelaku usaha, dilakukan
atas laporan yang disampaikan
oleh Pelaku Usaha yang memuat

kepatuhan Pelaku Usaha
terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan

kegiatan usaha;

2) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui
virtual, dilakukan dengan cara:

a) memasuki dan memeriksa
lokasi kegiatan ekstraksi
garam,;

b) memeriksa kesesuaian
dokumen perizinan dan
kelengkapan dokumen
pendukung kegiatan

ekstraksi garam, untuk:
(1) kegiatan wusaha risiko

rendah, pengawasan
rutin terhadap
dokumen:

(a) Nomor Induk

Berusaha (NIB); dan
(b) perkembangan

usaha,

(2) kegiatan usaha risiko
menengah tinggi,
pengawasan rutin
terhadap dokumen:

(@) Nomor Induk

Berusaha (NIB);
(b) sertifikat standar;
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dan
(c) perkembangan
usaha,
(3) kegiatan usaha risiko
tinggi, pengawasan rutin
terhadap dokumen:

(a) Nomor Induk
Berusaha (NIB);

(b) Izin persetujuan
Pemerintah Pusat
atau Pemerintah
Daerah untuk
pelaksanaan

kegiatan usaha; dan
(c) perkembangan

usaha.
(4) memeriksa proses
kegiatan ekstraksi
garam;

(5) mendokumentasikan
kegiatan pengawasan.

Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan melalui
inspeksi lapangan atau melalui
virtual.

Intensitas Pengawasan

Laporan  perkembangan  kegiatan

usaha

1) realisasi Penanaman Modal dan
tenaga kerja pada tahapan
pembangunan dan = komersial
setiap 3 (tiga) bulan; dan

2) realisasi produksi, tanggung jawab
sosial dan lingkungan,
pelaksanaan kemitraan usaha
pada tahapan komersial, dan
penyelenggaraan pelatihan dan
melakukan alih teknologi kepada
tenaga kerja Indonesia sebagai
pendamping, pada tahapan
komersial setiap 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Inspeksi lapangan dilakukan

sebanyak:

1) untuk kegiatan usaha risiko
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rendah, 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha;

2) untuk kegiatan usaha risiko
menengah tinggi dan tinggi, 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun
untuk setiap lokasi usaha.

3) untuk kegiatan usaha risiko
tinggi, 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil

penilaian atas pengawasan rutin yang

telah dilakukan sebelumnya Pelaku

Usaha  dinilai = patuh, inspeksi

lapangan untuk:

1) tingkat resiko rendah @ tidak
dilakukan;

2) tingkat resiko menengah tinggi
dan tinggi, dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

(time schedule, perangkat kerja

pelaksanaan pengawasan/kuesioner)

a. perencanaan pengawasan dituangkan
dalam  dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun setiap satu
tahun;

b. perangkat kerja pengawasan:

1) dilengkapi dengan surat tugas
yang dikeluarkan oleh atasan
langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas
dan  atribut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument
pengawasan, seperti:

a) Peta lokasi kegiatan ekstraksi
garam;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku
Usaha  terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban;

e) Form Berita Acara
Pengawasan; dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang
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diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a. Hak

1) memperoleh jaminan keamanan
dan keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan = pelaksanaan
tugas; dan

3) dalam hal diperlukan Polsus
PWP3K dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten
dan/atau bersertifikat atau
terakreditasi untuk melakukan
dukungan terhadap kebutuhan

tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang
dilaksanakan.

b. Kewajiban
1) menjaga kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan
pengawasan agar tidak
mengganggu keberlangsungan

usaha; dan
3) menjaga profesionalisme dan
kode etik pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan
a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan
usaha Ekstraksi Garam dilakukan
oleh Polsus PWP3K.
b. Persyaratan untuk diangkat sebagai
Polsus PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal
dari pegawai negeri sipil pada
instansi pusat dan instansi
daerah yang bekerja di bidang
perikanan dengan pangkat paling
rendah Pengatur Muda/golongan
ruang II/b; dan

2) telah mengikuti pelatihan
kepolisian khusus yang
dibuktikan dengan  sertifikat
kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.
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Mekanisme, format dan  substansi
laporan:

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh Polsus PWP3K
dan Pelaku Usaha;

. berita acara dilengkapi dengan

kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara elektronik
pada sistem OSS atau secara manual
oleh Polsus PWP3K dan pelaku usaha;
dalam hal pengisian dan
penandatangan berita acara
dilaksanakan secara elektronik pada
sistem OSS hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan
hasil inspeksi lapangan oleh Polsus
PWP3K; dan

dalam hal pengisian dan
penandatangan berita acara
dilakukan secara manual, hasil
inspeksi lapangan dilaporkan dengan
mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh Polsus
PWP3K paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita
acara.

Saluran Pengaduan Masyarakat melalui

a.

b.

SMS Gateway nomor 0858-8888-
4171;

surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau  melaporkan  secara
langsung kepada Direktorat Jenderal
PSDKP, Unit Pelaksana  Teknis
PSDKP, atau Dinas yang membidangi
perikanan di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
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5. Standar Usaha Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air

Minum

No.

KBLI 36001

Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

Ruang
Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara
langsung dari laut termasuk dari laut dalam untuk
menghasilkan produk/tujuan tertentu dengan kriteria:

a.

skala lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik dan/atau
berada pada Kawasan Strategi Nasional, Kawasan
Strategi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi; serta
ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang
memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30
(tiga puluh) hari.

Istilah dan
Definisi

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat
KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
telah ditetapkan sebagai warisan dunia

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya
disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan
kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,
dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya
diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai
ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang
dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan.

Kepentingan Komersial Skala Luas adalah kegiatan
usaha yang ditujukan untuk pemanfaatan produk atau
untuk mendapatkan nilai/keuntungan ekonomi dari
produk yang dihasilkan dari air laut secara terus
menerus.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan
Umum
Usaha

bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang
berwenang;

bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang
berwenang;

bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang
berupa overlay desain dan tata letak tambak garam
dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL
Kategori C);

rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai
dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini;
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dan
e. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Persyaratan
Khusus
Usaha

a. dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:

1) data dan informasi kegiatan produksi
a) letak geografis dan administrasi,
b) kondisi hidrooseanografi;
c) kondisi ekosistem perairan;
d) kondisi sosial ekonomi; dan
e) pemanfaatan eksisting perairan.

2) kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE:
a) aspek analisis kelayakan usaha;

(1) perhitungan kelayakan usaha;

2) biaya investasi lahan;

3) biaya pembangunan,;

4) perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan

5) proyeksi perkiraan besaran tarif,

b) aspek pasar dan pemasaran:

(1) tujuan pasar;

(2) tren perkembangan permintaan produk
pada masa yang lampau; dan

(3) proyeksi permintaan produk di masa yang
akan datang,

c) aspek lingkungan hidup berupa simulasi
modeling pengambilan dan pembuangan air
laut yang sesuai karakteristik lokasi;

d) aspek teknis dan teknologi:

(1) kapasitas produksi yang direncanakan,;

(2) metode pengambilan/pemanfaatan air laut
selain energi;

(3) metode pengoperasian meliputi waktu
operasional dan intensitas pemanfaatan;

(4) metode perawatan dan perbaikan instalasi,
prasarana dan sarana;

(5) jumlah dan sumber bahan baku dan
pendukung;

(6) jenis teknologi yang digunakan; dan

(7) biaya produksi,

e) aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan
masyarakat setempat dalam kegiatan
pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat
pernyataan kesanggupan untuk melibatkan
masyarakat di sekitar kawasan di dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak
paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

(
(
(
(
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f) aspek pengelolaan;
(1) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang
digunakan; dan
(2) sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
g) aspek usulan biaya operasional dan
pemeliharaan.
(1) perkiraan biaya operasional;
(2) biaya operasional dan perawatan;
(3) biaya depresiasi dan amortisasi; dan
(4) biaya umum dan administrasi.
b. dokumen rencana memuat:
1) jenis pemanfaatan air laut selain energi;
2) desain tata letak:
a) skema proses pengambilan air laut;
b) skema proses pembuangan air laut; dan
c) skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
3) kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut;
a) debit volume penggunaan air laut; dan
b) debit volume pelepasan air sisa,
4) rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;
5) rencana pembongkaran; dan
6) perencanaan prasarana dan sarana,

c. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku
pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan
surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang
berwenang); dan

d. melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan
air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Sarana a. pipa pengambilan air laut;
b. mesin pompa untuk pengambilan air laut;
c. pipa penyaluran hasil olahan air laut;
d. pipa pembuangan hasil produksi;
e. unit pengolahan /mesin desalinator/ekstraktor;
f. mesin desalinator;
g. kontrol panel; dan
h. sarana lainnya dalam menjalankan usaha sesuai
dengan standar usaha yang berlaku.
Struktur Struktur organisasi minimal terdiri dari:
Organisasi a. manajer unit; dan
SDM dan b. operator/teknisi paling sedikit 1 (satu) orang per bagian
SDM sistem.
Manajemen dan  operator/teknisi wajib mempunyai
pengetahuan teknis dan manajerial dibidang pengelolaan air
sesuai SKKNI yang berlaku.
Pelayanan Pelaku usaha wajib memberikan pelayan, antara lain:

a. informasi alamat pelaku usaha, alamat email, nomor
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fax dan/atau nomor telepon yang dipergunakan untuk
komunikasi pelayanan;

b. informasi tentang standar dan mekanisme pengolahan
produk; dan

c. informasi lainnya terkait dengan layanan yang
disediakan oleh pelaku usaha.

Menyediakan fasilitasi ganti rugi/kompensasi bila produk

yang dihasilkan tidak sesuai standar yang berlaku dan/atau

yang dipersyaratkan tertentu

9. | Persyaratan | mengacu pada SNI produk yang dihasilkan dan/atau yang
Produk/Jasa | dipersyaratkan tertentu
10. | Sistem a. melakukan pengecekan kualitas produk secara berkala
Manajemen b. pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kepada
Usaha Direktur Jenderal setiap bulan dengan mengisi paling
sedikit:
1) jumlah dan kualitas produksi;
2) penjualan/penyerapan oleh industri; dan
3) data terkait lainnya.
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha
dan Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
Pengawasan dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:

1. keabsahan dokumen;

2. kesesuaian lokasi perairan;

3. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
4. kesesuaian produk.

B. Pengawasan
1. norma pengawasan

a. cakupan pengawasan kegiatan usaha
Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran
Air Minum yang diatur dalam peraturan
Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar
perizinan berusaha.
Pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha
Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran
Air Minum dilaksanakan di KSN, KSNT,
Kawasan Konservasi, serta lokasi peruntukan
kegiatan usaha Penampungan, Penjernihan
dan Penyaluran Air Minum.

b. cara pengawasan kegiatan usaha
Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran
Air Minum dilakukan secara rutin dan
insidental.
Pengawasan rutin dilakukan melalui:

1) laporan pelaku wusaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
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Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan usaha.

2) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual,
dilakukan dengan cara:

a) memasuki dan memeriksa lokasi

kegiatan usaha Penampungan,
Penjernihan dan  Penyaluran Air
Minum;

b) memeriksa kesesuaian dokumen

perizinan dan kelengkapan dokumen:

(1) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(2) izin persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha; dan

(3) perkembangan usaha.

c) memeriksa proses kegiatan usaha

Penampungan, Penjernihan dan
Penyaluran Air Minum;

d) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.
Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau  pelaku  usaha. Pengawasan

insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau melalui virtual.

c. Intensitas pengawasan

1) laporan perkembangan kegiatan usaha;
dan

2) inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time

schedule, perangkat kerja pelaksanaan

pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan dituangkan dalam
dokumen rencana Kkerja pengawasan yang
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disusun setiap satu tahun.
b. Perangkat Kerja Pengawasan

1)

dilengkapi dengan surat tugas yang
dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan

3)

atribut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

dilengkapi dengan instrumen pengawasan,

seperti:

a) Peta lokasi kegiatan Penampungan,
Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha
terkait pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan
dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban Polsus PWP3K

a. Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;
2) mendapatkan data dan informasi terkait
dengan pelaksanaan tugas;
3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat

meminta bantuan pihak ketiga yang
kompeten  dan/atau bersertifikat atau
terakreditasi untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan  pengawasan yang = sedang
dilaksanakan.

b. Kewajiban:

1)

2)

3)

menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan
usaha; dan

menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan
a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha
Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran
Air Minum dilakukan oleh Polsus PWP3K.
b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus
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PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi pusat
dan instansi daerah yang bekerja di bidang
perikanan dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/b;

2) telah mengikuti pelatihan kepolisian
khusus yang dibuktikan dengan sertifikat
kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

Mekanisme, format dan substansi laporan

a.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan ditandatangani
oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;

Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan
hasil inspeksi lapangan;

pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem OSS
atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan
pelaku usaha;

dalam hal pengisian dan penandatangan berita
acara dilaksanakan secara elektronik pada
sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan
oleh Polsus PWP3K; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K
paling lambat 3 (tiga) hari  setelah
penandatanganan berita acara.

Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.
b.
c.

SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau melaporkan secara langsung kepada
Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana
Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi
perikanan di Provinsi/Kabupaten /Kota.
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6. Standar Usaha Penampungan dan Penyaluran Air Baku

No.

KBLI 36002

Penampungan dan Penyaluran Air Baku

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan
penyaluran air baku yang berasal dari air laut
untuk keperluan bahan pendukung industri,
pembangkit listrik dan lain-lain, termasuk
kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dengan
kriteria:

a. Skala lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik
dan/atau berada pada Kawasan Strategi
Nasional, @Kawasan  Startegi Nasional
Tertentu, Kawasan Konservasi; serta

b. ditujukan wuntuk kepentingan komersial
skala luas yang memanfaatkan ruang laut
secara menetap minimal 30 (tiga puluh)
hari.

Istilah dan Definisi

a. Kawasan Strategis Nasional yang
selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat
penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan, dan
keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan, termasuk wilayah
yang telah ditetapkan sebagai warisan
dunia.

b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang
selanjutnya disebut KSNT adalah kawasan
yang terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian lingkungan hidup, dan/atau
situs warisan dunia, yang
pengembangannya diprioritaskan bagi
kepentingan nasional.

c. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang
mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu
kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan.

d. Kepentingan Komersial Skala Luas adalah
kegiatan wusaha yang ditujukan untuk
pemanfaatan produk atau untuk
mendapatkan nilai/keuntungan ekonomi
dari produk yang dihasilkan dari air laut
secara terus menerus.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan Umum

a. bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi
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Usaha yang berwenang;

b. bukti kesesuaian ruang di darat instansi
yang berwenang;

c. bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang yang berupa overlay desain dan tata
letak tambak garam dengan dokumen
persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);

d. rekomendasi dari pemerintah  daerah
setempat sesuai dengan kewenangannya
terkait pelaksanaan usaha ini;

e. Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Durasi pemenuhan persyaratan umum

disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja.
Persyaratan a. dokumen kelayakan teknis kegiatan

Khusus Usaha

mencakup:
1) data dan informasi kegiatan produksi:

a) letak geografis dan administrasi;

b) kondisi hidrooseanografi;

c) kondisi ekosistem perairan,;

d) kondisi sosial ekonomi; dan

e) pemanfaatan eksisting perairan.

2) kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan

ALSE:

a) aspek analisis kelayakan usaha;

(1) perhitungan kelayakan usaha;

(2) biaya investasi lahan;

(3) biaya pembangunan;

(4) perkiraan pendapatan tarif
(revenue); dan

(5) proyeksi perkiraan besaran tarif;

b) aspek pasar dan pemasaran;

(1) tujuan pasar;

(2) tren perkembangan permintaan
produk pada masa yang lampau;
dan

(3) proyeksi permintaan produk di
masa yang akan datang;

c) aspek lingkungan hidup berupa
simulasi modeling untuk pengambilan
dan pembuangan air laut yang sesuai
karakteristik lokasi;

d) aspek teknis dan teknologi;

(1) kapasitas produksi yang
direncanakan;

(2) metode pengambilan/pemanfaatan
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air laut selain energi;

(3) metode pengoperasian meliputi
waktu operasional dan intensitas
pemanfaatan;

(4) metode perawatan dan perbaikan
instalasi, prasarana dan sarana;

(5) jumlah dan sumber bahan baku
dan pendukung;

(6) jenis teknologi yang digunakan;
dan

(7) biaya produksi;

e) aspek sosial dan ekonomi melalui
pelibatan masyarakat setempat dalam
kegiatan pemanfaatan ALSE,
dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Kesanggupan untuk melibatkan
masyarakat di sekitar kawasan di
dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya sebanyak minimal 30% (tiga
puluh persen);

f) aspek pengelolaan;

(1) jumlah dan kualifikasi tenaga
kerja yang digunakan; dan

(2) sumber pengadaan tenaga kerja
tersebut;

g) aspek usulan biaya operasional dan
pemeliharaan.

(1) perkiraan biaya operasional,;

(2) biaya operasional dan
maintenance;

(3) biaya depresiasi; dan

(4) biaya umum dan administrasi.

dokumen rencana memuat:

1)
2)

3)

4)

S)

jenis pemanfaatan air laut selain energi;

desain tata letak:

a) skema proses pengambilan air laut;

b) skema proses pembuangan air laut;
dan

c) skema proses pengolahan/
penggunaan air laut,

kapasitas pengambilan/pemanfaatan air

laut;

a) debit volume penggunaan air laut;
dan

b) debit volume pelepasan air sisa,

rencana aktivitas setelah berakhirnya

izin;

rencana pembongkaran; dan
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0) perencanaan prasarana dan sarana.

c. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang
berlaku pada mesin dan bangunan/gedung
(dibuktikan  dengan  surat keterangan
dan/atau sertifikat dari instansi yang
berwenang).

& melampirkan daftar tenaga ahli di bidang

pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI
yang berlaku.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus
disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.

Sarana a. pipa pengambilan air laut;

b. mesin pompa untuk pengambilan air laut;

c. pipa penyaluran air laut;

d. unit pengolahan dengan bahan kimia (bila
diterapkan);

e. pipa pembuangan;

f.  panel control; dan

g. sarana lainnya dalam menjalankan usaha
sesuai dengan standar usaha yang berlaku.

Struktur Struktur organisasi minimal terdiri dari:

Organisasi SDM a. manajer unit; dan

dan SDM b. operator/teknisi paling sedikit 1 (satu)
orang per bagian sistem.

Manajemen dan operator/teknisi wajib

mempunyai pengetahuan teknis dan manajerial

dibidang pergaraman sesuai SKKNI terkait.
Pelayanan Pelaku usaha wajib memberikan pelayan, antara
lain:

a. informasi alamat pelaku usaha, alamat
email, nomor faksimili dan/atau nomor
telepon yang dipergunakan untuk
komunikasi pelayanan;

b. informasi tentang standar dan mekanisme
pengolahan produk;

c. informasi lainnya terkait dengan layanan
yang disediakan oleh pelaku usaha; dan

d. menyediakan fasilitasi ganti rugi/
kompensasi bagi yang terdampak bila air
pembuangan tidak sesuai sesuai baku mutu
sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Persyaratan Produk pada saat digunakan mengacu pada
Produk/Jasa standar yang dipersyaratkan, dan pada saat

dikembalikan kelaut melalui pipa pembuangan
harus sesuai baku mutu sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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10. | Sistem Manajemen | Pelaku wusaha wajib menyampaikan laporan
Usaha kepada Direktur Jenderal setiap bulan dengan
mengisi paling sedikit:
a. jumlah dan kualitas produksi;
b. penjualan/penyerapan oleh industri; dan
c. data terkait lainnya.
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan Penilaian kesesuaian untuk kegiatan usaha
Pengawasan Penampungan dan Penyaluran Air Baku

dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,

terhadap:

1. keabsahan dokumen;

2. kesesuaian lokasi perairan;

3. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;
dan/atau

4. kesesuaian produk.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan

a. Cakupan Pengawasan kegiatan
usaha Penampungan dan
Penyaluran Air Baku yang diatur
dalam peraturan Menteri ini adalah
terkait kesesuaian standar
perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan
usaha Penampungan dan
Penyaluran Air Baku dilaksanakan
di KSN, KSNT, Kawasan Konservasi,

serta lokasi peruntukan
Penampungan dan Penyaluran Air
Baku.

b. Cara Pengawasan kegiatan usaha
Penampungan dan Penyaluran Air
Baku dilakukan secara rutin dan

insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan
melalui:

a) laporan pelaku usaha,
dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat
kepatuhan Pelaku Usaha
terhadap standar
pelaksanaan usaha dan
perkembangan kegiatan
usaha.
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b) inspeksi lapangan, dalam
bentuk kunjungan fisik atau
melalui virtual.

c) Inspeksi lapangan dilakukan
dengan cara:

(1) memasuki dan
memeriksa lokasi
kegiatan usaha
Penampungan dan

Penyaluran Air Baku;

(2) memeriksa  kesesuaian
dokumen perizinan dan
kelengkapan dokumen:

(a) Nomor Induk
Berusaha (NIB);

(b) Izin persetujuan
Pemerintah Pusat
atau Pemerintah
Daerah untuk

pelaksanaan kegiatan
usaha; dan
(c) Perkembangan

usaha.
(3) memeriksa proses
kegiatan usaha
Penampungan dan

Penyaluran Air Baku;
(4) mendokumentasikan
kegiatan pengawasan.

2) Pengawasan insidental
dilakukan berdasarkan
pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha.

Pengawasan insidental dapat

dilakukan melalui inspeksi

lapangan atau melalui virtual.
c. Intensitas pengawasan

1) Laporan perkembangan
kegiatan usaha;

2) Inspeksi lapangan dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.

Dalam  hal berdasarkan  hasil

penilaian atas pengawasan rutin

yang telah dilakukan sebelumnya

Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi

lapangan dilakukan 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
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3.

lokasi usaha.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

(time  schedule, perangkat kerja

pelaksanaan pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan
dituangkan dalam dokumen
rencana kerja pengawasan yang
disusun setiap satu tahun.

b. Perangkat kerja pengawasan

1) dilengkapi dengan surat tugas
yang dikeluarkan oleh atasan
langsung;

2) wajib menggunakan pakaian
dinas dan atribut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument
pengawasan, seperti:

a) peta lokasi kegiatan
Penampungan dan
Penyaluran Air Baku;

b) GPS;

c) peralatan dokumentasi
kegiatan,;

d) daftar pertanyaan bagi Pelaku
Usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban;

e) Form Berita Acara
Pengawasan; dan/atau

f) perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a. Hak:

1) memperoleh jaminan keamanan
dan keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan
informasi terkait dengan
pelaksanaan tugas; dan

3) dalam hal diperlukan Polsus
PWP3K dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten
dan/atau  bersertifikat atau
terakreditasi untuk melakukan
dukungan terhadap kebutuhan
tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang
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4.

5.

dilaksanakan.
b. Kewajiban:

1) menjaga kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan
pengawasan agar tidak
mengganggu keberlangsungan
usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan
kode etik pengawasan.

Pelaksana Pengawasan
a. pelaksanaan pengawasan kegiatan
usaha Penampungan dan

Penyaluran Air Baku dilakukan

oleh Polsus PWP3K.

b. persyaratan untuk diangkat sebagai

Polsus PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang
berasal dari pegawai negeri sipil
pada instansi pusat dan
instansi daerah yang bekerja di
bidang perikanan dengan
pangkat paling rendah Pengatur
Muda/golongan ruang II/b;

2) telah mengikuti pelatihan
kepolisian khusus yang
dibuktikan dengan sertifikat
kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

Mekanisme, Format dan Substansi

Laporan

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan
dan ditandatangani oleh Polsus
PWP3K dan Pelaku Usaha;

b. berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi
lapangan;

c. pengisian dan = penandatangan
berita acara dilakukan secara
elektronik pada sistem OSS atau
secara manual oleh Polsus PWP3K
dan pelaku usaha;

d. dalam hal pengisian dan
penandatangan berita acara
dilaksanakan secara elektronik
pada sistem OSS hasil inspeksi
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6.

lapangan dilaporkan dengan
mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
dalam hal pengisian dan
penandatangan berita acara
dilakukan secara manual, hasil
inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik
yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan pada sistem OSS
yang diunggah ke sistem OSS oleh
Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga)
hari setelah  penandatanganan
berita acara.

Saluran Pengaduan Masyarakat
melalui:
a. SMS Gateway nomor 0858-8888-

b.

4171;

surel (email):
pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau melaporkan secara
langsung kepada Direktorat
Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana
Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
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7. Standar Usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi

No.

KBLI 43120
Penyiapan Lahan

Ruang
Lingkup

Ruang lingkup Standar Usaha mencakup pelaksanaan
reklamasi di pesisir dan laut yang mengubah bentang
perairan menjadi daratan selain reklamasi yang
dilakukan di DLKr/DLKp.

Istilah dan
Definisi

a.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat
sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan
dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase.

Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau
pengambilan tanah dan batuan dasar baik di
daratan maupun di bawah air.

Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah
dan/atau batuan yang bertujuan mengubah
bentang perairan menjadi bentang daratan.
Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mengubah perairan dan/atau daratan
menjadi lahan kering dengan cara pemompaan
dan/atau dengan drainase.

Drainase adalah metode pengaliran air permukaan
atau air tanah agar perairan berubah menjadi
lahan.

Material reklamasi adalah  material yang
digunakan untuk menghasilkan lahan reklamasi.

Penggolongan
Usaha

oo

Reklamasi;
Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin

Persyaratan
Umum Usaha

Reklamasi

1) Persetujuan Lingkungan yang disertai
dokumen lingkungan untuk:

a) kegiatan reklamasi; dan
b) kegiatan pengambilan sumber material
reklamasi,

2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
atau sejenis sesuai ketentuan perundang-
undangan dari penyedia material reklamasi
atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan
penyedia material yang dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan
sumber material

3) dokumen rencana induk reklamasi yang
memuat:

a) peta rencana lokasi reklamasi (termasuk
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4)

rencana di masa yang akan datang jika
ada) yang dipadukan dengan batas
sempadan  pantai sesuai ketentuan
perundang undangan;

rencana pemanfaatan lahan hasil
reklamasi;

struktur organisasi pemohon;

struktur organisasi pelaksana reklamasi;
dan

rencana waktu pelaksanaan reklamasi,

dokumen studi kelayakan yang memuat:

a)

b)

strategi pelaksanaan usaha memberikan
gambaran tentang rencana usaha dan
metode dalam melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan terutama metode
pelaksanaan reklamasi

kelayakan ekonomi-finansial kegiatan
usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan di
atasnya terdiri atas:

(1) rasio manfaat dan biaya [(benefit cost

ratio (B/C-R)]

(2) nilai bersih perolehan sekarang [(net
present value (NPV)]

(3) tingkat bunga pengembalian [(internal
rate of return (IRR)]

(4) jangka waktu pengembalian investasi

[(return of investment (ROI)]

(5) Dokumen Rancangan Detail Reklamasi
yang memuat:

(a) jadwal, tahapan dan metode
reklamasi yang digunakan;

(b) jumlah, jenis dan  kapasitas
peralatan utama = pelaksanaan
reklamasi (alat konstruksi dan alat
monitoring tanah);

(c) lokasi penempatan alat pemantau
kualitas lingkungan hidup;

(d) lokasi penempatan material (jika
menggunakan penampungan di
darat);

(e) lokasi penempatan pompa air (jika
menggunakan pompa);

(f) jenis titik kontrol veritikal dan titik
kontrol horizontal yang digunakan;

(g) rencana penempatan rambu laut;

(h) gambar teknik konstruksi (denah
potongan melintang dan
memanjang);

(i) gambar rencana infrastruktur yang
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telah memuat ruang terbuka hijau
sesuai  ketentuan = perundang-
undangan, gambar rangcang jalan,
gambar rancang mekanik, gambar
rancang elektrik, gambar rancang
pengolahan limbah dan gambar
rancang drainase;

5) jumlah dan jenis material urugan beserta hasil
laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik
dan gravimetrik material;

hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal
8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima)
hektare, penyelidikan tanah terdiri atas:

6)

7)

a)

standard penetration test (SPT)
dilaksanakan sampai kedalaman lapisan
tanah dengan tingkat kepadatan medium
untuk cohesive dan non cohesive soil pada
lokasi rencana reklamasi, yang
peruntukannya tidak direncanakan adanya
pondasi dalam. Untuk lahan reklamasi
yang peruntukannya direncanakan ada
pondasi dalam maka kedalamannya harus
mencapai minimal nilai tahanan SPT (N
SPT) sebesar 30 (tiga puluh).

sondir (cone penetration test - CPT)
dilakukan sesuaiketebalan lapisan tanah
lunak dan sangat lunak.

analisa granulometri;

volumetri dan gravimetri; dan

atterberg limits.

Data hidro oseanografi yang terdiri atas:

a)

b)

d)

tipe pasang surut hasil pengukuran 29 (dua
puluh sembilan) hari

model simulasi arus musim barat dan
musim timur dengan skenario sebelum dan
sesudah reklamasi dilakukan. validasi
model dilakukan dengan data hasil
pengukuran arus selama 14 (empat belas)
hari

model simulasi tinggi dan arah rambat
gelombang laut musim barat dan musim
timur dengan skenario sebelum dan
sesudah reklamasi dilakukan.

hasil survey batimetri dengan interval
pemeruman 25 (dua puluh lima) meter
pada rencana lokasi reklamasi dan interval
S0 (lima puluh) meter di sekitar rencana
lokasi reklamasi (adjacent location). Hasil
pemeruman digambarkan pada peta
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8)

9)

dengan interval kontur batimetri sebesar
0,5 (nol koma lima) meter

peta topometri yang dipadukan dengan peta

batimetri dengan interval kontur topometri

sebesar 0,5 (nol koma lima) meter.

perhitungan stabilitasi  timbunan  hasil

reklamasi yang memuat:

a) perhitungan amplitudo dan waktu
penurunan tanah.

b) perhitungan tinggi timbunan pelaksanaan
dengan memperhitungkan besarnya
settlement yang akan terjadi

c) perhitungan stabilitas timbunan terhadap
keruntuhan tanah (puncture failure,
sliding, dan tinggi timbunan kritis).

d) perhitungan settlement dan stabilitas
lereng apabila penimbunan dilakukan
secara bertahap dalam fungsi waktu
rencana perbaikan tanah (apabila ada)

e) rencana penanganan likuifaksi apabila
dasar perairan dominan pasir dan berada
di wilayah gempa

10) bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan

apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan
daratan;

11) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan

menjamin  keberlanjutan kehidupan dan

penghidupan masyarakat paling sedikit

memuat kesediaan untuk menjaga dan
memperhatikan:

a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan
masyarakat;

b) keseimbangan antara kepentingan
pemanfaatan dan kepentingan pelestarian
fungsi lingkungan pesisir dan pulaupulau
kecil;

c) akses kepada masyarakat menuju pantai;

d) mata pencaharian penduduk sebagai
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha
kelautan dan perikanan lainnya;

e) kompensasi/ganti kerugian kepada
masyarakat sekitar yang terkena dampak
reklamasi;

f) jaminan merelokasi permukiman bagi
masyarakat yang berada pada lokasi
reklamasi; dan

g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang
terkena dampak reklamasi.

12) melakukan pembayaran PNBP atau retribusi
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daerah.

Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

b. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin, berupa:

1) dokumen kajian evaluasi teknis lahan
reklamasi terdiri atas:

a) peta citra satelit periode waktu tahunan
atau peta yang diterbitkan oleh instansi
pemerintah yang menunjukkan waktu
pelaksanaan reklamasi;

b) peta pemanfaatan lahan reklamasi dan
fasilitas di atasnya;

c) surat pernyataan dukungan dari
masyarakat di sekitar lahan reklamasi;

d) rencana pengembangan pemanfaatan lahan
reklamasi; dan

e) pendapatan bersih hasil pengusahaan di
atas lahan reklamasi,

2) pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan
menjamin  keberlanjutan kehidupan dan
penghidupan masyarakat paling sedikit
memuat kesediaan untuk menjaga dan

memperhatikan:

a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan
masyarakat;

b) keseimbangan antara kepentingan

pemanfaatan dan kepentingan pelestarian
fungsi lingkungan pesisir dan pulaupulau
kecil;

c) akses kepada masyarakat menuju pantai;

d) mata pencaharian penduduk sebagai
nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha
kelautan dan perikanan lainnya;

e) kompensasi/ganti kerugian kepada
masyarakat sekitar yang terkena dampak
reklamasi;

f) jaminan merelokasi permukiman bagi
masyarakat yang berada pada lokasi
reklamasi; dan

g) pemberdayaan masyarakat sekitar yang
terkena dampak reklamasi,

3) melakukan pembayaran Penerimaan Negara

Bukan Pajak.

Durasi pemenuhan persyaratan usaha adalah 15 (lima
belas) hari kerja.
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Persyaratan
khusus usaha

material reklamasi memenuhi kriteria:

1) tidak mengandung kategori bahan beracun dan
berbahaya sesuai ketentuan perundang-
undangan;

2) tidak berasal dari pulau- pulau kecil terluar,
pulau kecil dengan luasan kurang dari 100
(seratus) hektare, kawasan  konservasi,
kawasan terumbu karang, kawasang
mangrove, atau kawasan terumbu karang; dan

3) tidak berasal dari penambangan pulau kecil
yang menyebabkan 10% (sepuluh persen)
luasannya hilang,

jika menggunakan metode pengurugan atau

pengeringan, maka didahului dengan

pembangunan sistem tanggul sebelum melakukan
penebaran material; dan

menggunakan silt barricade yang tidak terbuat

dari bahan daur ulang.

Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin:

a. dilakukan sebelum penetapan rencana tata ruan
dan/atau rencana zonasi;
b.  belum memiliki hak atas tanah; dan
c. belum memiliki izin pelaksanaan reklamasi.
Sarana a. sarana reklamasi dengan cara pengurugan:
1) sarana pembangunan tanggul;
2) silt barricade;
3) sarana pengangkutan material reklamasi;
4) sarana penebaran material,;
5) sarana perataan lahan reklamasi;
6) sarana pematangan lahan; dan
7) sarana penimbunan/pengurugan tanah
lapisan terakhir;
8) sarana pemantauan kualitas lingkungan
hidup; dan
9) sarana monitoring tanah,
b. sarana reklamasi dengan cara pengeringan

1) sarana pembangunan tanggul kedap air
mengelilingi daerah yang akan dilakukan
reklamasi;

2) sarana pemompaan air dilaksanakan pada
lahan yang akan dilakukan reklamasi;

3) sarana perbaikan tanah dasar melalui
penimbunan dan pemadatan tanah;

4) silt barricade;

5) sarana pembuatan jaringan drainase dan/atau
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pompanisasi melingkari lahan reklamasi;

6) sarana penebaran material,;

7) sarana perataan lahan reklamasi,

8) sarana pematangan lahan;

9) sarana penimbunan/pengurugan tanah
lapisan terakhir;

10) sarana pemantauan kualitas lingkungan
hidup;

11) sarana monitoring tanah,

Sarana reklamasi dengan cara drainase

1) sarana pengaliran air;

2) sarana penebaran material,

3) silt barricade;

4) sarana perataan lahan reklamasi;

5) sarana pematangan lahan;

6) sarana penimbunan/pengurugan tanah
lapisan terakhir;

7) sarana pemantauan kualitas lingkungan
hidup; dan

8) sarana monitoring tanah.

Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin tidak diperlukan sarana.

7. | Struktur a. Reklamasi
organisasi 1) penanggung jawab teknik; dan
SDM dan 2) penanggung jawab lingkungan hidup.
SDM
b. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin tidak diperlukan struktur organisasi
SDM dan SDM
8. | Pelayanan -
9. | Persyaratan Lahan hasil reklamasi harus memenuhi nilai faktor
Produk/Jasa | keamanan lahan (Factors of Safety) yang sesuai dengan
beban pemanfaatan di atasnya
10. | Sistem Reklamasi, pelaku usaha menyampaikan laporan
Manajemen perkembangan konstruksi reklamasi pada tahapan:
Usaha a. jika metode reklamasi yang digunakan adalah
pengurugan:
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus
persen);
2) penebaran material selesai 50% (lima puluh
persen);
3) penebaran material selesai 100% (seratus
persen); dan
4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai
100% (seratus persen),
b. jika metode reklamasi yang digunakan adalah
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pengeringan
1) pembangunan tanggul selesai 100% (seratus
persen);

2) pengeringan selesai 100% (seratus persen);

3) penebaran material selesai 100% (seratus
persen); dan

4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai
100% (seratus persen),

c. jika metode reklamasi yang digunakan adalah

sistem drainase

1) penempatan sarana pengaliran air selesai
100% (seratus persen);

2) pengeringan selesai 100% (seratus persen);

3) penebaran material selesai 100% (seratus
persen); dan

4) pengurugan tanah lapisan terakhir selesai
100% (seratus persen),

Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum
memiliki izin, tidak diperlukan sistem manajemen
usaha.

11.

Penilaian
kesesuaian
dan
pengawasan

A. Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian untuk kegiatan wusaha

Penyiapan  Lahan: Pelaksanaan  Reklamasi

dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:

1. penilaian aspek perencanaan meliputi
penilaian kelayakan dokumen rencana induk,
dokumen studi kelayakan dan dokumen
rancangan detail Reklamasi;

2. penilaian aspek implementasi dilakukan
melalui verifikasi terhadap:

a. kesesuaian titik koordinat dengan perizinan
berusaha;

b. kesesuaian dengan persyaratan umum
usaha; dan

c. kesesuaian dengan persyaratan khusus
usaha,

3. pelaksanaan penilaian aspek perencanaan
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada saat
pengajuan Perizinan Berusaha;

4. pelaksanaan penilaian aspek implementasi
dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada
tahapan:

a. jika metode reklamasi yang digunakan
adalah pengurugan
1) pembangunan tanggul selesai 100%
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b.

C.

(seratus persen);

2) penebaran material selesai 50% (lima
puluh persen);

3) penebaran material selesai 100%
(seratus persen); dan

4) pengurugan tanah lapisan terakhir

selesai 100% (seratus persen),

jilka metode reklamasi yang digunakan

adalah pengeringan:

1) pembangunan tanggul selesai 100%
(seratus persen);

2) pengeringan selesai 100% (seratus
persen);

3) penebaran material selesai 100%
(seratus persen); dan

4) pengurugan tanah lapisan terakhir
selesai 100% (seratus persen),

jilka metode reklamasi yang digunakan

adalah sistem drainase:

1) penempatan sarana pengaliran air
selesai 100% (seratus persen);

2) pengeringan selesai 100% (seratus
persen);

3) penebaran material selesai 100%
(seratus persen); dan

4) pengurugan tanah lapisan terakhir
selesai 100% (seratus persen).

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan

a.

b.

cakupan pengawasan kegiatan usaha

Penyiapan lahan: Pelaksanaan Reklamasi

diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah

terkait kesesuaian standar perizinan
berusaha.

pengawasan terhadap kegiatan usaha

Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi

dilaksanakan di lokasi pelaksanaan

reklamasi.

cara Pengawasan kegiatan usaha Penyiapan

lahan: Pelaksanaan Reklamasi dilakukan

secara rutin dan insidental.

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

1) laporan pelaku usaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan
usaha,;
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2)

inspeksi lapangan, dalam bentuk

kunjungan fisik atau melalui virtual.

Inspeksi lapangan dilakukan dengan

cara:

a) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan usaha Penyiapan Lahan:
Pelaksanaan Reklamasi;

b) memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan dan kelengkapan
dokumen:

(1) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(2) Izin persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan kegiatan
usaha; dan

(3) Perkembangan usaha.

c) memeriksa proses kegiatan usaha

Penyiapan  Lahan: Pelaksanaan
Reklamasi;

d) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.

Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan melalui
inspeksi lapangan atau melalui virtual.

d. Intensitas pengawasan

1)

2)

Laporan perkembangan kegiatan usaha;
dan

Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian
atas pengawasan rutin yang telah
dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha
dinilai  patuh, inspeksi  lapangan
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap lokasi usaha.

Perencanaan pelaksanaan pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner):

a. Perencanaan  pengawasan  dituangkan
dalam dokumen rencana kerja pengawasan
yang disusun setiap satu tahun.

b. Perangkat Kerja Pengawasan:

1)

2)

dilengkapi dengan surat tugas yang
dikeluarkan oleh atasan langsung;

wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan ketentuan
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3)

peraturan perundang-undangan; dan

dilengkapi dengan instrument

pengawasan, seperti:

a) Peta lokasi kegiatan Pelaksanaan
Reklamasi;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan dan Pengambilan
Keterangan bagi Pelaku Usaha

terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan
kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan.

a. Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;
2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas; dan
3) dalam hal diperlukan, pelaksana

pengawasan dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi untuk

melakukan dukungan terhadap
kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang
dilaksanakan,

b. Kewajiban:

1)

2)

3)

menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan
usaha; dan

menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana pengawasan:

a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha
Penyiapan lahan: Pelaksanaan Reklamasi
dilakukan oleh Polsus PWP3K.

b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus
PWP3K:

1)

pegawai negeri sipil yang berasal dari
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pegawai negeri sipil pada instansi
pusat dan instansi daerah yang bekerja
di bidang perikanan dengan pangkat
paling rendah Pengatur
Muda/golongan ruang I/ a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

Mekanisme, format dan substansi laporan:

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan Pelaku Usaha;

b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan
hasil inspeksi lapangan;

c. pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem
OSS atau secara manual oleh pelaksana
inspeksi lapangan dan pelaku usaha;

d. dalam hal pengisian penandatangan berita
acara dilaksanakan secara elektronik pada
sistem OSS hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi
lapangan; dan

e. dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan
mengisi formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada
sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS
oleh pelaksana inspeksi lapangan paling
lambat 3 (tiga) hari setelah
penandatanganan berita acara.

Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:

a. SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

b. surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

c. surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
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BERITA ACARA

Setelah dilaksanakan monitoring maka disusun berita acara yang
ditandatangani oleh pelaksana monitoring dan pewakilan pelaksana reklamasi
dengan format berikut :

KOP INSTANSI PELAKSANA MONITORING

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada hari......... tanggal...bulan....... tahun....... yang bertandatangan di bawah
ini :
1 Nama L e
Jabatan : ...
2 Nama e
Jabatan @ ..
3 Nama e
Jabatan : ...
Telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi
| o lnomor Izin Pelaksanaan..........c..coooceiiiiiininn, yang dalam
hal ini diwakili oleh :
1 Nama
Jabatan
2 Nama
Jabatan

Hasil pengawasan sebagaimana terlampir? yang benar adanya ditemukan
pengawas dan diakui oleh pelaksana reklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas : Pelaksana Reklamasi :
1. Nama : (ttd) 1. Nama : (ttd)
2. Nama : (ttd) 2. Nama : (ttd)
3. Nama : (ttd)

Keterangan:

1. Disesuaikan dengan nama Badan  Usaha/Perorangan/Instansi
Pemerintah /Pemerintah Daerah;
2. Daftar kompinen yang diawasi
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8. Standar Usaha Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

No

KBLI 68111
Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

Ruang
Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dalam rangka penanaman modal asing. Kegiatan ini
meliputi pengembangan gedung/ bangunan untuk
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di
gedung/bangunan tersebut), kegiatan pemanfaatan tanah
atau sewa-menyewa tanah di pulau-pulau kecil untuk
pengembangan  pariwisata, budidaya laut, usaha
perikanan dan kelautan, serta industri perikanan secara
lestari, pertanian, peternakan, beserta sarana dan
prasarana pendukungnya, dan/atau usaha lain yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah dan
Definisi

a.  Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km? (dua ribu kilometer persegi)
beserta kesatuan ekosistemnya.

b. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.

C. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan

yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian
lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia,
yang pengembangannya diprioritaskan bagi
kepentingan nasional.

d. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.

Penggolonga
n Usaha

Persyaratan
Umum
Usaha

a. permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan

Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing yang ditujukan kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan;

b. rekomendasi dari bupati/walikota;
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c. bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

Durasi pemenuhan:

a. persyaratan umum usaha paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja; dan

b. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaku
usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP)
PNBP.

5. | Persyaratan | Berupa dokumen rencana usaha, meliputi:
Khusus a. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
Usaha b. peta lokasi pemanfaatan pulau, luasan dan koordinat
geografis;
c. rencana pemberian akses publik;
d. rencana pengalihan teknologi;
e. rencana kerjasama dengan peserta indonesia
f. rencana pengalihan saham secara bertahap kepada
peserta indonesia; dan
g. pertimbangan aspek ekologi, sosisal budaya dan
ekonomi.
Durasi pemenuhan persyaratan khusus usaha paling lama
10 (sepuluh) hari kerja.
6. | Sarana -
7. | Struktur -
Organisasi
dan SDM
8. | Pelayanan -
9. | Persyaratan -
Produk/Jas
a
10 | Sistem -
Manajemen
Usaha
11 | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian Penilaian  kesesuaian untuk kegiatan usaha
dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka
Pengawasan penanaman modal asing. dilakukan melalui verifikasi

oleh verifikator dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, terhadap:

1. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau
rencana detail tata ruang;

2. rekomendasi dari bupati/walikota;
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3. batas luasan lahan pemanfaatan pulau kecil;

4. rencana usaha;

5. kesesuaian dengan daya dukung dan kerentanan
pulau;

6. kesesuaian peta dan lokasi usaha;

7. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan
dengan syarat, dan tidak diperbolehkan jika lokasi
di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100
km?2 (seratus kilometer persegi); dan

8. besaran nilai PNBP yang dibayarkan.

Pengawasan
1. Norma Pengawasan

a.

b.

Cakupan Pengawasan kegiatan usaha
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka
penanaman modal asing yang diatur dalam
Peraturan  Menteri ini adalah  terkait
kesesuaian standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka
penanaman modal asing dilaksanakan di
pulau-pulau kecil.

Cara Pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan
pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman
modal asing dilakukan secara rutin dan
Insidental,

1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan
usaha.

b) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.
Inspeksi lapangan dilakukan dengan
cara:

(1) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan usaha Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil dalam rangka
penanaman modal asing;

(2) memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan dan kelengkapan
dokumen:

(a) Nomor Induk Berusaha (NIB);
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(b) izin persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan kegiatan
usaha; dan

(c) perkembangan usaha,

(3) memeriksa proses kegiatan usaha

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

dalam rangka penanaman modal

asing;

(4) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan,;

(5) pemeriksaan kesesuaian

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
pulau kecil;

(6) pemeriksaan  pemberian  akses
publik;

(7) pemeriksaan kesesuaian luas lahan
pemanfaatan pulau kecil sesuai
izin;

(8) pemeriksaan dampak pemanfaatan
pulau terhadap kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan
dan/atau merugikan masyarakat
pulau-pulau kecil;

(9) pelaksanaan kerjasama dengan
peserta indonesia;

(10) pelaksanaan pengalihan saham
secara bertahap kepada peserta
indonesia; dan

(11) pelaksanaan alih teknologi (jika
diwajibkan).

2) Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat
dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan  melalui
inspeksi lapangan atau melalui virtual.

c. Intensitas pengawasan

1) Laporan perkembangan kegiatan usaha;

2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali
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dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Pulau-
Pulau Kecil dalam rangka PMA (time schedule,
perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan dituangkan dalam
dokumen rencana kerja pengawasan yang
disusun setiap satu tahun.

b. Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument pengawasan,
seperti:

a) Peta lokasi kegiatan pemanfaatan
pulau-pulau kecil oleh PMA;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan,;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha
terkait pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan kewajiban;

e) Form Berita  Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan
dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban Polsus PWP3K.
a. Hak:
1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;
2) mendapatkan data dan informasi terkait
dengan pelaksanaan tugas; dan
3) dalam hal diperlukan, pelaksana
pengawasan dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi untuk
melakukan dukungan terhadap
kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b. Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku
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usaha,;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan
usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana pengawasan:

a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha
pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka
penanaman modal asing dilakukan oleh
Polsus PWP3K;

b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus
PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi pusat
dan instansi daerah yang bekerja di
bidang perikanan dengan pangkat paling
rendah Pengatur Muda/golongan ruang
II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pengawas Perikanan yang dibuktikan
dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

S. Mekanisme, format dan substansi laporan

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan ditandatangani
oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku
Usaha;

b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan
hasil inspeksi lapangan;

c. pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem OSS
atau secara manual oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

d. dalam hal pengisian penandatangan berita
acara dilaksanakan secara elektronik pada
sistem OSS  hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik
yang memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan;
dan

e. dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual, hasil
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inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat kesimpulan
hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana
inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:

a.
b.
C.

SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau melaporkan secara langsung kepada
Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana Teknis
PSDKP, atau Dinas yang membidangi perikanan di
Provinsi/Kabupaten /Kota.
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Form. Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

€

Ly

KOP UPT PSDKP

BERITA ACARA
PENGAWASAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
NO & o

Pada hari ini .................... , tanggal ......... bulan .......... tahun .......... pukul
.......... , bertempat di .........c......ceeeeeeeee....,, kami yang bertandatangan
dibawah ini :

No Nama NIP Jabatan Unit Kerja

1 Ketua Tim

2 Anggota Tim
dst Anggota Tim

Telah melakukan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap :

Nama penanggung
jawab

Alamat (sesuai
identitas)

Nama
Perusahaan/Pelaku
Lokasi Pulau  (Titik
Koordinat/Desa)

Penanam Modal

(PM Asing/ PM Dalam Negeri)

Luas Area Pemanfaatan

Jenis Pemanfaatan
Pulau
(lingkari sesuai objek)

KT ER O 00 TP

. konservasi;

. pendidikan dan pelatihan;

. penelitian dan pengembangan,;
. budidaya laut;

. pariwisata;

usaha perikanan dan kelautan;

. pertanian organik;
. peternakan;

pertambangan;
permukiman;

. industri;
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l. perkebunan;
m. lainnya ........cooeeiiiiiiiiiiiniinnn

Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil
sebagai berikut :

N Dokumen Obyek Pemeriksaan Kesesuaian
° Perizinan Sesuai Tidak
1. | Izin Lokasi Nomor Izin
Terbit
Pemberi Izin
Peruntukan
2. |Izin Nomor Izin
Pemanfaatan/
Pengelolaan Terbit
Pemberi Izin
Peruntukan
3. | Perizinan Lo
lainnya yang 2
dimiliki
Uraian Ada | Tidak | Catatan
Kerusakan Sumber
_ Daya Ikan dan
Dampak Kegiatan Lingkungannya
4. | Pemanfaatan Pulau-
Pulau Kecil Pencemaran Perairan
Merugikan
masyarakat
sekitarnya

Rekomendasi dan
Tindakan
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Demikian Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pelaku Usaha Polsus
PWP3K/Pengawas
Perikanan
(ceeeee e (cee e
........... ) O
NIK. NIP

Paraf Pengesahan

Nama Polsus
PWP3K

NIP.

Tembusan :
Direktur Pengawasan PSDK
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9. Standar Usaha Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya

YTDL
No KBLI 74909
Aktivitas Profesional, [lmiah dan Teknis Lainnya YTDL
1. | Ruang Jasa pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di
Lingkup kapal tenggelam, yang meliputi mengangkat dari bawah air,
memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat
penyimpanannya, menyimpan, inventarisasi dan
penanganan BMKT.
2. | Istilah dan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat
Definisi BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang
memiliki nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu
pengetahuan, yang berada di dasar laut.
3. | Penggolonga | -
n Usaha
4. | Persyaratan | a. rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim
Umum koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas
Usaha mengoordinasikan pengelolaan BMKT;

b. surat pernyataan jaminan asuransi bagi personil
survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah;

c. surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk
memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. Dbukti pembayaran PNBP.

Durasi pemenuhan persyaratan umum disampaikan paling

lama 7 (tujuh) hari kerja.

5. | Persyaratan | Berupa dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang
Khusus diperoleh dari survei, meliputi:
Usaha a. rencana pengangkatan, yang memuat:

1) luasan area kerja dengan paling sedikit 4 (empat)
titik koordinat;

2) titik kerangka kapal, paling sedikit 2 (dua) titik
koordinat;

3) site plan sebaran BMKT;

4) deskripsi BMKT yang meliputi gambaran jenis,
material, dan perkiraan jumlah;

5) metode pengangkatan;

6) pendokumentasian yang
penggambaran, video dan foto;

7) kebutuhan moda atau kapal pengangkat dan

terdiri atas
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kapal logistik;

8) kebutuhan peralatan pengangkatan;

9) kebutuhan sarana penanganan BMKT;

10) kebutuhan tenaga kerja dan tenaga ahli;

11) risk analysis kegiatan pengangkatan yang
meliputi:
a) analisa resiko yang dapat disebabkan dari

aktifitas pengangkatan;
b) analisa resiko yang disebabkan oleh biota
laut;

c) analisa resiko terhadap BMKT; dan
d) penanganan resiko,

12) waktu pelaksanaan pengangkatan,

rencana penanganan di atas kapal, meliputi:

1) konservasi yang meliputi desalinasi dan
pembersihan;

2) inventarisasi yang meliputi penghitungan,
pengklasifikasian dan pelabelan; dan

3) penyimpanan sementara di atas kapal,

rencana pemulihan ekosistem, meliputi:

1) identifikasi biota dalam area kerja dan sekitar
kerangka kapal; dan

2) membuat modeling dampak dan rencana
rehabilitasinya,

rencana pengelolaan pasca pengangkatan, meliputi:

1) rencana penyimpanan di darat;

2) dokumen analisa dan proses bisnis;

3) master plan dan DED pemanfaatan hasil
pengangkatan; dan

4) roadmap dan rencana aksi pemanfaatan.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus disampaikan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Sarana

a.

kapal pengangkat BMKT dengan kondisi:

1) laik laut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

2) laik simpan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

3) dilengkapi peralatan keselamatan kerja; dan

4) memiliki ruang yang cukup untuk menampung
tenaga pengangkatan, ruang kerja, penanganan
dan penyimpanan yang diangkat,

kapal pendukung logistik untuk mobilisasi penyelam,

bahan makanan, dan safety boat.
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alat pengangkat BMKT, antara lain:

1)  water dredge;

2)  airlift

3) crane; dan/atau

4)  lifting bag,

peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan

unit medical check up;

alat penanganan BMKT di atas kapal, paling sedikit

meliputi:

1) meja kerja;

2) bak perendaman;

3) air tawar dan/atau aquades;

4) alat untuk membersihkan;

5) ayakan;

6) keranjang pengepakan;

7) bubble wrap;

8) pH meter; dan

9) label tahan air,

alat dokumentasi dan pengukuran, dapat berupa:

1) kamera bawah air;

2) alat gambar tahan air;

3) frame/grid;

4) skala meter;

5) roll meter;

0) tali;

7) patok;

8) differential global positioning system/global
positioning system; dan/atau

9) kompas,

alat Selam dan pendukungnya berupa:

1) scuba gear;

2)  hp charging compressor,

3) diving personal equipment;

4)  scuba tank aluminium 12 (dua belas) liter;

5) pisau;
6) senter;
7) kompas;

8) dive computer; dan/atau
9) buoy dan sosis.

Struktur
Organisasi
SDM dan
SDM

manajer lapangan 1 (satu) orang yang memiliki
pengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

safety diver;

konservator yang memiliki pengalaman paling singkat
3 (tiga) tahun menangani BMKT;

peneliti dengan keahlian arkeologi, didukung oleh
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tenaga ahli oseonografi, biologi laut, geologi, kelautan,
dan kimia,;

e. peselam pekerja yang memiliki sertifikat selam yang
relevan; dan

f. tenaga medis.

8. | Pelayanan -

9. | Persyaratan | Pengangkatan BMKT sesuai dengan Peraturan Menteri
Produk/Jas | Tenaga Kerja Nomor 276 Tahun 2018 tentang Penetapan
a Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Aktifitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan, Aktifitas

Profesional Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengelolaan

Benda Muatan Kapal Tenggelam.

10 | Sistem Manajemen Pengangkatan BMKT:
Manajemen | a. dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun
Usaha melalui survei;

b. pelaksanaan pengangkatan mengedepankan
keselamatan kesehatan kerja dan kehati-hatian serta
keamanan BMKT;

c. penanganan BMKT yang sistematis dan terkontrol;
dan

d. memiliki mekanisme pelaporan yang terbuka, berkala
dan komprehensif.

11 | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian Penilaian kesesuaian kegiatan Usaha Aktivitas
dan Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Pengawasan dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:
1. pemenuhan terhadap persyaratan administrasi
dan teknis pengelolaan BMKT;

2. pemenuhan terhadap persyaratan teknis
pengangkatan;

3. efektifitas penerapan sistem manajemen usaha;
dan

4. mekanisme penilaian kesesuaian rencana usaha
yang disampaikan.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan

a. Cakupan pengawasan kegiatan Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
adalah terkait kesesuaian standar perizinan
berusaha.
Pengawasan Aktivitas

terhadap kegiatan
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b.

Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
dilaksanakan di lokasi pengangkatan dan
penyimpanan BMKT.

Cara pengawasan kegiatan aktivitas
profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL
dilakukan secara rutin dan insidental.

1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan
usaha.

b) inspeksi lapangan, dalam bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.
Inspeksi lapangan dilakukan dengan

cara:
(1) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan Aktivitas Profesional,

[lmiah dan Teknis Lainnya YTDL;

(2) memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan dan kelengkapan
dokumen:

(a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(b) izin  persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan kegiatan
usaha; dan

(c) perkembangan usaha.

(3) memeriksa proses kegiatan Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis

Lainnya YTDL;
(4) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.
2) Pengawasan insidental dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat

dan/atau pelaku wusaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan = melalui
inspeksi lapangan atau melalui virtual.

Intensitas pengawasan

1) Laporan perkembangan kegiatan usaha

2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.
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Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan dituangkan dalam
dokumen rencana kerja pengawasan yang
disusun setiap satu tahun.

b. Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument pengawasan,

seperti:

a) Peta lokasi kegiatan Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
YTDL;

b) GPS;

c) Peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha
terkait pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan kewajiban;

e) Form  Berita Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan
dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a. Hak:

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi terkait
dengan pelaksanaan tugas;

3) dalam hal diperlukan Polsus PWP3K dapat
meminta bantuan pihak ketiga yang
kompeten dan/atau bersertifikat atau
terakreditasi untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
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kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan.
b. Kewajiban

1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan usaha;
dan

3) menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan
a. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Aktivitas

Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL

dilakukan oleh Polsus PWP3K, TNI AL dan

Polair, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

19 Tahun 2007 juncto Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 39/KEPMEN-

KP/2000.

b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus

PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan
instansi daerah yang bekerja di bidang
perikanan dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/b;

2) telah mengikuti pelatihan  kepolisian
khusus yang dibuktikan dengan sertifikat
kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

5. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan ditandatangani
oleh Polsus PWP3K dan Pelaku Usaha;

b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan
hasil inspeksi lapangan;

c. pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem OSS
atau secara manual oleh Polsus PWP3K dan
pelaku usaha;

d. dalam hal pengisian dan penandatangan berita
acara dilaksanakan secara elektronik pada
sistem OSS hasil inspeksi lapangan dilaporkan
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dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan
oleh Polsus PWP3K; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh Polsus PWP3K
paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penandatanganan berita acara.

6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui:

a.
b.

C.

SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau melaporkan secara langsung kepada
Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana
Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi
perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
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10. Standar Usaha Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.

KBLI 91039
Aktivitas Kawasan Alam Lainnya

Ruang Lingkup

Merupakan Perizinan Berusaha di kawasan konservasi yang
telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk kegiatan pembangunan/penempatan infrastruktur
pariwisata dan/atau kegiatan pemanfaatan lainnya yang
bersifat menetap di perairan paling singkat 30 (tiga puluh)
hari serta kegiatan penyediaan sarana dan/atau penyewaan
peralatan dan jasa pariwisata.

Istilah dan
Definisi

a.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai
ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem
yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan.

Kawasan Konservasi Nasional adalah kawasan
konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kawasan Konservasi Daerah adalah kawasan
konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh
Gubernur.

Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan wisata alam, termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang
terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan
konservasi.

Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan adalah usaha
menyediakan barang dan/atau jasa bagi kebutuhan
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam
perairan.

Tenaga Kerja Lokal adalah warga negara Indonesia
yang berdomisili dalam batas wilayah administratif
kabupaten/kota setempat.

Budaya dan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang
masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan adalah segala
bentuk infrastruktur untuk menunjang kegiatan
pariwisata alam perairan. Contoh: dermaga wisata,
hotel terapung, restoran terapung dan landas pacu sea
plane.

Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan
jasa pariwisata alam perairan adalah suatu usaha yang
menyediakan sarana, peralatan, dan jasa pemanduan
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dalam satu unit usaha. Contoh: dive operator, operator
wisata pancing dan Live on Board (LOB).

Infrastruktur lainnya adalah infrastruktur selain untuk
menunjang kegiatan pariwisata alam perairan. Contoh:
keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya, pipa
air bersih, kabel telekomunikasi dan dermaga
perikanan.

Penggolongan
Usaha

Persyaratan
Umum Usaha

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:
1) Proposal rencana usaha yang memuat:
a) analisa kondisi lingkungan kawasan
konservasi;
b) rencana investasi;
c) rencana tata letak dan detil desain;
d) analisis usaha;
e) target pelanggan;
f) rencana aktivitas; dan
g) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-
budaya-ekonomi sekitar:
h) program pemeliharaan aset;

i)  program keselamatan pengunjung

j)  program pengelolaan sampah/limbah;

k) program interpretasi sumber daya kawasan
konservasi;

]) program interpretasi budaya dan kearifan
masyarakat lokal/sekitar;

m) program pemberdayaan tenaga kerja
lokal/sekitar;

n) program pemberdayaan ekonomi masyarakat
lokal/sekitar; dan

o) program  perlindungan dan  pelestarian
lingkungan sumber daya alam kawasan
konservasi,

2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh
kepala satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi mengenai:

a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan
sistem zonasi kawasan konservasi;

b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan
lokasi penangkapan ikan masyarakat
setempat;

c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan
lokasi usaha eksisting (yang menetap);
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b.

C.

d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan
lokasi aktivitas pariwisata alam perairan; dan

e) kesesuaian lokasi rencana wusaha dengan
persebaran/migrasi biota dilindungi,

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan
Jasa Pariwisata Alam Perairan:

1)

proposal rencana usaha yang memuat:
a) analisa kondisi lingkungan kawasan
konservasi;
b) rencana investasi;
c) analisis usaha;
d) target pelanggan;
e) rencana aktivitas dan
f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-
budaya-ekonomi sekitar:
(1) program pemeliharaan aset;
(2) program keselamatan pengunjung
(3) program pengelolaan sampah/limbah;
(4) program interpretasi sumber daya kawasan
konservasi;
(5) program interpretasi budaya dan kearifan
masyarakat lokal/sekitar;
(6) program pemberdayaan tenaga kerja
lokal/sekitar;
(7) program pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal/sekitar; dan
(8) program perlindungan dan pelestarian
lingkungan sumber daya alam kawasan
konservasi.
berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh
kepala unit organisasi pengelola kawasan
konservasi mengenai:
a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem
zonasi kawasan konservasi;
b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi
usaha eksisting (yang menetap); dan
c) kesesuaian kondisi aset perusahaan yang
dilaporkan dengan rencana usaha.

penempatan infrastruktur lainnya:

1)

proposal rencana usaha yang memuat:

a) analisa kondisi lingkungan kawasan konservasi;
b) rencana investasi;

c) rencana tata letak dan detil desain;
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d) analisis usaha;
e) rencana aktivitas dan
f) rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-
budaya-ekonomi sekitar:
(1) program pemeliharaan aset;
(2) program pengelolaan sampah/limbah;
(3) program  pemberdayaan tenaga kerja
lokal/sekitar;
(4) program pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal/sekitar; dan
(5) program perlindungan dan pelestarian
lingkungan sumber daya alam kawasan
konservasi,

2) berita acara verifikasi lapangan yang disetujui oleh
kepala unit organisasi pengelola kawasan
konservasi mengenai:

a) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan sistem
zonasi kawasan konservasi;

b) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi
penangkapan ikan masyarakat setempat;

c) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi
usaha eksisting (yang menetap);

d) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan lokasi
aktivitas pariwisata alam perairan; dan

e) kesesuaian lokasi rencana usaha dengan
persebaran/migrasi biota dilindungi.

Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha 17 (tujuh
belas) hari kalender.

Persyaratan
Khusus
Usaha

Dalam proses penerbitan izin:

a.

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan,
berupa bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah
penerbitan izin pengusahaan dalam hal peraturan
pemerintah yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau
peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif
retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai
ketentuan perundang-undangan,

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan
Jasa Pariwisata Alam Perairan, berupa bukti
pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan
izin pengusahaan dalam hal Peraturan Pemerintah
yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau Peraturan
Daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah
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tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
undangan,

Penempatan infrastruktur lainnya, berupa bukti
pembayaran PNBP atau retribusi daerah penerbitan
izin pengusahaan dalam hal Peraturan Pemerintah
yang mengatur jenis dan tarif PNBP atau Peraturan
Daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah
tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus dalam proses
penerbitan izin: 7 (tujuh) hari kalender.

Setelah izin terbit

a.

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan,

berupa:

1) perjanjian kerja sama dengan satuan unit
organisasi pengelola kawasan konservasi;

2) sertifikat usaha terkait pengelolaan pariwisata
alam;

3) sertifikat kompetensi di bidang kawasan konservasi
untuk setiap sumber daya manusia pengusahaan
yang berhubungan langsung dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam kawasan konservasi;

4) laporan realisasi investasi;

5) laporan pendapatan dan pengeluaran;

6) laporan pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar
seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal
rencana usaha;

7) laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan
satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi;

8) laporan pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam
dokumen persetujuan lingkungan;

9) laporan pelaksanaan penerapan standar keamanan
dan keselamatan untuk infrastruktur dan
peralatan yang dipergunakan; dan

10) bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah
kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam
hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan
tarif PNBP atau peraturan daerah yang mengatur
jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah
ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
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b.

C.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan
Jasa Pariwisata Alam Perairan, berupa:

1)
2)

3)

4)
S)
6)

7)

8)

perjanjian kerja sama dengan satuan unit
organisasi pengelola kawasan konservasi;
sertifikat usaha terkait pengelolaan pariwisata
alam;

sertifikat kompetensi di bidang kawasan
konservasi untuk setiap sumber daya manusia
pengusahaan yang berhubungan langsung dengan
aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan
konservasi;

laporan realisasi investasi;

laporan pendapatan dan pengeluaran;

laporan  pelaksanaan rencana  pengelolaan
lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar
seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal
rencana usaha;

laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama
dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi; dan

laporan pelaksanaan penerapan standar
keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur
dan peralatan yang dipergunakan.

penempatan infrastruktur lainnya, berupa:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

perjanjian kerja sama dengan satuan unit
organisasi pengelola kawasan konservasi;
sertifikat kompetensi di bidang kawasan
konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang
berhubungan langsung dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam kawasan konservasi;
laporan realisasi investasi;

laporan pendapatan dan pengeluaran;

laporan  pelaksanaan  rencana  pengelolaan
lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar
seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal
rencana usaha;

laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama
dengan satuan unit organisasi pengelola kawasan
konservasi;

laporan pelaksanaan butir-butir kewajiban dalam
dokumen persetujuan lingkungan,;

laporan pelaksanaan penerapan standar
keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur
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9)

dan peralatan yang dipergunakan; dan

bukti pembayaran PNBP atau retribusi daerah
kontribusi pemanfaatan kawasan Kkonservasi
dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur
jenis dan tarif PNBP atau peraturan daerah yang
mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut
telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Durasi pemenuhan persyaratan khusus setelah izin terbit:

a. Perjanjian kerja sama, sertifikat usaha dan sertifikat
kompetensi: 6 (enam) bulan setelah izin terbit;
b. Laporan dan bukti pembayaran PNBP atau retribusi
daerah: setiap tahun pada tanggal 31 Maret.
Sarana a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:

1) pemasangan tanda batas pada area pengusahaan;

2) penggunaan bahan ramah lingkungan;

3) material yang dipergunakan tidak diambil dari
kawasan konservasi;

4) infrastruktur paling luas 30% (tiga puluh persen)
dari luas area dalam persetujuan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang laut;

5) menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah
dan kebersihan lingkungan;

6) infrastruktur tidak dibangun melalui pengerukan
dan/atau pengurukan dalam kawasan konservasi;
dan

7) menyediakan media informasi berupa papan/media
interpretasi terkait sistem zonasi, target konservasi
dan jenis ikan endemik/langka/dilindungi yang
ada di kawasan konservasi.

b. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan

Jasa Pariwisata Alam Perairan

1)
2)
3)

4)

menyediakan peralatan keselamatan bagi pengelola
dan pengunjung;

peralatan yang digunakan memenuhi standar
keamanan dan keselamatan;

menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah
dan kebersihan lingkungan;

memiliki media informasi berupa papan/media
interpretasi terkait sistem zonasi, target konservasi
dan jenis ikan endemik/langka/ dilindungi yang
ada di kawasan konservasi.
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Penempatan infrastruktur lainnya:

1) pemasangan tanda batas pada area pengusahaan;

2) penggunaan bahan ramah lingkungan; dan

3) material yang dipergunakan tidak diambil dari
kawasan konservasi;

4) infrastruktur paling luas 75% (tujuh puluh lima
persen) dari luas area dalam persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

5) menyediakan fasilitas pengelolaan limbah, sampah
dan kebersihan lingkungan.

Struktur
Organisasi
SDM dan
SDM.

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:

1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari keseluruhan SDM
pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan

2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan
konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang
berhubungan langsung dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan

Jasa Pariwisata Alam Perairan:

1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari keseluruhan SDM
pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan

2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan
konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang
berhubungan langsung dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Penempatan infrastruktur lainnya:

1) tenaga kerja lokal sejumlah paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari keseluruhan SDM
pengusahaan di lokasi usaha yang dimohonkan; dan

2) memiliki sertifikat kompetensi di bidang kawasan
konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang
berhubungan langsung dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam kawasan konservasi yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pelayanan

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan

1) memberikan pengarahan kepada pengguna jasa
(wisatawan/pengunjung) terkait zonasi, target
konservasi dan jenis ikan endemik/langka/
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dilindungi yang ada di kawasan konservasi; dan

2) menyediakan layanan administrasi masuk kawasan
konservasi untuk wisatawan/ pengunjung.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan

Jasa Pariwisata Alam Perairan:

1) memberikan pengarahan kepada pengguna jasa
(wisatawan /pengunjung) terkait zonasi, target
konservasi dan jenis ikan endemik/langka/
dilindungi yang ada di kawasan konservasi; dan

2) menyediakan layanan administrasi masuk kawasan
konservasi untuk wisatawan/ pengunjung.

Persyaratan
Produk/Jasa

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan
Jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar terkait
pengelolaan  pariwisata alam dan = ketentuan
pemanfaatan kawasan konservasi.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan
Jasa Pariwisata Alam Perairan:

Jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar terkait
pengelolaan  pariwisata alam dan = ketentuan
pemanfaatan kawasan konservasi.

Penempatan infrastruktur lainnya:

Jasa yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan
pemanfaatan kawasan konservasi.

Standar pengelolaan pariwisata alam:

oo

®

kelestarian fungsi ekosistem,;

kelestarian obyek daya tarik wisata alam;

kelestarian sosial budaya;

kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
dan

manfaat ekonomi bagi masyarakat, pengusaha dan
pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan kawasan
konservasi:

a.

tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan
dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi
target konservasi;

memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat
jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi,
apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman
terhadap jenis ikan dilindungi;

melaporkan kepada pengelola Kawasan Konservasi
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S

segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan
Konservasi;

memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang
berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata
permukaan dan bawah air;

hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas
tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola
Kawasan Konservasi;

tidak membuang jangkar;

tidak membuang sampah atau bahan lain yang
berpotensi menimbulkan pencemaran di Kawasan
Konservasi;

berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal
jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya
boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali draught kapal;

dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari
kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung
jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi
terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;
dalam hal terjadi kerusakan Ekosistem yang
diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka
pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk
memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap
dampak kerusakan yang ditimbulkan;

mematuhi ketentuan dan peraturan zonasi yang
berlaku di Kawasan Konservasi; dan

mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Kawasan
Konservasi.

10.

Sistem
Manajemen
Usaha

Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan

1) memiliki Standar Operasional Prosedur paling
sedikit terkait:

a) pelaksanaan aktivitas;

b) pemeliharaan aset;

c) kondisi darurat;

d) keselamatan pengunjung; dan

e) pengelolaan limbah atau sampah.

2) melakukan survey kepuasan pelanggan;

3) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan
program pengelolaan lingkungan dan sosial-
budaya-ekonomi sekitar;

4) menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama dengan Satuan  Unit
Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;




- 130 -

S)

6)

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan

butir-butir kewajiban dalam dokumen Persetujuan

Lingkungan;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan

berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas

Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan

perikanan untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Daerah paling sedikit terkait:

a) jumlah pengunjung/wisatawan, ragam
aktivitas, dan lokasi kegiatan;

b) tingkat kepuasan pengunjung/wisatawan;

c) realisasi investasi;

d) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan

e) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan
sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang
tercantum dalam dokumen/proposal rencana
usaha.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan
Jasa Pariwisata Alam Perairan

1)

memiliki Standar Operasional Prosedur minimal

yang terkait dengan:

a) pelaksanaan aktivitas;

b) pemeliharaan aset;

c¢) kondisi darurat;

d) keselamatan pengunjung; dan

e) pengelolaan limbah atau sampah.

melakukan survey kepuasan pelanggan;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan

program pengelolaan lingkungan dan sosial-

budaya-ekonomi sekitar;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama dengan Satuan  Unit

Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan

berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas

Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan

perikanan untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Daerah paling sedikit terkait:

a) jumlah pengunjung/wisatawan, ragam
aktivitas, dan lokasi kegiatan,;
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b) tingkat kepuasan pengunjung/wisatawan,;

c) realisasi investasi;

d) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan

e) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan
sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang
tercantum dalam dokumen/proposal rencana
usaha.

Penempatan infrastruktur lainnya

1)

memiliki standar operasional prosedur minimal

yang terkait dengan:

a) pelaksanaan aktivitas;

b) pemeliharaan aset;

¢) kondisi darurat;

d) pengelolaan limbah atau sampah.

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan

program pengelolaan lingkungan dan sosial-

budaya-ekonomi sekitar;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaksanaan

Perjanjian  Kerjasama dengan Satuan  Unit

Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;

menyiapkan manajemen usaha terkait pelaporan

berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Nasional atau kepada Kepala Dinas

Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan

perikanan untuk pengusahaan di Kawasan

Konservasi Daerah minimal yang terkait dengan:

a) realisasi investasi;

b) realisasi pendapatan dan pengeluaran; dan

c) realisasi rencana pengelolaan lingkungan dan
sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang
tercantum dalam dokumen/proposal rencana
usaha.

11.

Penilaian
Kesesuaian
dan
Pengawasan

Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi oleh
verifikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
untuk permohonan di Kawasan Konservasi Nasional
atau oleh verifikator dari Pemerintah Provinsi untuk
permohonan di Kawasan Konservasi Daerah, terhadap:

1.

Dalam proses penerbitan izin:

a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam
Perairan:
1) ketepatan waktu penyampaian permohonan
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pemenuhan komitmen;
2) kelengkapan persyaratan umum usaha;
3) kelayakan rencana usaha:

a)

b)

memiliki program pemeliharaan aset
yang paling sedikit meliputi bentuk,
lokasi, jadwal pemeliharaan aset
(khususnya aset yang digunakan di
dalam kawasan), dan jumlah sumber
daya manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program keselamatan
pengunjung yang paling sedikit meliputi
bentuk, lokasi penempatan dan jumlah
alat keselamatan, termasuk emergency
plan dan asuransi (bentuk, besaran
polis, dan besaran klaim);

memiliki program pengelolaan sampah/
limbah yang paling sedikit meliputi
bentuk, jumlah, lokasi penempatan
tempat sampah/limbah dan/atau toilet
(di dalam area penguasaan pemohon),
bentuk dan lokasi proses
pengolahan/pengelolaan
sampah/limbah, dan jumlah sumber
daya manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program interpretasi sumber
daya Kawasan Konservasi yang
menguraikan rencana pemohon untuk
meningkatkan pemahaman
pengunjung/wisatawan khususnya yang
terkait dengan peraturan pemanfaatan
Kawasan Konservasi (sistem zonasi dan
jenis kegiatan yang
diperbolehkan/dilarang di masing-
masing zona) dan etika berinteraksi
dengan biota dilindungi selama

beraktivitas di dalam Kawasan
Konservasi berupa bentuk, desain,
jumlah, lokasi penempatan/
pelaksanaan, dan jumlah sumber daya
manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program interpretasi budaya
dan kearifan masyarakat lokal/sekitar
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4)

5)

yang paling sedikit meliputi bentuk,
desain, jumlah, lokasi
penempatan/pelaksanaan, dan jumlah
sumber daya manusia pengusahaan
selaku penanggung jawab;

f) memiliki program pemberdayaan tenaga
kerja  lokal/sekitar dalam  bentuk
mempekerjakan minimal 25%
masyarakat lokal dari keseluruhan
pegawai pengusahaan di lokasi usaha
yang dimohonkan,;

g) memiliki program pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal/sekitar yang
paling sedikit menguraikan siapa
penyedia jasa/produk lokal yang akan
bekerjasama dengan pemohon, bentuk
jasa/produk lokal, frekuensi
jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk
lokal yang akan digunakan pemohon
dalam kurun waktu pengusahaan;

h) memiliki program perlindungan dan
pelestarian lingkungan sumber daya
alam Kawasan Konservasi yang
menguraikan paling sedikit meliputi
bentuk, frekuensi dan besaran dana
yang akan disiapkan pemohon (untuk
program prolingkungan sumber daya
alam) dalam kurun waktu pengusahaan.

kesesuaian rencana usaha dengan dokumen

persetujuan lingkungan; dan

kesesuaian lokasi dalam dokumen rencana

usaha, berita acara verifikasi lapangan dan

persetujuan kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang laut.

Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan
Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan

1)
2)

3)

durasi pemenuhan persyaratan umum dan

khusus;

kelengkapan  persyaratan umum dan

khusus usaha;

kelayakan rencana usaha:

a) memiliki program pemeliharaan aset
yang paling sedikit meliputi bentuk,
lokasi, jadwal pemeliharaan aset
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b)

(khususnya aset yang digunakan di
dalam kawasan), dan jumlah sumber
daya manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program keselamatan
pengunjung yang paling sedikit meliputi
bentuk, lokasi penempatan dan jumlah
alat keselamatan, termasuk emergency
plan dan asuransi (bentuk, besaran
polis, dan besaran klaim);

memiliki program pengelolaan sampah/
limbah yang paling sedikit meliputi
bentuk, jumlah, lokasi penempatan
tempat sampah/limbah dan/atau toilet
(di dalam area penguasaan pemohon),
bentuk dan lokasi proses
pengolahan/pengelolaan
sampah/limbah, dan jumlah sumber
daya manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program interpretasi sumber
daya Kawasan Konservasi yang
menguraikan rencana pemohon untuk
meningkatkan pemahaman
pengunjung/wisatawan khususnya yang
terkait dengan peraturan pemanfaatan
Kawasan Konservasi (sistem zonasi dan
jenis kegiatan yang
diperbolehkan/dilarang di masing-
masing zona) dan etika berinteraksi
dengan biota dilindungi selama

beraktivitas di dalam Kawasan
Konservasi berupa bentuk, desain,
jumlah, lokasi penempatan/
pelaksanaan, dan jumlah sumber daya
manusia pengusahaan selaku
penanggung jawab;

memiliki program interpretasi budaya
dan kearifan masyarakat lokal/sekitar
yang paling sedikit meliputi bentuk,
desain, jumlah, lokasi
penempatan/pelaksanaan, dan jumlah
sumber daya manusia pengusahaan
selaku penanggung jawab;

memiliki program pemberdayaan tenaga
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4)

kerja  lokal/sekitar dalam  bentuk
mempekerjakan paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) masyarakat lokal
dari keseluruhan pegawai pengusahaan
di lokasi usaha yang dimohonkan,;

g) memiliki program pemberdayaan
ekonomi masyarakat lokal/sekitar yang
paling sedikit menguraikan siapa
penyedia jasa/produk lokal yang akan
bekerjasama dengan pemohon, bentuk
jasa/produk lokal, frekuensi
jasa/produk lokal, dan nilai jasa/produk
lokal yang akan digunakan pemohon
dalam kurun waktu pengusahaan; dan

h) memiliki program perlindungan dan
pelestarian lingkungan sumber daya
alam Kawasan Konservasi yang
menguraikan paling sedikit meliputi
bentuk, frekuensi dan besaran dana
yang akan disiapkan pemohon (untuk
program prolingkungan sumber daya
alam) dalam kurun waktu pengusahaan,

Kesesuaian Dokumen Rencana Usaha

dengan Hasil Verifikasi Lapangan.

Penempatan infrastruktur lainnya

1)
2)

3)
4)

5)

Durasi pemenuhan persyaratan umum dan
khusus;

Kelengkapan persyaratan umum dan
khusus usaha;

Kelayakan rencana usaha:

memiliki program pemeliharaan aset yang
paling sedikit meliputi bentuk, lokasi,
jadwal pemeliharaan aset (khususnya aset
yang digunakan di dalam kawasan), dan
jumlah sumber daya manusia pengusahaan
selaku penanggung jawab;

memiliki program pengelolaan sampah/
limbah yang paling sedikit meliputi bentuk,
jumlah, lokasi penempatan tempat
sampah/limbah dan/atau toilet (di dalam
area penguasaan pemohon), bentuk dan
lokasi proses pengolahan/pengelolaan
sampah/limbah, dan jumlah sumber daya
manusia pengusahaan selaku penanggung
jawab;
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6)

7)

8)

memiliki program pemberdayaan tenaga
kerja lokal/sekitar dalam bentuk
mempekerjakan paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) masyarakat lokal dari
keseluruhan pegawai pengusahaan di lokasi
usaha yang dimohonkan;

memiliki program pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal/sekitar yang paling sedikit
menguraikan siapa penyedia jasa/produk
lokal yang akan bekerjasama dengan
pemohon, bentuk jasa/produk lokal,
frekuensi jasa/produk lokal, dan nilai
jasa/produk lokal yang akan digunakan
pemohon dalam kurun waktu pengusahaan;
memiliki  program  perlindungan dan
pelestarian lingkungan sumber daya alam
Kawasan Konservasi yang menguraikan
paling sedikit meliputi bentuk, frekuensi
dan besaran dana yang akan disiapkan
pemohon (untuk program prolingkungan
sumber daya alam) dalam kurun waktu
pengusahaan.

d. Kesesuaian rencana usaha dengan dokumen
persetujuan lingkungan; dan

e. Kesesuaian lokasi dalam Dokumen Rencana
Usaha, Berita Acara Verifikasi Lapangan dan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Peman-faatan
Ruang Laut.

2. Setelah izin terbit
a. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam

Perairan:

1) Persyaratan Khusus Usaha

2) Standar sarana;

3) Struktur organisasi dan SDM;

4) Pelayanan;

5) Standar produk/jasa;

6) Sistem Manajemen Usaha;

7) realisasi investasi,

8) realisasi pendapatan dan pengeluaran;

9) realisasi program pengelolaan lingkungan

dan sosial-budaya-ekonomi sekitar;

10) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian

Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi
Pengelola Kawasan Konservasi; dan
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11) realisasi pelaksanaan butir-butir kewajiban
dalam dokumen Persetujuan Lingkungan.
b. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan
Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan
1) Persyaratan Khusus Usaha
2) Standar sarana;
3) Struktur organisasi dan SDM;
4) Pelayanan;
5) Standar produk/jasa;
6) Sistem Manajemen Usaha;
7) realisasi investasi,
8) realisasi pendapatan dan pengeluaran;
9) realisasi program pengelolaan lingkungan
dan sosial-budaya-ekonomi sekitar; dan
10) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian
Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi
Pengelola Kawasan Konservasi.
c. Penempatan infrastruktur lainnya
1) Persyaratan Khusus Usaha
2) Standar sarana;
3) Struktur organisasi dan SDM;
4) Sistem Manajemen Usaha;
5) realisasi investasi,
0) realisasi pendapatan dan pengeluaran;
7) realisasi program pengelolaan lingkungan
dan sosial-budaya-ekonomi sekitar;
8) realisasi pelaksanaan butir-butir Perjanjian
Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi
Pengelola Kawasan Konservasi; dan
9) realisasi pelaksanaan butir-butir kewajiban
dalam dokumen Persetujuan Lingkungan.
Penilaian  kesesuaian setelah izin diterbitkan
dilaksanakan melalui verifikasi oleh Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut untuk pengusahaan di
Kawasan Konservasi Nasional atau oleh Kepala Dinas
Provinsi setempat yang membidangi kelautan dan
perikanan untuk pengusahaan di Kawasan Konservasi
Daerah secara on site paling sedikit 2 (dua) kali setiap
tahun.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan
a. Cakupan pengawasan kegiatan Aktivitas
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam
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C.

Peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian
standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Aktivitas
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan di
kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-
pulau kecil.
Cara pengawasan kegiatan Aktivitas Pemanfaatan
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan
usaha.
b) inspeksi lapangan, dalam  bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.
Inspeksi lapangan dilakukan dengan

cara:
(1) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan Aktivitas Pemanfaatan

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil;

(2) memeriksa  kesesuaian  dokumen
perizinan dan kelengkapan dokumen:
(a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(b) izin persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha; dan

(c) perkembangan usaha.

(3) memeriksa proses kegiatan Aktivitas
Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;

(4) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.

2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
pengaduan masyarakat dan/atau pelaku
usaha. Pengawasan insidental dapat
dilakukan melalui inspeksi lapangan atau
melalui virtual.

Intensitas pengawasan

1) Laporan perkembangan kegiatan usaha
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2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time schedule,
perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan dituangkan dalam
dokumen rencana Kkerja pengawasan yang
disusun setiap satu tahun.

b. Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument pengawasan,

seperti:

a) peta lokasi kegiatan aktivitas
pemanfaatan kawasan konservasi
perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil,

b) GPS;

c) peralatan dokumentasi kegiatan,;

d) daftar pertanyaan bagi pelaku usaha
terkait pemenuhan standar pelaksanaan
kegiatan usaha dan kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan; dan/atau

f) perangkat kerja lainnya yang diperlukan
dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban
a. Hak:

1) memperoleh  jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi terkait
dengan pelaksanaan tugas; dan

3) dalam hal diperlukan, pelaksana pengawasan
dapat meminta bantuan pihak ketiga yang
kompeten dan/atau bersertifikat atau
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terakreditasi untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang dilaksanakan,
b. Kewajiban:

1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar tidak
mengganggu keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana pengawasan:

a. pengawasan kegiatan usaha Aktivitas Kawasan
Alam Lainnya dilakukan oleh Polsus PWP3K dan
Pengawas Perikanan:

1) Polsus PWP3K melakukan pemeriksaan
terhadap kesesuaian zonasi kegiatan usaha
Aktivitas Kawasan Alam Lainnya

2) Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan
terhadap pelaksanaan kegiatan Aktivitas
Kawasan Alam Lainnya,

b. Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus
PWP3K dan Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi pusat dan
instansi daerah yang bekerja di bidang
perikanan dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/b;

2) telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus
yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
dan

3) sehat jasmani dan rohani.

5. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha;

b. berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil
inspeksi lapangan;

c. pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem OSS
atau secara manual oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

d. dalam hal pengisian penandatangan berita acara
dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS
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hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan
mengisi formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan pada sistem OSS yang
diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
penandatanganan berita acara.

6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.
b.
C.

SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id; atau
surat atau melaporkan secara langsung kepada
Direktorat Jenderal PSDKP, Unit Pelaksana
Teknis PSDKP, atau Dinas yang membidangi
perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.
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11. Standar Usaha Wisata Tirta Lainnya

No KBLI 93249
’ Wisata Tirta Lainnya
1. | Ruang Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan wisata
Lingkup bahari, yaitu wisata tirta lainnya yang belum tercakup
dalam KBLI 93241 sampai dengan 93246 (Arung Jeram

(KBLI 93241), Wisata Selam (KBLI 93242), Dermaga

Marina (KBLI 93243), Kolam Pemancingan (KBLI 93244),

Wisata Memancing (KBLI 93245), Aktivitas Wisata Air

(KBLI 93246)) dan memanfaatkan ruang laut secara

menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari.

2. | Istilah dan a. Wisata Bahari adalah bagian dari kegiatan wisata
Definisi tirta lainnya, merupakan kegiatan wisata yang
dilakukan di wilayah perairan baik itu pesisir,

bentang laut, dan kolom air.

b. Wisata tirta lainnya adalah kegiatan wisata yang
memanfaatkan ruang laut secara menetap paling
singkat 30 (tiga puluh) hari, seperti: pembangunan
dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata,
tracking mangrove, dive center/dive operator, taman
bawah air, serta kegiatan wisata tirta yang lainnya.

3. | Penggolongan -
Usaha
4. | Persyaratan surat pernyataan kesanggupan untuk:
Umum Usaha |a. melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata di
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; dan

b. membongkar bangunan dan instalasi bila masa
berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak
dilanjutkan.

Durasi pemenuhan persyaratan umum usaha paling lama

7 (tujuh) hari kalender

5. | Persyaratan a. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan

Khusus Usaha

memuat deskripsi daya dukung dan daya tampung
lokasi yang dimohonkan;

b. dokumen detail engineering design (DED) yang
menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan
dalam rencana pembangunan terkait sarana dan
prasarana yang akan dibangun termasuk rencana
pelaksanaan kegiatan, memuat paling sedikit:

1) koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut
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untuk Wisata Bahari;

2) jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut
untuk Wisata Bahari; dan

3) metode penempatan dan pendirian bangunan dan
instalasi di laut dan material yang digunakan
ramah lingkungan,

dokumen kelayakan usaha paling sedikit memuat:

1) analisa keuangan berupa gambaran dan
perhitungan rencana usaha;

2) analisa operasional paling sedikit meliputi:

a) manajemen pengelolaan pengunjung;

b) rencana pengelolaan sarana dan prasarana;

c) rencana monitoring dan pengawasannya
dalam mengatasi dampak;

d) rehabilitasi kondisi ekosistem; dan

e) pelibatan masyarakat setempat dalam
kegiatan usaha,

3) analisa sumber daya manusia memuat
kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan
masyarakat dan kualifikasi sumber daya manusia
yang digunakan;

bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

menyampaikan laporan monitoring kegiatan secara

berkala setelah usaha berjalan, paling singkat 6

(enam) bulan sekali; dan

merehabilitasi ekosistem akibat kegiatan usaha

wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga

kondisi membaik/pulih.

Durasi  pemenuhan  persyaratan  khusus  untuk
persyaratan pada:

a. huruf a sampai dengan huruf d selama 30 (tiga
puluh) hari kalender; dan
b. huruf e dan huruf f selama masa kegiatan.
Sarana a. wisata mangrove:

1) bangunan tracking mangrove/menara

pandang/gazebo/dan sarana wisata lainnya:

a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku,;

b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;

c) meminimalkan penebangan mangrove dalam
penempatan bangunan;

d) terjamin keamanannya; dan
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e) menggunakan material yang ramah
lingkungan dan laik digunakan,
2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan
keamanan;

b. Ponton Wisata:
1) bangunan:
a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku,;
b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;
c) memiliki sistem sanitasi;
d) memiliki sistem pengolahan limbah;
e) pendirian dan/atau penempatan ponton tidak
di atas ekosistem terumbu karang; dan
f) memperhitungkan penempatan tali tambat
agar tidak mengakibatkan  kerusakan
ekosistem laut,
2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan
keamanan;

c. resort di perairan, untuk bangunan:
1) bangunan:
a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku,;
b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;
c¢) memiliki sistem sanitasi;
d) memiliki sistem pengolahan limbah rumah
tangga; dan
e) memiliki jalan pelantar,
2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan
keamanan;

d. marine scaping (taman bawah air) berupa

penempatan taman bawah air:

1) memenuhi persyaratan teknis menurut peraturan
yang berlaku;

2) menggunakan material yang ramah lingkungan;

3) memasang penanda keberadaan taman bawah
air; dan

4) menghindari kerusakan ekosistem,

e. dive center:
1) bangunan:
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a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku

b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;

c) memiliki sistem sanitasi; dan

d) memiliki tempat penyimpanan dan pencucian
alat yang aman,

2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan
keamanan.

f. dermaga marina:
1) bangunan:
a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku;
b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;
c) menggunakan material yang ramah
lingkungan;
d) tidak di area ekosistem terumbu karang,
lamun dan mangrove; dan
e) memberikan akses bagi nelayan,
2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan

keamanan.
g. wisata tirta yang lainnya:
1) bangunan:

a) memenuhi persyaratan teknis menurut
peraturan yang berlaku;

b) menggunakan material yang sesuai dengan
kondisi salinitas;

c) menggunakan material yang ramah
lingkungan; dan

d) meminimalisir kerusakan ekosistem pesisir
dan laut dalam penempatan bangunan/
infrastruktur,

2) dilengkapi dengan sarana dasar keselamatan dan
keamanan.

Sarana dan fasilitas minimum lainnya dalam menjalankan
usaha sesuai dengan standar usaha pada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
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7. | Struktur a. manajer;
Organisasi b. staf operasional yang memahami operasional usaha
SDM dan SDM wisata bahari khususnya jenis wisata yang
dijalankan;
c. pemandu wisata yang memahami kegiatan wisata
bahari yang dijalankan; dan
d. pengawas yang bertugas mengawasi keamanan
jalannya kegiatan wisata.
Kualifikasi sumber daya manusia mengacu pada Standar
Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia

8. | Pelayanan -

9. | Persyaratan Persyaratan jasa yang dihasilkan sesuai dengan
Produk/Jasa | persyaratan yang tercantum dalam standar usaha pada

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

10. | Sistem Sistem manajemen usaha yang dilaksanakan sesuai
Manajemen dengan yang tercantum dalam standar usaha pada
Usaha Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian Penilaian kesesuaian untuk kegiatan wisata tirta
dan lainnya dilakukan melalui verifikasi oleh verifikator
Pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhadap:

1. proposal saat
berusaha;

2. pemenuhan persyaratan;

3- realisasi kegiatan usaha pada tahap:

a. realisasi pembangunan sarana prasarana
wisata 30% (tiga puluh persen) dari rencana
awal;

b. realisasi pembangunan sarana prasarana
wisata 70% (tujuh puluh) dari rencana awal;
dan

c. realisasi pembangunan sarana prasarana
wisata 100% (seratus persen) dari rencana
awal.

pada pengajuan  perizinan

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan

a. Cakupan pengawasan kegiatan Wisata Tirta
Lainnya yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini adalah terkait kesesuaian
standar perizinan berusaha.
Pengawasan terhadap kegiatan Wisata Tirta
Lainnya dilaksanakan di:
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1) lokasi pesisir,
2) bentang laut, dan
3) kolom air.

b. Cara pengawasan kegiatan Wisata Tirta Lainnya
dilakukan secara rutin dan insidental.
1) Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a) laporan pelaku usaha, dilakukan atas
laporan yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku
Usaha terhadap standar pelaksanaan
usaha dan perkembangan kegiatan
usaha.

b) inspeksi lapangan, dalam = bentuk
kunjungan fisik atau melalui virtual.

c) Inspeksi lapangan dilakukan dengan
cara:

(1) memasuki dan memeriksa lokasi
kegiatan Wisata Tirta Lainnya;

(2) memeriksa kesesuaian dokumen
perizinan dan kelengkapan dokumen:

(a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

(b) Izin persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha; dan

() Perkembangan usaha.

(3) memeriksa proses kegiatan kegiatan

Wisata Tirta Lainnya;

(4) mendokumentasikan kegiatan
pengawasan.

2) Pengawasan insidental dilakukan

berdasarkan pengaduan masyarakat

dan/atau pelaku usaha. Pengawasan
insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau melalui virtual.

c. Intensitas pengawasan

1) Laporan perkembangan kegiatan usaha

2) (2) Inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap
lokasi usaha.

3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang telah dilakukan
sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali
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dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (time
schedule, perangkat kerja pelaksanaan
pengawasan/kuesioner)

a. Perencanaan pengawasan dituangkan dalam
dokumen rencana kerja pengawasan yang
disusun setiap 1 (satu) tahun.

b. Perangkat Kerja Pengawasan
1) dilengkapi dengan surat tugas yang

dikeluarkan oleh atasan langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas dan
atribut sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

3) dilengkapi dengan instrument
pengawasan, seperti:

a) peta lokasi wisata tirta lainnya,;

b) GPS;

c) peralatan dokumentasi kegiatan;

d) Daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha

terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan
kewajiban;

e) Form Berita Acara Pengawasan;
dan/atau

f) Perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
Pengawasan.

3. Hak dan kewajiban Polsus PWP3K
a. Hak:

1) Memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) Mendapatkan data dan informasi terkait
dengan pelaksanaan tugas; dan

3) Dalam hal diperlukan, pelaksana
pengawasan dapat meminta bantuan
pihak ketiga yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi untuk
melakukan dukungan terhadap
kebutuhan tertentu terkait kegiatan
pengawasan yang sedang dilaksanakan.
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Kewajiban:
1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan
usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode etik
pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan

a.

b.

Pelaksanaan pengawasan kegiatan Wisata

Tirta Lainnya dilakukan oleh Polsus PWP3K.

Persyaratan untuk diangkat sebagai Polsus

PWP3K:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
pegawai negeri sipil pada instansi pusat
dan instansi daerah yang bekerja di
bidang perikanan dengan pangkat paling
rendah Pengatur Muda/golongan ruang
I1/b;

2) telah mengikuti pelatihan kepolisian
khusus yang  dibuktikan dengan
sertifikat kelulusan; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

S. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh Polsus PWP3K dan
Pelaku Usaha;

berita acara dilengkapi dengan kesimpulan
hasil inspeksi lapangan;

pengisian dan penandatangan berita acara
dilakukan secara elektronik pada sistem
OSS atau secara manual oleh Polsus PWP3K
dan pelaku usaha;

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilaksanakan secara elektronik
pada sistem OSS hasil inspeksi lapangan
dilaporkan  dengan  mengisi = formulir
elektronik yang memuat kesimpulan hasil
inspeksi lapangan oleh Polsus PWP3K; dan
dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual, hasil
inspeksi lapangan dilaporkan dengan
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mengisi formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada
sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS
oleh Polsus PWP3K paling lambat 3 (tiga)
hari setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran Pengaduan Masyarakat melalui

a. SMS Gateway nomor 0858-8888-4171;

b. Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

c. Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau dinas yang
membidangi kelautan dan perikanan di
Provinsi.
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SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

1.

Standar Usaha Penangkapan Pisces/lkan Bersirip di Laut

No.

KBLI 03111

Penangkapan Pisces/lkan Bersirip di Laut

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan pisces/ikan bersirip meliputi ikan
cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo,
pelagis besar lainya, layang, kembung, selar, lemuru,
kembang, belanak, julung-julung, pelagis kecil lainnya,
kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut,
kerapu, pari, kurisi, remang, layang, tembang, siro,
ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang,
ikan demersal lainnya, di laut, muara sungai, laguna
dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut,
termasuk kegiatan kapal yang digunakan baik untuk
menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan
ikan.

Istilah dan
Definisi

a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku wusaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

b. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem = bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

c. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan.

d. Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas Nelayan Kecil
dan tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

e. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.
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Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
maupun yang tidak menggunakan  Kapal
Penangkap lkan.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat
apung lain vang dipergunakan untuk melakukan

penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,
pengangkutan ikan, pengolahan ikan,
pelatihan perikanan, dan penelitian/

eksplorasi perikanan.

Kapal Penangkap lkan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/
atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengolah Tkan adalah kapal atau alat apung
lainnya yang bersifat statis dan secara khusus
dipergunakan untuk melakukan pengolahan ikan
dengan menggunakan bahan baku dari hasil
tangkapan dan/atau hasil budi daya menjadi
produk antara dan/atau produk akhir.

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

. Alat Bantu Penangkapan lkan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan
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yang merupakan bagian dari WPPNRI dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang
selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu
sistem pengawasan kapal perikanan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

. Ahli Penangkapan Ikan adalah awak kapal
perikanan yang memiliki kompetensi dalam
mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab, dan melaporkan kegiatan
penangkapan Ikan.

Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut
Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.

. Anak Buah Kapal adalah awak kapal perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan lkan;

Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam Buku
Sijil.

Buku Sijjil adalah buku yang berisi daftar Awak
Kapal Perikanan yang sesuai dengan jabatan yang
bekerja di Kapal Perikanan.

Organisasi  Pengelolaan  Perikanan  Regional
(Regional Fisheries Management Organization)
adalah organisasi pengelolaan perikanan regional
yang memiliki ketentuan atau pengaturan
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tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi
dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah
tertentu.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross
tonnage atau tanpa menggunakan = Kapal
Penangkap lkan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait:

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) Alat Penangkapan Ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan;

(4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan

(5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku

efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

b) Nelayan Kecil yang tidak menggunakan

kapal, terkait:

(1) daerah penangkapan ikan; dan

(2) Alat Penangkapan Ikan.

2) Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi Nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

3) Perubahan pernyataan mandiri berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:

a) kepemilikan kapal,;

b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;

d) ukuran kapal; dan

e) Pelabuhan Pangkalan.

4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
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dan/atau Kapal Pengolah Tkan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.

Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap lkan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.

b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

S)

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan,;
b) Buku Kapal Perikanan;
c¢) menyampaikan informasi meliputi:
(1) daerah penangkapan ikan;
(2) Alat Penangkapan Ikan;
(3) Pelabuhan Pangkalan;
(4) ukuran kapal; dan
(5) negara tujuan, bagi yang akan
beroperasi di laut lepas dan akan
mendaratkan hasil tangkapan di
negara lain yang merupakan negara
anggota  Organisasi  Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management Organization)
pada wilayah Organisasi Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management Organization)
yang sama.
Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan,;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) daerah penangkapan ikan; dan/atau
d) Pelabuhan Pangkalan.
Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan
dengan menyampaikan/mencantumkan:
a) nomor register Kapal Perikanan yang
tercantum di Buku Kapal Perikanan;
b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.
Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf
b), apabila terdapat perubahan pada Alat
Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal
Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan
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Negara Bukan Pajak.

6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud
pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan.

7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan
sejak masa berakhirnya perizinan berusaha
tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru.

8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan
Berusaha, harus mengajukan permohonan,
untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan;
atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

c. Durasi pemenuhan:

1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

d. Ketentuan lain lain

Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah

penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib

mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di

dalam negeri sesuai yang tercantum dalam

Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan a. Skala usaha mikro
Khusus Usaha 1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku;

2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau  petugas Log Book
Penangkapan lkan setiap kali mendaratkan
ikan; dan

3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan.

b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan bagi kapal penangkap ikan yang

melakukan pembayaran pasca produksi;

Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali

akan berlayar;

Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan

sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan

dalam Persetujuan Berlayar;

Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan

Berlayar berdasarkan:

a) ukuran kapal,

b) Alat Penangkapan Ikan; dan

c) daerah penangkapan ikan.

Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan

mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik

secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau petugas Log Book

Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan

ikan;

Mengaktifkan transmitter SPKP, bagi Kapal

Penangkap Ikan yang memperoleh perizinan

berusaha dari Menteri; dan

Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih

Muatan wajib memenuhi ketentuan:

a) mengaktitkan transmitter SPKP, untuk
Kapal Penangkap lkan yang memperoleh
perizinan berusaha dari Menteri;

b) melaporkan hasil tangkapan kepada
kepala Pelabuhan Pangkalan;

c) mengalihkan hasil tangkapan ikan
kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau
Kapal Pengolah Ikan mitranya;

d) Mitra sebagaimana dimaksud pada
huruf c¢ tercantum dalam perizinan
berusaha Kapal Penangkap Ikan,
termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang
berada dalam satu kesatuan usaha

e) mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang
sama dengan Kapal Pengangkut Ikan,
untuk Kapal Penangkap Ikan yang
memperoleh perizinan berusaha
penangkapan ikan dari Menteri; dan

f) membuat Berita Acara Alih Muatan
setiap kali melakukan Alih Muatan.

Sarana

Kegiatan Penangkapan lkan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:

1)

Jaring lingkar
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2)

3)

a) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu
kapal

b) Pukat cincin pelagis besar dengan satu
kapal

c) Pukat cincin teri dengan satu kapal

d) Pukat cincin pelagis kecil dengan dua

kapal
e) Jaring lingkar tanpa tali kerut
Jaring Tarik
a) Jaring tarik pantai
b) Payang

c) Jaring Tarik Berkantong
Jaring Hela

a) Jaring hela udang berkantong
b) Jaring hela ikan berkantong
Jaring Angkat

a) Anco

b) Bagan berperahu

c) Bouke ami

d) Bagan tancap

Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan
a) Jala jatuh berkapal

b) Jala tebar

Jaring Insang

a) Jaring insang tetap
Jaring insang hanyut
Jaring insang lingkar
Jaring insang berpancang
Jaring insang berlapis
Jaring insang kombinasi
erangkap

Set net

Bubu

Bubu bersayap

Pukat labuh

Togo

Ambai

Jermal

Pengerih

i) Sero

Pancing

a) Pancing ulur

b) Pancing ulur tuna

c) Pancing berjoran

d) Huhate

e) Huhate mekanis

f) Rawai dasar

g) Rawai tuna

h) Tonda

1) Pancing layang-layang

z

~— . ~——

PRS0 20TE TSR0
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9) Alat Penangkapan lkan Lainnya
a) Tombak
b) Ladung
c) Panah
d) Pukat dorong
e) Seser

untuk  skala usaha mikro  diperbolehkan

menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan,

namun dalam operasionalnya digunakan secara
bergantian.

Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan

selektivitas Alat Penangkapan Ikan, kapasitas Alat

Penangkapan lkan, alat bantu penangkapan Ikan,

jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan

ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.

Ketentuan Lain-Lain

1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan:

a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.

2) API didalam KBLI 03111 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03112, KBLI 03113, KBLI 03115,
KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan
KBLI 03119.

Struktur
Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro
memiliki  sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar

terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli
Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh
nakhoda.
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Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira bagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;

b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap
operasional alat penangkapan ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau penanganan
ikan;

f) Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian mesin dalam melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan
mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda, harus memiliki Sertifikat Ahli

Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I);

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;
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f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan;

g) Operator mesin  pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin  Kapal
Perikanan; dan

i)  Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang
dari tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda,
Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak
Buah Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

2)  Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus
memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan
Basic Safety Training-Fisheries (dapat
dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

3) Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II);

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

e) Operator mesin pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.
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SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN III); dan

2)  Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di

atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross

tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan
Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap lkan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage; dan

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja
pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas
30 (tiga puluh) gross tonnage.

c. Ketentuan Lain-lain
Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari

2024.
Pelayanan -
Persyaratan a. Skala usaha mikro
Produk/Proses/J -
asa b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
Ikan yang Baik di atas kapal.
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10.

Sistem
Manajemen
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

wajib membayar biaya penempatan pemantau
regional di atas kapal ke Organisasi Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional Fisheries Management
Organization), untuk Kapal Penangkap lkan yang
melakukan alih muatan di laut lepas.

11.

Penilaian
Kesesuaian dan
Pengawasan

Penilaian Kesesuaian

Skala usaha mikro

Penilaian kesesuaian skala usaha mikro
dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha wuntuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:

1.

a.

Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan

kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan;

2) Alat Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan Pangkalan;

4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
dan

5) Kapal Penangkap lkan pada saat
melakukan kegiatan wusaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Bagi Nelayan Kecil yang tidak

menggunakan kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan; dan

2) Alat Penangkapan Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan
tangkap atau pemerintah provinsi sesuai
dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan;
d) kisaran ukuran Kapal
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Penangkap lkan; dan

e) negara tujuan, bagi yang akan
beroperasi di laut lepas dan
akan mendaratkan hasil
tangkapan di negara lain yang
merupakan negara anggota

Organisasi Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management
Organization) pada  wilayah
Organisasi Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management

Organization) yang sama.
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
Penangkap lkan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.
3) pemenuhan kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi.

B. Pengawasan

1. Norma Pengawasan:
a. Cakupan:
Pengawasan kegiatan penangkapan

pisces/ikan bersirip di laut tersebut

dilaksanakan di:

1) Wilayah  Pengelolaan  Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Laut Lepas;

3) Kapal Penangkapan Ikan;

4) Pelabuhan  Perikanan  dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

5) Sentra Nelayan; dan/atau

6) Kawasan Konservasi Perikanan.

Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan pisces/ikan bersirip di laut
dilakukan sebagai berikut:
1) Skala usaha mikro:
Pengawasan terhadap kegiatan
usaha penangkapan pisces/ikan
bersirip di laut untuk tingkat risiko
menengah rendah:
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2)

b)

Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal, dilakukan
melalui

(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:
(a) kesesuaian informasi:
(i) daerah
penangkapan
ikan;
(i) Alat
Penangkapan
Ikan;

(iij) Pelabuhan
Pangkalan; dan
(iv) ukuran kapal.

(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan;

(c) kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari
2024.

(2) pemeriksaan kepemilikan

Persetujuan Berlayar; dan

(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan

Pangkalan.

Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, dilakukan
melalui

(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:
(a) daerah penangkapan
ikan; dan
(b) Alat Penangkapan
Ikan.
(2) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

memeriksa kewajiban pelaporan
hasil tangkapan ikan yang
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C.

b)

g)

dituangkan dalam Log Book
Penangkapan Ikan;

memeriksa keaktifan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 gross
tonnage dan beroperasi di atas
12 mil laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan
yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen/sertifikat kompetensi
sesuai jabatannya;

memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar;
memeriksa Berita Acara Alih
Muatan;

memeriksa bukti pembayaran
biaya penempatan pemantau di

atas kapal regional ke
Organisasi Pengelolaan
Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management
Organization), untuk  Kapal
Penangkap Ikan yang

melakukan alih muatan di Laut
Lepas.

Intensitas Pengawasan
Intensitas  pengawasan  dilaksanakan

pada:

1) Skala usaha mikro:

a)

Pengawasan rutin dilakukan
secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat kepatuhan pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan  melalui inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
yang dilakukan pengawas
perikanan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas pengawasan rutin
yang telah dilakukan
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2)

b)

sebelumnya pelaku usaha

dinilai patuh, inspeksi lapangan

untuk tingkat risiko menengah

rendah, tidak dilakukan.

pengawasan insidental

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual; dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan
pelaku usaha kepada
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
yang memuat:

(a) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha
memuat realisasi
produksi  setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksi lapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual dengan
ketentuan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil

penilaian atas pengawasan rutin

yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan
untuk tingkat risiko tinggi,
dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap Kapal Penangkap Ikan.
pengawasan insidental:

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual, dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.
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2.

3.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.

a. Rencana pengawasan
Perencanaan pengawasan dituangkan
dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun tahunan.

b. Perangkat Kerja Pengawasan:

1)

2)

3)

dilengkapi dengan surat perintah

tugas yang dikeluarkan oleh atasan

langsung;

wajib menggunakan pakaian dinas

dan  atribut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti:

a) Berita Acara Pemeriksanaan;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

Hak dan Kewajiban

a. Hak

1)

2)

3)

memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat

memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan
permintaan dari Pengawas
Perikanan.

b. Kewajiban

1)

2)

3)

menjaga  kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan
menjaga profesionalisme dan kode
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4.

6.

etik pengawasan.

Pelaksana Pengawasan

a.

Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

pihak ketiga yang kompeten dan/atau

bersertifikat atau terakreditasi.

Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha;

dalam hal pengisian penandatangan
berita  acara  dilaksanakan = secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik  yang  memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan  hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.

b.

SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
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atau

c. Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas
yang membidangi perikanan di Provinsi.
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2. Standar Usaha Penangkapan Crustacea di Laut

No. KBLI 03112
Penangkapan Crustacea di Laut
1. | Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan crustacean meliputi udang (udang
windu, udang putih, udang dogol), lobster, kepiting,
rajungan dan crustacea laut lainnya di laut, muara
sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi
pasang surut.
2. |Istilah dan | a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
Definisi kepada pelaku wusaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

b. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem = bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

c. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

d. Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

e. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

f. Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

g. Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
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maupun yang tidak menggunakan  Kapal
Penangkap Ikan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan lkan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah  pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
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sistem pengawasan kapal perikanan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross
tonnage atau tanpa  menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait:

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) Alat Penangkapan Ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan;

(4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
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(5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, terkait
(1) daerah penangkapan ikan; dan
(2) Alat Penangkapan Ikan.

2) Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

3) Perubahan pernyataan mandiri berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:

a) kepemilikan kapal;

b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;

d) ukuran kapal; dan

e) Pelabuhan Pangkalan.

4) Kapal Penangkap lkan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.

S5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap lkan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:

a) Surat Izin Usaha Perikanan;

b) Buku Kapal Perikanan;

c) menyampaikan informasi
1) daerah penangkapan ikan;
2) alat penangkapan ikan;
3) Pelabuhan Pangkalan; dan
4) ukuran kapal.

2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:

a) Surat Izin Usaha Perikanan;

b) Buku Kapal Perikanan;

c) daerah penangkapan ikan; dan
d) Pelabuhan Pangkalan.

4) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf
b), apabila terdapat perubahan pada Alat
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Penangkapan lkan dan/atau ukuran Kapal
Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Masa berlaku perizinan berusaha subsektor

penangkapan ikan sebagaimana dimaksud

pada angka 4) 1 tahun sejak diterbitkan.

Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan

dengan (menyampaikan/mencantumkan):

a) nomor register Kapal Perikanan yang
tercantum di Buku Kapal Perikanan;

b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan

c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.

Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan

sejak masa berakhirnya perizinan berusaha

tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru.

Setiap Orang yang telah memiliki Perizinan

Berusaha, harus mengajukan permohonan

untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan;
atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

c. Durasi pemenuhan:

1)

2)

paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

d. Durasi pemenuhan:
Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib
mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di
dalam negeri sesuai yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

1)

2)

Skala usaha mikro

memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku;

melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
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syahbandar atau  petugas Log  Book
Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan
ikan; dan
membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi kapal penangkap ikan yang
melakukan pembayaran pasca produksi;
Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali
akan berlayar;

Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Persetujuan Berlayar;

Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan
Berlayar berdasarkan:

a) ukuran kapal;

b) Alat Penangkapan Ikan; dan

c) daerah penangkapan ikan

Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan lkan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau  petugas Log  Book
Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan
ikan; dan

Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan
kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan
yang memperoleh perizinan berusaha dari
Menteri.

Sarana

Kegiatan Penangkapan lkan menggunakan Kapal
Penangkap Tkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:

6)

Jaring Tarik

Jaring tarik berkantong
Jaring Hela

Jaring hela udang berkantong
Jaring Angkat

Anco

Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan
Jala tebar

Jaring Insang

a) Jaring insang tetap

b) Jaring insang berlapis

c) Jaring insang kombinasi
Perangkap




- 177 -

a) Bubu

b) Bubu bersayap

c) Pukat labuh

d) Togo

e) Ambai

f)  Jermal

g) Pengerih

7) Alat Penangkapan Ikan Lainnya
a) Pukat dorong
b) Seser

untuk  skala usaha mikro  diperbolehkan
menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan,
namun dalam operasionalnya digunakan secara
bergantian.
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan,
jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.

Ketentuan Lain-Lain

1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan:

a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar S5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.

2) APl didalam KBLI 03112 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03111, KBLI 03113, KBLI 03115,
KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan
KBLI 03119.

Struktur
Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro
memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar

terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan lkan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
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3)

melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli

Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh

nakhoda.

Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira bagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;

b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin,;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap
operasional alat penangkapan ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau penanganan
ikan;

f) Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian mesin dalam melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan
mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan lkan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli

Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I);

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
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Operasional Penangkapan lkan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

g) Operator mesin pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin Kapal
Perikanan; dan

i)  Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari
tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II);

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan;

e) Operator mesin pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat  Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.
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SDM untuk Kapal Penangkap lkan berukuran di
atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda harus memiliki paling rendah
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN-III); dan

2)  Anak Buah Kapal harus memiliki:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan
Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1)  Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage;

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja
pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas
30 (tiga puluh) gross tonnage.

Ketentuan Lain-lain

Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2024.

Pelayanan

Persyaratan Skala usaha mikro

Produk/Proses/J -

asa Skala usaha kecil, menengah, dan besar

menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
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Ikan yang Baik di atas kapal.

10. | Sistem -
Manajemen
Usaha
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1. Skala usaha mikro
Pengawasan Penilaian kesesuaian skala usaha mikro
dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha wuntuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:
a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan
kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan;
2) Alat Penangkapan Ikan;
3) Pelabuhan Pangkalan;
4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
dan
5) Kapal Penangkap Ikan pada saat
melakukan kegiatan wusaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b. Bagi Nelayan Kecil yang  tidak
menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan
2) Alat Penangkapan Ikan.
2. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan
tangkap atau pemerintah provinsi sesuai
dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan; dan
d) kisaran ukuran Kapal
Penangkap Ikan.
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
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Penangkap lkan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.
3) pemenuhan kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan
Pajak/Retribusi.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan:

a.

Cakupan:

Pengawasan kegiatan penangkapan

crustacea di laut tersebut dilaksanakan

di:

1) Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Kapal Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan  Perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau

5) Kawasan Konservasi Perikanan.

Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan crustacea di laut dilakukan
sebagai berikut:
1) Skala usaha mikro:
Pengawasan  terhadap kegiatan
usaha penangkapan crustacea di
laut untuk tingkat risiko menengah
rendah:
a) Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal, dilakukan

melalui

(1) pemeriksaan kesesuaian
sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:

(a) kesesuaian informasi:
(i) daerah
penangkapan
ikan;
(ii)) Alat Penangkapan
Ikan;
(iij) Pelabuhan
Pangkalan; dan
(iv) ukuran kapal.
(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan




- 183 -

2)

b)

(c) kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari
2024;

(2) pemeriksaan kepemilikan

Persetujuan Berlayar; dan

(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan

Pangkalan.

Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, dilakukan
melalui

(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:
(a) daerah penangkapan
ikan; dan
(b) Alat Penangkapan
Ikan.
(2) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

memeriksa kewajiban pelaporan
hasil tangkapan ikan yang
dituangkan dalam Log Book
Penangkapan Ikan;

memeriksa keaktifan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan, bagi kapal
berukuran di atas S gross
tonnage dan beroperasi di atas
12 mil laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan
yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen/sertifikat kompetensi
sesuai jabatannya; dan
memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar.
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c. Intensitas Pengawasan
Intensitas  pengawasan  dilaksanakan
pada:
1) Skala usaha mikro:

a) Pengawasan rutin dilakukan

secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat kepatuhan pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan  melalui inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
yang dilakukan pengawas
perikanan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan
untuk tingkat risiko menengah
rendah, tidak dilakukan.

b) pengawasan insidental
(1) dilakukan melalui inspeksi

lapangan atau secara
virtual; dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

2) Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a) pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan
pelaku usaha kepada
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
yang memuat:

(a) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha
memuat realisasi
produksi  setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksi lapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual dengan
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ketentuan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil

penilaian atas Pengawasan rutin

yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan
untuk tingkat risiko tinggi,
dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk
setiap Kapal Penangkap Ikan.

b) pengawasan insidental:

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual, dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a. Rencana pengawasan
Perencanaan pengawasan dituangkan
dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun tahunan.
b. Perangkat Kerja Pengawasan:

1)

2)

3)

dilengkapi dengan surat perintah

tugas yang dikeluarkan oleh atasan

langsung;

wajib menggunakan pakaian dinas

dan atribut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti:

a) Berita Acara Pemeriksanaan;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak

1)

2)

memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan
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4.

5.

b.

3) dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat

memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan
permintaan dari Pengawas
Perikanan.

Kewajiban

1) menjaga  kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

Pelaksana Pengawasan

a.

Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

pihak ketiga yang kompeten dan/atau

bersertifikat atau terakreditasi.

Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha,;

dalam hal pengisian penandatangan
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6.

berita  acara  dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik  yang  memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan  hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.
b.

SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id,
atau

Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas
yang membidangi perikanan di Provinsi.
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3. Standar Usaha Penangkapan Mollusca di Laut

No.

KBLI 03113
Penangkapan Mollusca di Laut

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan mollusca meliputi cumi-cumi, sotong,
gurita, dan jenis lainnya; remis, simping, kerang darah,
kerang hijau, tiram, dan jenis kekerangan lainnya di
laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang
dipengaruhi pasang surut.

Istilah dan
Definisi

a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku wusaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

b. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem = bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

c. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

d. Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

e. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

f. Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

g. Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
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maupun yang tidak menggunakan  Kapal
Penangkap Ikan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan Penangkapan
Ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut lkan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan lkan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan lkan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
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sistem pengawasan kapal perikanan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan S (lima) gross
tonnage atau tanpa menggunakan = Kapal
Penangkap lkan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) Alat Penangkapan Ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan;

(4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
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2)

3)

4)

5)

(5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

b) Nelayan Kecil yang tidak menggunakan

kapal, terkait:

(1) daerah penangkapan ikan; dan

(2) Alat Penangkapan Ikan.
Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
Perubahan  pernyataan mandiri berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:
a) kepemilikan kapal;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;
d) ukuran kapal; dan
e) Pelabuhan Pangkalan.
Kapal Penangkap lkan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
dan/atau Kapal Pengolah Tkan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap lkan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

3)

4)

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) menyampaikan informasi

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) alat penangkapan ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan; dan

(4) ukuran kapal.
Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) daerah penangkapan ikan; dan
d) Pelabuhan Pangkalan.
Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan
dengan (menyampaikan/mencantumkan):
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a) nomor register Kapal Perikanan yang
tercantum di Buku Kapal Perikanan;

b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan

c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.

S) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf
b), apabila terdapat perubahan pada Alat
Penangkapan lkan dan/atau ukuran Kapal
Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud
pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan.

7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan
sejak masa berakhirnya perizinan berusaha
tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru;

8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan
Berusaha, harus mengajukan permohonan,
untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan;
atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

Durasi pemenuhan:

1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

Ketentuan lain lain

Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib
mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di
dalam negeri sesuai yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

Skala usaha mikro

1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku,;

2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
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3)

syahbandar atau  petugas Log  Book
Penangkapan lkan setiap kali mendaratkan
ikan; dan
Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi kapal penangkap ikan yang
melakukan pembayaran pasca produksi;
Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali
akan berlayar;

Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Persetujuan Berlayar;

Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan
Berlayar berdasarkan:

a) ukuran kapal,

b) Alat Penangkapan lkan; dan

c) daerah penangkapan ikan

Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan lkan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau  petugas Log  Book
Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan
ikan; dan

Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan
kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan
yang memperoleh perizinan berusaha dari
Menteri.

Sarana

Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Jaring Tarik

a) Payang

b) Jaring tarik berkantong
Jaring Hela

a) Jaring hela udang berkantong
b) Jaring hela ikan berkantong
Penggaruk

a) Penggaruk berkapal

b) Penggaruk tanpa kapal
Jaring Angkat

a) Bagan berperahu

b) Bouke ami

c) Bagan tancap
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5) Alat yang Dijatuhkan atau Ditebarkan
Jala jatuh berkapal
6) Perangkap
Pukat labuh
7) Pancing
a) Pancing cumi
b) Pancing cumi mekanis
8) Alat Penangkapan Ikan Lainnya
Ladung
untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2
(dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam
operasionalnya digunakan secara bergantian.

Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan lkan, alat bantu penangkapan Ikan,
jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.

Ketentuan Lain-Lain

1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan:

a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di 2zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.

2) APl didalam KBLI 03113 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03115,
KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan
KBLI 03119.

Struktur
Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro
memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar

terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
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3)

melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli

Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh

nakhoda.

Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira Dbagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;

b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin,;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap
operasional alat penangkapan ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau penanganan
ikan;

f) Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian mesin dalam melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan
mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan lkan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli

Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling rendah
harus memiliki Sertifikat Ahli Teknika
Kapal Perikanan (ATKAPIN I);

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
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Operasional Penangkapan Ikan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

g) Operator mesin pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin Kapal
Perikanan; dan

i) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari
tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nakhoda paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II);

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan;

e) Operator mesin pendingin, harus
memiliki Sertifikat Basic Safety Training-
Fisheries dan  Sertifikat  Refrigerasi
Penyimpanan Ikan,;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries dan
Sertifikat  Perawatan  Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.
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SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN III); dan

2)  Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan
Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap lkan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage; dan

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja
pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas
30 (tiga puluh) gross tonnage.

c. Ketentuan Lain-lain

Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2024.

Pelayanan -

Persyaratan a. Skala usaha mikro

Produk/Proses/J -

asa b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
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Ikan yang Baik di atas kapal.

10. | Sistem -
Manajemen
Usaha
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1. Skala usaha mikro
Pengawasan Penilaian kesesuaian skala wusaha mikro
dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha untuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:
a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan
kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan;
2) Alat Penangkapan Ikan;
3) Pelabuhan Pangkalan;
4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
dan
5) Kapal Penangkap Ikan pada saat
melakukan kegiatan wusaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b. Bagi Nelayan Kecil yang  tidak
menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan
2) Alat Penangkapan Ikan.
2. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan
tangkap atau pemerintah provinsi sesuai
dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan; dan
d) kisaran ukuran Kapal
Penangkap lkan.
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
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B.

Penangkap lkan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.

3) pemenuhan kewajiban pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi.

Pengawasan
1. Norma Pengawasan:

a.

Cakupan:

Pengawasan  kegiatan  penangkapan

mollusca di laut tersebut dilaksanakan

di:

1) Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia
(WPPNRI);

2) Kapal Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan Perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau

S5) Kawasan Konservasi Perikanan.

Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan mollusca di laut dilakukan
sebagai berikut:
1) Skala usaha mikro:
Pengawasan terhadap kegiatan
usaha penangkapan mollusca di
laut untuk tingkat risiko menengah

rendah:
a) Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal,

dilakukan melalui
(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar

pernyataan mandiri

dengan:

(a) kesesuaian
informasi:

(i) daerah
penangkapan
ikan;

(ii) Alat
Penangkapan
Ikan;

(iij) Pelabuhan
Pangkalan; dan
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2)

(iv) ukuran kapal.

(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan;

(c) kepemilikan
Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari
2024.

(2) pemeriksaan kepemilikan

Persetujuan Berlayar; dan

(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan

Pangkalan.
Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal,

dilakukan melalui
(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar

pernyataan mandiri

dengan:

(a) daerah penangkapan
ikan; dan

(b) Alat Penangkapan
Ikan.

(2) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

d)

memeriksa kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan yang dituangkan dalam
Log Book Penangkapan lkan;
memeriksa keaktifan
transmitter Sistem Pemantauan
Kapal Perikanan, bagi kapal
berukuran di atas S gross
tonnage dan beroperasi di atas
12 mil laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan
Ikan yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen /sertifikat
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e)

kompetensi sesuai jabatannya;
memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar.

c. Intensitas Pengawasan
Intensitas pengawasan dilaksanakan
pada:
Skala usaha mikro:

1)

a)

Pengawasan rutin dilakukan
secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat  kepatuhan  pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan melalui inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan
penyuluhan yang dilakukan
pengawas perikanan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas pengawasan
rutin yang telah dilakukan
sebelumnya  pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi
lapangan untuk tingkat risiko
menengah rendah, tidak
dilakukan.

pengawasan insidental

(1) dilakukan melalui
inspeksi lapangan atau
secara virtual; dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan
pelaku  usaha kepada
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan
kewenangannya yang
memuat:

(a) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha




- 202 -

memuat realisasi
produksi setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksilapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual
dengan ketentuan 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan

hasil penilaian atas
pengawasan rutin yang
telah dilakukan

sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi
lapangan untuk tingkat
risiko tinggi, dilaksanakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap Kapal
Penangkap lkan.
b) pengawasan insidental:

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau  secara
virtual; dan

(2) berdasarkan  pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
Rencana pengawasan

Perencanaan pengawasan dituangkan
dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun tahunan.
Perangkat Kerja Pengawasan:

a.

1)

2)

3)

dilengkapi dengan surat perintah

tugas yang dikeluarkan oleh atasan

langsung;

wajib menggunakan pakaian dinas

dan atribut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,;
dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti:

a) Berita Acara Pemeriksanaan;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha  terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban;
dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang
diperlukan dalam rangka
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mendukung pelaksanaan
pengawasan.

3. Hak dan Kewajiban
a. Hak

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

3) dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat

memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan
permintaan dari Pengawas
Perikanan.

b. Kewajiban

1) menjaga kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan
a. Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat ©paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

b. pihak ketiga yang kompeten dan/atau
bersertifikat atau terakreditasi.

5. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:
a. hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan dan
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ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

b. Dberita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;

c. pengisian dan penandatangan Dberita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha;

d. dalam hal pengisian penandatangan
berita acara dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

e. dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a. SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;

b. Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

c. Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di Provinsi.
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4. Standar Usaha Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di
Laut
No. KBLI 03115
Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut
1. Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan/pengambilan induk/benih ikan,
induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih
kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara
sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi
pasang surut.
2. Istilah dan | a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
Definisi kepada pelaku wusaha untuk memulai dan

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem  bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat
Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau
bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
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baik yang menggunakan Kapal Penangkap lkan
maupun yang tidak menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan Penangkapan
Ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut lkan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan lkan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah  pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan lkan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
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selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
sistem pengawasan kapal perikanan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan S (lima) gross
tonnage atau tanpa menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait

(1) daerah penangkapan ikan;
(2) Alat Penangkapan Ikan;
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2)

3)

4)

5)

6)

(3) lokasi budidaya ikan;
(4) jenis induk/benih ikan yang menjadi
target;
(5) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(6) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

b) Bagi Nelayan Kecil  yang tidak

menggunakan kapal, terkait

(1) daerah penangkapan ikan; dan

(2) Alat Penangkapan Ikan.
Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
Perubahan pernyataan mandiri berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:
a) kepemilikan kapal,;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;
d) ukuran kapal; dan
e) lokasi budidaya ikan.
Kapal Penangkap lkan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap lkan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.
Nelayan penangkap benih bening lobster
untuk pembudidayaan harus merupakan
nelayan yang telah ditetapkan sebagai nelayan
penangkap benih bening lobster.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

2)

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan,;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) Ukuran Kapal Penangkap Ikan sampai
dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;
d) menyampaikan informasi;
(1) daerah penangkapan ikan;
(2) alat penangkapan ikan;
(3) Pelabuhan Pangkalan; dan
(4) ukuran kapal.
Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan

dalam hal terdapat perubahan:

a) Surat Izin Usaha Perikanan,;

b) Buku Kapal Perikanan;

c) daerah penangkapan ikan; dan

d) Pelabuhan Pangkalan.

Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan

dengan (menyampaikan/mencantumkan):

a) nomor register Kapal Perikanan yang
tercantum di Buku Kapal Perikanan;

b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan

c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.

Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf

b), apabila terdapat perubahan pada Alat

Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal

Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Masa berlaku perizinan berusaha subsektor

penangkapan ikan sebagaimana dimaksud

pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan.

Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan

sejak masa berakhirnya perizinan berusaha

tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru;

Setiap orang yang telah memiliki Perizinan

Berusaha, harus mengajukan permohonan,

untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan;
atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

Durasi pemenuhan:

1)

2)

paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

Ketentuan lain lain
Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib
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mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di
dalam negeri sesuai yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

Skala usaha mikro

1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku;

2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau  petugas Log  Book
Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan
ikan; dan

3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan;

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi kapal penangkap ikan yang
melakukan pembayaran pasca produksi;

2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali
akan berlayar;

3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Persetujuan Berlayar;

4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan
Berlayar berdasarkan:
a) ukuran kapal,
b) Alat Penangkapan lkan; dan
c) daerah penangkapan ikan

5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan

mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau petugas Log Book
Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan
ikan; dan
6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan
kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan
yang memperoleh perizinan berusaha dari
Menteri.

Sarana

Kegiatan Penangkapan lkan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan lkan, sebagai berikut:
1) Penggaruk

Penggaruk tanpa kapal
2) Jaring Angkat
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Anco
3) Perangkap
a) Bubu
b) Sero
c) Set Net
d) Pukat labuh
4) Alat Penangkapan Ikan Lainnya

a) Seser

b) Pocongan dan sejenisnya
untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2
(dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam
operasionalnya digunakan secara bergantian.
Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan lkan, alat bantu penangkapan lkan,
jalur penangkapan Ikan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.
Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan

Konservasi hanya diperbolehkan:

a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar S (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.; dan

2) API didalam KBLI 03115 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,

yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113,

KBLI 03116, KBLI 03117, KBLI 03118, dan

KBLI 03119.

Struktur
Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro
memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar

terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan lkan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli
Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh
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3)

nakhoda.

Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira bagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;

b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab
terhadap operasional alat penangkapan
ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau

penanganan ikan,;

f)  Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian  mesin dalam = melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan
perawatan mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan lkan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli

Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I;

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan dan/atau
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Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

g) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic  Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

i)  Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari
tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan Ikan (Fishing Master), dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nakhoda paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II;

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

e) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.
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SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN-III); dan

2)  Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di

atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross

tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Kecakapan
Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 (lima)
gross tonnage; dan

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga
puluh) gross tonnage.

c. Ketentuan Lain-lain

Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2024.

Pelayanan -

Persyaratan a. Skala usaha mikro

Produk/Proses/ -

Jasa b. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
Ikan yang Baik di atas kapal.
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10. | Sistem -
Manajemen
Usaha
11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1. Skala usaha mikro
Pengawasan Penilaian kesesuaian skala usaha mikro
dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha wuntuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:
a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan
kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan;
2) Alat Penangkapan Ikan;
3) lokasi budidaya ikan;
4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
5) jenis induk/benih ikan yang menjadi
target; dan
6) Kapal Penangkap lkan pada saat
melakukan kegiatan wusaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b. Bagi Nelayan Kecil  yang tidak
menggunakan kapal, terkait
1) daerah penangkapan ikan; dan
2) Alat Penangkapan Ikan.
2. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan
tangkap atau pemerintah provinsi sesuai
dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan; dan
d) kisaran ukuran Kapal
Penangkap lkan.
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
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Penangkap lkan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.
3) pemenuhan kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan:

a.

Cakupan:

Pengawasan  kegiatan  Penangkapan/

Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut

tersebut dilaksanakan di:

1) Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Kapal Penangkap Ikan;

3) Pelabuhan  Perikanan  dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau

5) Kawasan Konservasi Perikanan.

Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan/pengambilan induk/benih
ikan di laut dilakukan sebagai berikut:
1)  Skala usaha mikro:
Pengawasan terhadap kegiatan
usaha penangkapan/pengambilan
induk/benih ikan di laut untuk
tingkat risiko menengah rendah:
a) Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal, dilakukan

melalui:

(1) pemeriksaan kesesuaian
sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:

(a) kesesuaian informasi:
(i) daerah
penangkapan
ikan;
(ii) Alat Penangkapan
Ikan;
(iii) Pelabuhan
Pangkalan; dan
(iv) ukuran kapal.
(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan; dan
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b)

(c) kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
tanggal 1  Januari
2024.

(2) pemeriksaan  kepemilikan

Persetujuan Berlayar; dan

(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan

Pangkalan.

Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, dilakukan
melalui

(1) pemeriksaan kesesuaian
sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:

(a) daerah penangkapan
ikan; dan
(b) Alat Penangkapan
Ikan.
(2) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

memeriksa kewajiban pelaporan
hasil tangkapan ikan yang
dituangkan dalam Log Book
Penangkapan Ikan;

memeriksa keaktifan transmitter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 gross
tonnage dan beroperasi di atas
12 mil laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan
yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen/sertifikat kompetensi
sesuai jabatannya; dan
memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar.
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C.

Intensitas Pengawasan

Intensitas  pengawasan  dilaksanakan
pada:
Skala usaha mikro:

1)

2)

a)

b)

Pengawasan rutin dilakukan
secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat kepatuhan pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan  melalui inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
yang dilakukan pengawas
perikanan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas pengawasan rutin
yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan
untuk tingkat risiko menengah
rendah, tidak dilakukan.
pengawasan insidental

(1) dilakukan melalui inspeksi

lapangan atau secara
virtual; dan
(2) berdasarkan pengaduan

dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan pelaku
usaha kepada
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
yang memuat:

(a) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha
memuat realisasi
produksi setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksilapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual dengan
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2.

3.

ketentuan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun
melalui inspeksi lapangan,
Dalam hal Dberdasarkan
hasil penilaian atas
Pengawasan rutin yang
telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai  patuh, inspeksi
lapangan untuk tingkat
risiko tinggi, dilaksanakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap Kapal
Penangkap Ikan.
b) pengawasan insidental:
(1) dilakukan melalui inspeksi

lapangan atau secara
virtual, dan
(2) berdasarkan pengaduan

dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
Rencana pengawasan

Perencanaan pengawasan dituangkan
dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun tahunan.
Perangkat Kerja Pengawasan:

a.

1)

2)

dilengkapi dengan surat perintah

tugas yang dikeluarkan oleh atasan

langsung;

wajib menggunakan pakaian dinas

dan  atribut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti;

a) Berita Acara Pemeriksanaan,;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

Hak dan Kewajiban

a.

Hak
1)

memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;
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2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

3) dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat
memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan permintaan
dari Pengawas Perikanan.

Kewajiban

1) menjaga kerahasiaan informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan

a.

Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat ©paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

pihak ketiga yang kompeten dan/atau

bersertifikat atau terakreditasi.

S. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:

a.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

Berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan Dberita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
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usaha;

Dalam hal pengisian penandatangan
berita  acara dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

Dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan  hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.
b.

SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id,
atau

Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di Provinsi.
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5. Standar Usaha Penangkapan Echinodermata di Laut

No.

KBLI 03116

Penangkapan Echinodermata di Laut

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan/pengambilan jenis echinodermata seperti
bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya
di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang
dipengaruhi pasang surut.

Istilah dan
Definisi

a.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku wusaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem = bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
maupun yang tidak menggunakan Kapal
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Penangkap lkan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan Penangkapan
Ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
sistem pengawasan kapal perikanan dengan
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menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan S (lima) gross
tonnage atau tanpa menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) Alat Penangkapan Ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan;

(4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
(5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
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2)

efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak

menggunakan kapal, terkait

(1) daerah penangkapan ikan; dan

(2) Alat Penangkapan Ikan.
Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
Perubahan  pernyataan mandiri berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:
a) kepemilikan kapal,;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;
d) ukuran kapal; dan
e) Pelabuhan Pangkalan.
Kapal Penangkap lkan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
dan/atau Kapal Pengolah Tkan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.
Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

2)

3)

4)

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan,;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) menyampaikan informasi

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) alat penangkapan ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan; dan

(4) ukuran kapal.
Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:
a) Surat Izin Usaha Perikanan;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) daerah penangkapan ikan; dan
d) Pelabuhan Pangkalan.
Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan
dengan (menyampaikan/mencantumkan):
a) nomor register Kapal Perikanan yang
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tercantum di Buku Kapal Perikanan;

b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan

c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.

5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf
b), apabila terdapat perubahan pada Alat
Penangkapan lkan dan/atau ukuran Kapal
Penangkap Tkan dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud
pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan.

7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan
sejak masa berakhirnya perizinan berusaha
tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru;

8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan
Berusaha, harus mengajukan permohonan,
untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan; atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap lkan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

Durasi pemenuhan:

1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

Ketentuan lain lain

Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib
mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di
dalam negeri sesuai yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

Skala usaha mikro

1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku;

2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau petugas Log  Book
Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan
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ikan; dan

3) Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan bagi kapal penangkap ikan yang
melakukan pembayaran pasca produksi;

2) Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan
berlayar;

3) Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Persetujuan Berlayar;

4) Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan
Berlayar berdasarkan:

a) ukuran kapal,
b) Alat Penangkapan Ikan; dan
c) daerah penangkapan ikan.

5) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau petugas Log  Book
Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan
ikan; dan

6) Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan
kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan
yang memperoleh perizinan berusaha dari
Menteri.

Sarana

Kegiatan Penangkapan lkan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:
1) Penggaruk

a) Penggaruk tanpa kapal

b) Penggaruk berkapal
2) Alat Penangkapan Ikan Lainnya

Ladung
untuk skala usaha mikro dapat menggunakan 2
(dua) Alat Penangkapan Ikan, namun dalam
operasionalnya digunakan secara bergantian.
Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan Ikan, alat bantu penangkapan Ikan,
jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.
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Ketentuan Lain-Lain
1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan
a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.

2) API didalam KBLI 03116 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113,
KBLI 03115, KBLI 03117, KBLI 03118, dan
KBLI 03119.

Struktur
Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro
memiliki  sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Struktur organisasi SDM dan SDM skala usaha

kecil, menengah, dan besar terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan Ikan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli
Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh
nakhoda.

3) Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira bagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;

b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin,;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab terhadap
operasional alat penangkapan ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau penanganan
ikan;

f)  Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian mesin dalam melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan perawatan
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mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan lkan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli
Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

2) Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus
memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan
Basic Safety Training-Fisheries (dapat
dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

3) Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I);

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

f)  Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

g) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic  Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

i)  Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

Struktur organisasi SDM untuk Kapal Penangkap
Ikan berukuran di atas 100 (seratus) sampai
dengan <300 (kurang dari tiga ratus) gross tonnage
terdiri atas Nakhoda, Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master), dan Anak Buah Kapal dengan
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ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nakhoda paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II);

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan;

e) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic  Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat ~ Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

Struktur organisasi SDM untuk Kapal Penangkap
Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) sampai
dengan 100 (seratus) gross tonnage terdiri atas
Nakhoda dan Anak Buah Kapal dengan ketentuan
sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN III); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.




- 231 -

SDM untuk Kapal Penangkap lkan berukuran di

atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross

tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap lkan berukuran di atas 5
(lima) gross tonnage;

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja
pada Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas
30 (tiga puluh) gross tonnage;

Ketentuan Lain-lain

Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2024.

8. Pelayanan
9. Persyaratan Skala usaha mikro
Produk/Proses/J -
asa Skala usaha kecil, menengah, dan besar
menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
Ikan yang Baik di atas kapal.
10. | Sistem
Manajemen
Usaha
11. | Penilaian Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan 1. Skala usaha mikro
Pengawasan Penilaian kesesuaian skala usaha mikro

dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha wuntuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:
a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan

kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan;

2) Alat Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan Pangkalan;

4) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
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efektif pada tanggal 1 Januari 2024;
dan

5) Kapal Penangkap Ikan pada saat
melakukan kegiatan usaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Bagi Nelayan Kecil yang tidak

menggunakan kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan; dan

2) Alat Penangkapan Ikan.

2. Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
perikanan tangkap atau pemerintah
provinsi sesuai dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan  alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan;
d) kisaran ukuran Kapal
Penangkap Ikan; dan
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
Penangkap lkan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.
3) pemenuhan kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan
Pajak/Retribusi.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan:

a.

Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan
Echinodermata di Laut tersebut

dilaksanakan di:

1) Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Kapal Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan Perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau
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5) Kawasan Konservasi Perikanan.

b. Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan echinodermata di laut
dilakukan sebagai berikut:
1) Skala usaha mikro:
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan/pengambilan
induk/benih ikan di laut untuk
tingkat risiko menengah rendah:
a) Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal, dilakukan

melalui
(1) pemeriksaan kesesuaian
sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:
(@) kesesuaian informasi:
(i) daerah
penangkapan
ikan;
(ii) Alat
Penangkapan
Ikan;

(iii) Pelabuhan
Pangkalan; dan
(iv) Ukuran kapal.
(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan
() kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
tanggal 1  Januari
2024;
(2) pemeriksaan  kepemilikan
Persetujuan Berlayar; dan
(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, dilakukan
melalui
(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar
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C.

pernyataan mandiri
dengan:
(@) daerah penangkapan
ikan; dan
(b) Alat Penangkapan
Ikan.
(2) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

2) Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

e)

memeriksa kewajiban pelaporan
hasil tangkapan ikan yang
dituangkan dalam Log Book
Penangkapan Ikan;

memeriksa keaktifan transmiter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan, bagi kapal berukuran
di atas S gross tonnage dan
beroperasi di atas 12 mil laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan
yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen/sertifikat kompetensi
sesuai jabatannya;

memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar.

Intensitas Pengawasan
Intensitas  pengawasan  dilaksanakan

pada:

1) Skala usaha mikro:

a)

Pengawasan rutin dilakukan
secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat kepatuhan pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan  melalui: inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
yang dilakukan pengawas
perikanan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas Pengawasan rutin
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2)

b)

yang telah dilakukan

sebelumnya pelaku usaha dinilai

patuh, inspeksi lapangan untuk

tingkat risiko menengah rendah,

tidak dilakukan.

pengawasan insidental

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual; dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan pelaku
usaha kepada
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
yang memuat:

(@) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha
memuat realisasi
produksi setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksilapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual dengan
ketentuan: 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun
melalui inspeksi lapangan,

Dalam hal berdasarkan hasil

penilaian atas Pengawasan rutin

yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha dinilai
patuh, inspeksi lapangan untuk
tingkat risiko tinggi,
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun untuk setiap

Kapal Penangkap Ikan.

pengawasan insidental:

(1) dilakukan melalui inspeksi

lapangan atau secara
virtual; dan
(2) berdasarkan pengaduan

dari masyarakat dan/atau
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2.

3.

pelaku usaha.

Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.

a.

Rencana pengawasan

Perencanaan pengawasan dituangkan

dalam dokumen rencana kerja

pengawasan yang disusun tahunan.

Perangkat Kerja Pengawasan:

1) dilengkapi dengan surat perintah
tugas yang dikeluarkan oleh atasan
langsung;

2) wajib menggunakan pakaian dinas
dan atribut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3) dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti:

a) Berita Acara Pemeriksanaan;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

Hak dan Kewajiban

a.

Hak

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

3) dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat
memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan permintaan
dari Pengawas Perikanan,;

b. Kewajiban

1) menjaga kerahasiaan informasi pelaku
usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan agar
tidak mengganggu keberlangsungan
usaha; dan
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3) menjaga profesionalisme dan kode etik

pengawasan.

4. Pelaksana Pengawasan

a.

Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

pihak ketiga yang kompeten dan/atau

bersertifikat atau terakreditasi;

S. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:

a.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

Berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha;

Dalam hal pengisian penandatangan
berita acara dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

Dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.
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6. Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a. SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;

b. Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id;
atau

c. Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas yang
membidangi perikanan di Provinsi.
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6. Standar Usaha Penangkapan Coelenterata di Laut

No.

KBLI 03117

Penangkapan Coelentera di Laut

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan ikan coelenterate seperti anemone laut,
polip, ubur-ubur dan lainnya di laut, muara sungai,
laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang
surut.

Istilah dan
Definisi

a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan

kepada pelaku wusaha wuntuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem = bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat
Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau
bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
maupun yang tidak menggunakan Kapal
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Penangkap lkan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan Penangkapan
Ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
sistem pengawasan kapal perikanan dengan
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menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

. Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut

Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan
Usaha

Skala usaha mikro

Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku usaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap Ikan dengan
ukuran kumulatif sampai dengan S (lima) gross
tonnage atau tanpa menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

Skala usaha kecil, menengah, dan besar dilakukan
oleh pelaku wusaha perseorangan yang bukan
Nelayan Kecil dan pelaku usaha badan hukum,
dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran diatas 5 (lima) gross tonnage.

Persyaratan
Umum Usaha

Skala usaha mikro

1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha,
pelaku usaha mikro harus melakukan
pernyataan mandiri berupa sertifikat standar,

meliputi:
a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait

(1) daerah penangkapan ikan;

(2) Alat Penangkapan Ikan;

(3) Pelabuhan Pangkalan;

(4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
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(5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
b) Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, terkait
(1) daerah penangkapan ikan; dan
(2) Alat Penangkapan Ikan.

2) Kapal Penangkap lkan pada saat melakukan
kegiatan wusaha harus memiliki sertifikat
kecakapan nelayan bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

3) Perubahan  pernyataan mandiri  berupa
sertifikat standar dilakukan dalam hal
terdapat perubahan:

a) kepemilikan kapal;

b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan Ikan;

d) ukuran kapal; dan

e) Pelabuhan Pangkalan.

4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih
Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan
dan/atau Kapal Pengolah Tkan mitranya wajib
melaporkan hasil tangkapan yang
dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan.

S5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)
tercantum dalam perizinan berusaha Kapal
Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut
Ikan yang berada dalam satu kesatuan usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha,
pelaku usaha kecil, menengah, dan besar
harus memenuhi persyaratan:

a) Surat Izin Usaha Perikanan;

b) Buku Kapal Perikanan;

c) menyampaikan informasi
(1) daerah penangkapan ikan;
(2) alat penangkapan ikan;
(3) Pelabuhan Pangkalan; dan
(4) ukuran kapal.

2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:

a) Surat Izin Usaha Perikanan;
b) Buku Kapal Perikanan;
c) daerah penangkapan ikan; dan
d) Pelabuhan Pangkalan.
4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan
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dengan (menyampaikan/mencantumkan):

a) nomor register Kapal Perikanan yang
tercantum di Buku Kapal Perikanan;

b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan

c) nomor Perizinan Berusaha yang akan
diperpanjang.

5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf
b), apabila terdapat perubahan pada Alat
Penangkapan lkan dan/atau ukuran Kapal
Penangkap Tkan dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor
penangkapan ikan sebagaimana dimaksud
pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan.

7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan
sejak masa berakhirnya perizinan berusaha
tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan
penerbitan Perizinan Berusaha baru;

8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan
Berusaha, harus mengajukan permohonan,
untuk mencabut:

a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap Ikan beralih kepemilikan
karena jual beli, hibah, atau warisan; atau

b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal
Penangkap lkan tenggelam, kandas, atau
terbakar yang mengakibatkan kapal tidak
dapat lagi digunakan untuk melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap.

Durasi pemenuhan:

1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

Ketentuan lain-lain

Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah
penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib
mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di
dalam negeri sesuai yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

Skala usaha mikro

1) Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih
berlaku,;

2) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
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3)

syahbandar atau petugas Log  Book
Penangkapan Ikan setiap kali mendaratkan
ikan; dan
Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih
Muatan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi kapal penangkap
ikan yang melakukan pembayaran pasca
produksi;

Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan
berlayar;

Wajib kembali ke Pelabuhan Pangkalan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam
Persetujuan Berlayar;

Penetapan jangka waktu dalam Persetujuan
Berlayar berdasarkan:

a) ukuran kapal,

b) Alat Penangkapan Ikan; dan

c) daerah penangkapan ikan

Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik
secara manual atau elektronik kepada
syahbandar atau petugas Log  Book
Penangkapan Ikan, setiap kali mendaratkan
ikan; dan

Mengaktifkan transmitter sistem pemantauan
kapal perikanan, bagi Kapal Penangkap Ikan
yang memperoleh perizinan berusaha dari
Menteri.

Sarana

Kegiatan Penangkapan lkan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap Ikan, dengan menggunakan salah satu
Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
o)

6)

Jaring lingkar

Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal
Alat yang dijatuhkan

Jala tebar.

Jaring angkat

Bagan tancap.

Jaring insang

Jaring insang berpancang.
Perangkap

Pukat labuh.

Penggaruk

Penggaruk tanpa kapal.
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7) Alat Penangkapan lkan Lainnya

a) Ladung.

b) Seser.
untuk usaha skala usaha mikro dapat
menggunakan 2 (dua) Alat Penangkapan Ikan,
namun dalam operasionalnya digunakan secara
bergantian.
Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan lkan, alat bantu penangkapan Ikan,
jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.

Ketentuan Lain-Lain

1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan:

a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada subzona
perikanan tangkap.

2) APl didalam KBLI 03117 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113,
KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03118, dan
KBLI 03119.

Struktur

Organisasi
SDM

dan

Skala usaha mikro

memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi
Nakhoda.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

SDM skala usaha kecil, menengah, dan besar

terdiri atas:

1) Nakhoda yang bertugas sebagai pemimpin
tertinggi di kapal perikanan, berfungsi
memimpin pelayaran dan operasi
penangkapan ikan.

2) Ahli Penangkapan lkan berfungsi mengenali
wilayah penangkapan ikan, dan
merencanakan operasi penangkapan ikan
yang bertanggung jawab serta bertugas
melaporkan kegiatan penangkapan ikan. Ahli
Penangkapan Ikan dapat diperankan oleh
nakhoda.

3) Anak Buah Kapal terdiri atas:

a) Perwira bagian dek, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian dek;
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b) Perwira bagian mesin, yang berfungsi
melakukan dinas jaga bagian mesin;

c) Perwira quality control, yang
bertanggungjawab terhadap penanganan
dan/atau penyimpanan ikan;

d) Serang, yang bertanggungjawab
terhadap operasional alat penangkapan
ikan;

e) Kelasi, yang mengoperasionalkan alat
penangkapan ikan dan/atau

penanganan ikan;

f)  Operator mesin pendingin yang
mengoperasikan mesin pendingin;

g) Juru minyak, yang membantu perwira
bagian mesin dalam melakukan
pelumasan, pemeliharaan, dan
perawatan mesin; dan

h) Juru masak, yang bertugas menyiapkan
makanan siap saji bagi seluruh awak
kapal perikanan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan 300 (tiga ratus)
gross tonnage atau lebih terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal dengan
ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda harus memiliki Sertifikat Ahli

Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN I);

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN II);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN I);

c) Perwira bagian dek (quality control), harus
memiliki Sertifikat Rating Awak Kapal
Perikanan;

d) Operator radio, harus memiliki Sertifikat
Operator Radio;

e) Serang, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

f) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan Ikan;
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g) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

h) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic  Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

Juru masak, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di
atas 100 (seratus) sampai dengan <300 (kurang dari
tiga ratus) gross tonnage terdiri atas Nakhoda, Ahli
Penangkapan lkan (Fishing Master), dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN II);

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) harus

memiliki Sertifikat Ahli Penangkapan lkan dan

Basic Safety Training-Fisheries (dapat

dilakukan atau dirangkap oleh Nakhoda); dan

Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan (ANKAPIN III);

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN II);

c) Perwira quality control, harus memiliki
Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;

d) Kelasi, harus memiliki Sertifikat Basic
Safety Training-Fisheries dan Sertifikat
Operasional Penangkapan lkan;

e) Operator mesin pendingin, harus memiliki
Sertifikat Basic Safety Training-Fisheries
dan Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Ikan;

f) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Basic  Safety  Training-Fisheries dan
Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan; dan

g) Juru masak, harus memiliki Sertifikat
Basic Safety Training-Fisheries.

SDM untuk Kapal Penangkap lkan berukuran di
atas 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah
Kapal dengan ketentuan sebagai berikut:




- 248 -

1) Nakhoda harus memiliki paling rendah
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
(ANKAPIN III); dan

2) Anak Buah Kapal:

a) Perwira bagian dek, paling rendah harus
memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika;

b) Perwira bagian mesin, paling sedikit 1
(satu) orang harus memiliki Sertifikat Ahli
Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III);

c) Kelasi, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan; dan

d) Juru minyak, harus memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

SDM untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran di

atas 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross

tonnage terdiri atas Nakhoda dan Anak Buah Kapal

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nakhoda, paling rendah harus memiliki
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika; dan

2) Kelasi, harus memiliki memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan.

Persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh

awak kapal perikanan, sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Laut, bagi yang bekerja pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas S5
(lima) gross tonnage;

2) Buku Pelaut Perikanan, bagi yang bekerja
pada Kapal Penangkap lkan berukuran di atas
30 (tiga puluh) gross tonnage;

Ketentuan Lain-lain

Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari
2024.

8. Pelayanan
9. Persyaratan Skala usaha mikro
Produk/Proses/J -
asa Skala usaha kecil, menengah, dan besar
menerapkan cara penanganan ikan yang baik yang
dibuktikan dengan Sertifikat Cara Penanganan
Ikan yang Baik di atas kapal.
10. | Sistem
Manajemen

Usaha
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11.

Penilaian
Kesesuaian dan
Pengawasan

A. Penilaian Kesesuaian

Skala usaha mikro

Penilaian kesesuaian skala wusaha mikro
dengan risiko menengah rendah dilakukan
dengan pernyataan mandiri (self-declare) dari
pelaku usaha untuk memenuhi standar
kegiatan usaha berupa:

1.

a.

Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan

kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan;

2) Alat Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan Pangkalan;

4)  Buku Kapal Perikanan; dan

5) Kapal Penangkap Ikan pada saat
melakukan kegiatan wusaha harus
memiliki sertifikat kecakapan
nelayan bagi nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Bagi Nelayan Kecil yang  tidak

menggunakan kapal, terkait

1) daerah penangkapan ikan; dan

2) Alat Penangkapan Ikan.

Skala usaha kecil, menengah, dan besar

a.

Penilaian kesesuaian dilakukan oleh
verifikator Kementerian Kelautan dan
Perikanan pada direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan
tangkap atau pemerintah provinsi sesuai
dengan kewenangannya.
Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
persyaratan, meliputi:
1) informasi yang tercantum dalam
Surat Izin Usaha Perikanan meliputi:
a) ketersediaan  alokasi usaha
penangkapan ikan;
b) daerah penangkapan ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan;
d) kisaran ukuran Kapal
Penangkap lkan; dan
2) informasi yang tercantum dalam
Buku Kapal Perikanan, meliputi:
a) Identitas pemilik Kapal
Penangkap Ikan; dan
b) Identitas Kapal Penangkap Ikan.
3) pemenuhan kewajiban pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak
atau Retribusi.
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B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan:

a.

Cakupan:
Pengawasan kegiatan Penangkapan
Coelenterata di Laut tersebut

dilaksanakan di:

1) Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Kapal Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan  Perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau

5) Kawasan Konservasi Perikanan.

Cara Pengawasan:
Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan  coelenterata di laut
dilakukan sebagai berikut:
1) Skala usaha mikro:
Pengawasan terhadap kegiatan
usaha  penangkapan/pengambilan
induk/benih ikan di laut untuk
tingkat risiko menengah rendah
(skala usaha mikro/nelayan kecil):
a) Bagi Nelayan Kecil yang
menggunakan kapal, dilakukan

melalui
(1) pemeriksaan  kesesuaian
sertifikat standar
pernyataan mandiri
dengan:
(a) kesesuaian informasi:
(i) daerah
penangkapan
ikan;
(ii) Alat
Penangkapan
Ikan;

(iij) Pelabuhan
Pangkalan; dan
(iv) Ukuran kapal.
(b) kepemilikan Buku
Kapal Perikanan
() kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan
bagi nakhoda, yang
berlaku efektif pada
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C.

2)

b)

tanggal 1 Januari
2024;
(2) pemeriksaan kepemilikan
Persetujuan Berlayar; dan
(3) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.
Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan kapal, dilakukan
melalui
(1) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar

pernyataan mandiri

dengan:

(a) daerah penangkapan
ikan; dan

(b) Alat Penangkapan
Ikan.

(2) pemeriksaan kewajiban
pelaporan hasil tangkapan
ikan kepada Pelabuhan
Pangkalan.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

b)

e)

memeriksa kewajiban pelaporan
hasil tangkapan ikan yang
dituangkan dalam Log Book
Penangkapan Ikan;

memeriksa keaktifan transmiter
Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan, bagi kapal
berukuran di atas S gross
tonnage dan beroperasi di atas
12 mil Laut;

memeriksa kepemilikan
Sertifikat Cara Penanganan Ikan
yang Baik;

memeriksa Awak Kapal
Perikanan sesuai dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan
dokumen/sertifikat kompetensi
sesuai jabatannya;

memeriksa kepemilikan
Persetujuan Berlayar.

Intensitas Pengawasan

Intensitas  pengawasan  dilaksanakan
pada:
Skala usaha mikro:

1)
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2)

b)

Pengawasan rutin dilakukan
secara berkala berdasarkan
tingkat risiko kegiatan usaha
dan dapat mempertimbangkan
tingkat kepatuhan pelaku
usaha. Pengawasan rutin
dilakukan  melalui inspeksi
lapangan berupa pembinaan,
pendampingan, dan penyuluhan
yang dilakukan pengawas
perikanan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian atas pengawasan rutin
yang telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan
untuk tingkat risiko menengah
rendah, tidak dilakukan.
pengawasan insidental
(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual; dan
(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

Skala usaha kecil, menengah, dan
besar dengan risiko tinggi:

a)

pengawasan rutin dilakukan:

(1) berdasarkan laporan
pelaku usaha kepada
Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya
yang memuat:

(a) standar pelaksanaan
usaha; dan

(b) perkembangan
kegiatan usaha
memuat realisasi
produksi setiap 1
(satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(2) inspeksilapangan
berupa kunjungan fisik
atau melalui virtual dengan
ketentuan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Dalam hal berdasarkan
hasil penilaian atas
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pengawasan rutin yang
telah dilakukan
sebelumnya pelaku usaha
dinilai  patuh, inspeksi
lapangan untuk tingkat
risiko tinggi, dilaksanakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap Kapal
Penangkap Ikan.
b) pengawasan insidental:

(1) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara
virtual; dan

(2) berdasarkan pengaduan
dari masyarakat dan/atau
pelaku usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
Rencana pengawasan

Perencanaan pengawasan dituangkan
dalam dokumen rencana kerja
pengawasan yang disusun tahunan.
Perangkat Kerja Pengawasan:

a.

1)

2)

3)

dilengkapi dengan surat perintah

tugas yang dikeluarkan oleh atasan

langsung;

Wajib menggunakan pakaian dinas

dan  atribut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti;

a) Berita Acara Pemeriksanaan,;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

3. Hak dan Kewajiban

a.

Hak
1)

2)

3)

memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksanaan tugas;
dan

dalam hal diperlukan, Pengawas
Perikanan dapat meminta bantuan
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4.

5.

b.

pihak ketiga (lembaga profesi ahli
yang tersertifikat atau terakreditasi)
untuk melakukan dukungan
terhadap kebutuhan tertentu terkait
kegiatan pengawasan yang sedang
dilaksanakan. Pihak ketiga dapat

memberikan dukungan dalam
pengawasan berdasarkan
permintaan dari Pengawas
Perikanan;

Kewajiban

1) menjaga  kerahasiaan  informasi
pelaku usaha;

2) menjaga pelaksanaan pengawasan
agar tidak mengganggu
keberlangsungan usaha; dan

3) menjaga profesionalisme dan kode
etik pengawasan.

Pelaksana Pengawasan

a.

Pengawas Perikanan;

Persyaratan untuk diangkat sebagai

Pengawas Perikanan:

1) pegawai negeri sipil yang berasal dari
instansi pusat atau instansi daerah
yang bekerja di bidang perikanan
dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda/golongan ruang II/a;

2) telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan Pengawas Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

3) sehat jasmani dan rohani.

pihak ketiga yang kompeten dan/atau

bersertifikat atau terakreditasi;

Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan:

a.

hasil inspeksi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan pelaku usaha;

berita acara dilengkapi dengan
kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
pengisian dan penandatangan berita
acara dilakukan secara elektronik pada
sistem OSS atau secara manual oleh
pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku
usaha;

dalam hal pengisian penandatangan
berita  acara  dilaksanakan secara
elektronik pada sistem OSS hasil inspeksi
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6.

lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik  yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh
pelaksana inspeksi lapangan; dan

dalam hal pengisian dan penandatangan
berita acara dilakukan secara manual,
hasil inspeksi lapangan dilaporkan
dengan mengisi formulir elektronik yang
memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada sistem OSS yang diunggah
ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi
lapangan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah penandatanganan berita acara.

Saluran pengaduan masyarakat melalui:

a.
b.

SMS Gateway nomor: 0858-8888-4171;
Surel (email): pengaduanpsdkp@kkp.go.id,
atau

Surat atau melaporkan secara langsung
kepada Direktorat Jenderal PSDKP, Unit
Pelaksana Teknis PSDKP, atau Dinas
yang membidangi perikanan di Provinsi.



mailto:pengaduanpsdkp@kkp.go.id
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Standar Usaha Penangkapan lkan Hias Laut

No

KBLI 03118
Penangkapan Ikan Hias di Laut

Ruang Lingkup

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan
penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda
laut (hippocampus), angel fish, clown fish, lion fish,
ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan
kalong, dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai,
laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang
surut.

Istilah dan
Definisi

a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku wusaha wuntuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

b. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri
atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan  kegiatan sistem  bisnis
perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar
muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

c. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan
atau pelabuhan umum sebagai tempat Kapal
Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat
ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang Perikanan.

d. Sentra Nelayan adalah suatu wilayah perairan
dimana banyak terdapat aktivitas nelayan kecil dan
tidak terdapat fasilitas pelabuhan perikanan
dan/atau lokasi pendaratan ikan yang belum
memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.

e. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis
yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan
usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau
usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum
dalam izin tersebut.

f. Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang
memuat informasi identitas pemilik dan identitas
Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan
yang terjadi terhadap identitas pemilik dan
identitas kapal perikanan.

g. Nelayan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
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baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan
maupun yang tidak menggunakan = Kapal
Penangkap Ikan.

Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan
yang digunakan untuk melakukan Penangkapan
Ikan, termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunakan untuk
mengangkut, memuat, menampung,
mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, danf
atau mengawetkan ikan.

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang digunakan untuk menangkap
ikan.

Alat Bantu Penangkapan lkan yang selanjutnya
disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan, meliputi rumpon dan lampu.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI
adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang
meliputi perairan Indonesia, 2zona ekonomi
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya yang potensial untuk
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

. Jalur Penangkapan lkan adalah wilayah perairan
yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia dan laut
lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan
penangkapan ikan.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak
termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia,
dan perairan pedalaman Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal
dari penerimaan perpajakan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah  pungutan daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan
operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
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Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang
selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu
sistem pengawasan kapal perikanan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan
untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal
perikanan.

Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) adalah
Awak Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi
dalam mengenali wilayah penangkapan Ikan,
perencanaan operasi penangkapan Ikan yang
bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan
penangkapan ikan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan
selain Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan
(Fishing Master).

Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut
Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan
dalam pelayaran dan operasi penangkapan Ikan.
Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja
atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh
pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk
melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil.

Penggolongan Skala usaha mikro
Usaha Skala usaha mikro dilakukan oleh pelaku wusaha
perseorangan yang termasuk Nelayan Kecil, dengan
menggunakan Kapal Penangkap lkan dengan ukuran
kumulatif sampai dengan 5 (lima) gross tonnage atau
tanpa menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
Persyaratan a. Untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku
Umum Usaha usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri
berupa sertifikat standar, meliputi:
1) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
terkait
a) daerah penangkapan ikan;
b) Alat Penangkapan Ikan;
c) Pelabuhan Pangkalan;
d) ukuran panjang dan lebar kapal; dan
e) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2024.
2) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan
kapal, terkait
a) daerah penangkapan ikan; dan
b) Alat Penangkapan lkan.
b. Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan

kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan
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nelayan bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada

tanggal 1 Januari 2024.

Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat

standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
a) kepemilikan kapal,;

b) daerah penangkapan ikan;
c) Alat Penangkapan lkan;

d) ukuran kapal; dan

e) Pelabuhan Pangkalan.

Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih

Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau

Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan

hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan

Pangkalan.

Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4)

tercantum dalam perizinan berusaha Kapal

Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan

yang berada dalam satu kesatuan usaha.

Durasi pemenuhan:

1) paling lama 4 (empat) hari kerja untuk
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Menteri; dan

2) paling lama 5 (lima) hari kerja untuk Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.

Ketentuan lain lain

Kapal Penangkap Ikan yang diberikan daerah

penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas wajib

mendaratkan ikannya di Pelabuhan Pangkalan di

dalam negeri sesuai yang tercantum dalam

Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Persyaratan
Khusus Usaha

Skala usaha mikro

a.

Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
kapal penangkap ikan  yang melakukan
pembayaran pasca produksi;

Memiliki Persetujuan Berlayar yang masih berlaku;
Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi
Log Book Penangkapan lkan baik secara manual
atau elektronik kepada syahbandar atau petugas
Log Book Penangkapan Ikan setiap kali
mendaratkan ikan; dan

Membuat Berita Acara Alih Muatan untuk
komoditas ekspor, setiap melakukan Alih Muatan;

Sarana

Kegiatan Penangkapan Ikan menggunakan Kapal
Penangkap lkan atau tanpa menggunakan Kapal
Penangkap lkan, dengan menggunakan 2 (dua) Alat
Penangkapan Ikan, namun dalam operasionalnya
digunakan secara bergantian, sebagai berikut:
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1) Perangkap

Bubu.
2) Penggaruk

a) Penggaruk berkapal.

b) Penggaruk tanpa kapal.
3) Alat Penangkapan lkan Lainnya

a) Panah

b) Pukat dorong.

c) Seser
Penggunaan Alat Penangkapan lkan berdasarkan
selektivitas alat penangkapan lkan, kapasitas alat
penangkapan lkan, alat bantu penangkapan lkan,
jalur penangkapan lkan, dan daerah penangkapan
ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait dengan jalur penangkapan ikan
dan penempatan alat penangkapan ikan.

Ketentuan lain-lain

1) Kegiatan penangkapan ikan di Kawasan
Konservasi hanya diperbolehkan
a) menggunakan Kapal Penangkap Ikan

berukuran paling besar 5 (lima) gross
tonnage; dan

b) di zona pemanfaatan pada
perikanan tangkap.

2) APl didalam KBLI 03118 diperbolehkan
mendapatkan hasil tangkapan sampingan,
yaitu KBLI 03111, KBLI 03112, KBLI 03113,
KBLI 03115, KBLI 03116, KBLI 03117, dan

subzona

KBLI 03119.

7. Struktur memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda.
Organisasi dan | Pemenuhan persyaratan sertifikat bagi Awak Kapal
SDM Perikanan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024

8. Pelayanan -

9. Persyaratan -

Produk/Proses/
Jasa

10. | Sistem -
Manajemen
Usaha

11. | Penilaian A. Penilaian Kesesuaian
Kesesuaian dan Skala usaha mikro
Pengawasan Penilaian kesesuaian skala usaha mikro dengan

risiko menengah rendah dilakukan dengan
pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha
untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa:

1. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal,
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terkait

a. daerah penangkapan ikan;

b. Alat Penangkapan Ikan;

c. Pelabuhan Pangkalan;

d. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku

efektif pada tanggal 1 Januari 2024; dan

e. Kapal Penangkap Ikan pada saat
melakukan  kegiatan usaha  harus
memiliki sertifikat kecakapan nelayan
bagi nakhoda, yang berlaku efektif pada
tanggal 1 Januari 2024.

2. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan

kapal, terkait

a. daerah penangkapan ikan; dan

b. Alat Penangkapan Ikan.

B. Pengawasan
1. Norma Pengawasan:
a. Cakupan:

Pengawasan kegiatan Penangkapan lkan

Hias di Laut tersebut dilaksanakan di:

1) Wilayah  Pengelolaan  Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

2) Kapal Penangkapan Ikan;

3) Pelabuhan  Perikanan dan/atau
pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

4) Sentra Nelayan; dan/atau

5) Kawasan Konservasi Perikanan.

b. Cara Pengawasan:

Pengawasan dilakukan dengan cara
mencermati/memantau laporan pelaku
usaha dan/atau inspeksi lapangan.
Pengawasan terhadap kegiatan usaha
penangkapan ikan hias di laut dilakukan
sebagai berikut:

1) Bagi Nelayan Kecil yang

menggunakan  kapal, dilakukan
melalui
a) pemeriksaan kesesuaian

sertifikat standar pernyataan
mandiri dengan:
(1) kesesuaian informasi:

(a) daerah penangkapan

ikan;

(b) Alat Penangkapan
Ikan;

(c) Pelabuhan Pangkalan;
dan

(d) Ukuran kapal.
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2)

2)

(2) kepemilikan Buku Kapal
Perikanan

(3) kepemilikan Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda, yang berlaku
efektif pada tanggal 1
Januari 2024,

b) pemeriksaan kepemilikan
Persetujuan Berlayar; dan
c) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan ikan
kepada Pelabuhan Pangkalan.
Bagi Nelayan Kecil yang tidak
menggunakan  kapal, dilakukan
melalui
a) pemeriksaan kesesuaian
sertifikat standar pernyataan
mandiri dengan:
(1) daerah penangkapan ikan;

dan
(2) Alat Penangkapan Ikan.
b) pemeriksaan kewajiban

pelaporan hasil tangkapan ikan
kepada Pelabuhan Pangkalan.

c. Intensitas Pengawasan
Intensitas pengawasan  dilaksanakan
pada:
1) Pengawasan rutin dilakukan secara

berkala berdasarkan tingkat risiko

kegiatan usaha dan dapat
mempertimbangkan tingkat
kepatuhan pelaku usaha.
Pengawasan rutin dilakukan melalui
inspeksi lapangan berupa

pembinaan, pendampingan, dan
penyuluhan yang dilakukan
pengawas perikanan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Dalam  hal berdasarkan  hasil
penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan sebelumnya
pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi
lapangan untuk tingkat risiko
menengah rendah, tidak dilakukan.
pengawasan insidental
a) dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual,
dan
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b) berdasarkan pengaduan dari
masyarakat dan/atau pelaku
usaha.

2. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan.
a. Rencana pengawasan

Perencanaan pengawasan dituangkan

dalam dokumen rencana kerja

pengawasan yang disusun tahunan
b. Perangkat Kerja Pengawasan:

1) dilengkapi dengan surat perintah
tugas yang dikeluarkan oleh atasan
langsung;

2) Wajib menggunakan pakaian dinas
dan  atribut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3) dilengkapi dengan instrumen
pengawasan, seperti;

a) Berita Acara Pemeriksanaan;

b) Daftar pertanyaan bagi pelaku
usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan
usaha dan kewajiban; dan/atau

c) Perangkat kerja lainnya yang

diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
pengawasan.

3. Hak dan Kewajiban
a. Hak

1) memperoleh jaminan keamanan dan
keselamatan kerja;

2) mendapatkan data dan informasi
terkait dengan pelaksan